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 Kecamatan Bumiaji terletak pada lereng pegunungan Arjuno-Welirang dengan 
kelerengan tinggi (>15%) dan jenis tanah yang peka erosi (andosol dan kambisol). Kondisi 
tersebut menjadi penyebab terjadinya bencana longsor. Aktivitas manusia yang 
menyebabkan alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya juga menjadi salah 
satu peicu longsor. Terdapat 35 kejadian longsor di Kecamatan Bumiaji sepanjang tahun 
2016-2021 yang menyebabkan kerusakan fisik, ekonomi, dan sosial. Pengurangan risiko 
bencana merupakan pendekatan efektif dalam mitigasi bencana alam serta mengurangi 
dampak akibat longsor. Salah satu wujud pengurangan risiko bencana adalah peraturan 
zonasi yang didasarkan Permen PU 22/2007. 
Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis risiko bencana 
dan analisis kesesuaian lahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data 
sekunder dari instansi terkait dan diolah dengan menggunakan ArcGIS.  Identifikasi tingkat 
risiko longsor Kecamatan Bumiaji dilakukan melalui scoring dan pembobotan indikator 
ancaman dan kerentanan, kemudian dilakukan pertampalan (overlay) untuk menghasilkan 
Peta Risiko Longsor. Variabel kapasitas tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan 
keterbatasan survey lapang selama Pandemi COVID-19. Analisis Kesesuaian Lahan 
dilakukan melalui overlay Peta Risiko dengan penggunaan lahan eksisting, Permen PU 
22/2007, dan RTRW Kota Batu untuk menentukan arahan peraturan zonasi.  
Hasil analisis menunjukan tingkat risiko longsor didominasi oleh klasifikasi rendah 
sebesar 48%, tinggi 30%, dan sedang 15%.  Risiko longsor tinggi disebabkan oleh tingginya 
kerentanan dan ancaman khususnya pada Desa Giripurno. Penyebab tingginya ancaman 
adalah tingkat kelerengan dan curah hujan tinggi, kepekaan erosi tanah, dan jenis tutupan 
lahan. Tingginya kerentanan disebabkan oleh aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang 
berpotensi mengalami kerugian. Peta Risiko bencana kemudian dibagi menjadi 3 zona 
berdasarkan karakteristik topografi dan di-overlay dengan penggunaan lahan eksisting, 
Permen PU 22/2007, dan RTRW Kota Batu untuk menentukan arahan peraturan zonasi. 
Penggunaan lahan yang sesuai ketentuan dipertahankan, diberikan incentive/bonus dan 
diperbolehkan dibangun dengan kondisi khusus, sedangkan yang tidak sesuai ketentuan 
diterapkan Transfer Developments Rights (TDR) dan Performance Zoning. Hutan pada 
seluruh zona dipertahankan. Lahan pertanian, perkebunan, dan pariwisata diterapkan 
conditional uses pada risiko tinggi (Zona B dan C), sedang (Zona B dan C), serta rendah 
(Zona A, B, dan C). TDR diterapkan pada pertanian di zona A risiko sedang dan tinggi. 
Permukiman diberikan Performance Zoning (Risiko Tinggi dan sedang) atau diizinkan 
dibangun dengan Conditional Uses (risiko rendah).  Industri direlokasi menggunakan TDR 
(risiko sedang) atau diberlakukan performance zoning (risiko sedang dan rendah).  
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Bumiaji Sub-District is located in Welirang-Arjuno Mountains with high slopes 
(>15%) and has high sensitivity soil for erosion (andosol and kambisol). These conditions 
causing landslides. The human activity that changes protected areas to cultivated areas also 
became one of the triggering factors of landslides. There were 35 landslides during 2016-
2021 that affects physical, economic, and social damage. Landslide risk reduction is an 
effective approach to mitigate natural disasters and reducing the effect of landslides. One of 
the strategies to reduce disaster risk is the Zoning Regulation based on Permen PU 22/2007. 
This research is a quantitative approach using landslide risk analysis and land 
suitability analysis. The data collection using secondary data from stakeholders and 
analyzed using ArcGIS. The identification of Landslide Risk in Bumiaji Sub-District was 
analyzed by scoring and weighting hazard and vulnerability indicators, then overlayed to 
determine landslide risk map. This research didn’t use the variable of capacity because of 
the restriction of field survey during Pandemic COVID-19. Land Suitability was analyzed 
by overlaying landslide risk maps, Permen PU 22/2007, RTRW, and existing land use to 
determine zoning regulation. 
Results of Landslide risk analysis show that Bumiaji Sub-District dominated with 
low-level risk (48%), then high level (30%), and moderate level (15%). High risks are 
affected by high hazards and vulnerabilities, especially in Giripurno Village. High hazards 
are affected by high intensity of rainfall, slope degree, the sensitivity of soil to erosion, and 
type of land cover. High vulnerabilities are affected by physical, social, and economic 
aspects that potential to loss. Landslide risk map divided with 3 zones based on topography 
characteristics and then overlayed with existing land uses, Permen PU 22/2007, and RTRW 
Batu to determine zoning regulation. Land use that suitable with regulation planned to 
maintenance, giving incentive/bonus zoning and allowed to build with conditional uses, 
while unsuitable land use planned to given Transfer Developments Rights (TDR) and 
Performance Zoning. Forests in every zone planning to maintenance. Agriculture and 
Tourism Land in high risk (zone B and C), moderate and low risk (zona A, B, C) are allowed 
to build with conditional uses. Transfer Development Rights are given for agriculture areas 
in zone A with high and moderate risk. Settlements are given performance zoning (high and 
moderate risk) or allowed to build with conditional uses (low risk). Industries are relocated 
using TDR (moderate risk) or given Performance zones (moderate and low risk).   
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Bencana merupakan serangkaian kejadian yang dapat membahayakan kehidupan 
manusia, berasal dari faktor alam atau akibat ulah manusia dan dapat menimbulkan kerugian 
berupa korban jiwa, rusaknya lingkungan, hilangnya harta benda, serta dampak terhadap 
psikologi manusia (UU No 24 Tahun 2007). Salah satu bencana alam yang memiliki 
frekuensi kejadian tinggi adalah tanah longsor. Bencana longsor merupakan bencana alam 
paling bahaya di dunia, menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan properti setiap 
tahunnya (Froude & Petley, 2018).  
Kota Batu memiliki topografi berbukit dengan ketinggian 600-3000 mdpl. Jenis 
tanah didominasi andosol yang peka terhadap erosi, sehingga berpotensi terjadi bencana 
longsor. Kecamatan Bumiaji ditetapkan sebagai salah satu kawasan rawan bencana longsor 
(RTRW Kota Batu 2010-2030). Penyebab terjadinya longsor antara lain kondisi morfologi, 
geologi, serta aktivitas manusia (Muntohar, 2015). Kecamatan Bumiaji terletak pada lereng 
pegunungan Arjuno-Welirang dengan ketinggian rata rata diatas 1500 meter dan didominasi 
oleh kelerengan >15%. Kondisi morfologi berbukit dengan kelerengan curam menyebabkan 
terjadinya bencana longsor. Aktivitas manusia yang menyebabkan alih fungsi kawasan 
lindung menjadi kawasan budidaya juga mengakibatkan tingginya potensi longsor (BPBD 
Kota Batu, 2018). 
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Batu 2017-2022, desa yang 
memiliki potensi tinggi terjadinya longsor antara lain Desa Giripurno, Gunungsari, Punten, 
Sumber Brantas, Sumber Gondo, dan Desa Tulungrejo. Terdapat 35 kejadian longsor di 
Kecamatan Bumiaji sepanjang tahun 2019-2021 yang terjadi pada 8 desa antara lain Desa 
Bulukerto, Bumiaji, Giripurno. Gunungsari, Pandanrejo, Punten, Sumberbrantas, dan Desa 
Tulungrejo. Bencana tersebut menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi, seperti kerusakan 
rumah, tertimbunnya infrastrukttur jalan, drainase, dan irigasi, serta merusak lahan produktif 
seperti peternakan dan pertanian (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021). 
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.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (UUPB 24/2007), pencegahan bencana dilakukan melalui kajian risiko bencana. 
Penentuan risiko bencana dilakukan dengan menentukan ancaman dan kerentanan. Ancaman 
bencana didefinisikan sebagai karakteristik fisik suatu tempat yang rentan/berpotensi 
menimbulkan suatu bencana (Rahman, 2010). Ancaman merupakan kondisi alami yang 
tidak dapat dirubah, berkaitan dengan kondisi topografi, klimatologi, tutupan lahan, serta 
kondisi geologi (Sunarta, I.N. et al, 2018). Intensitas hujan tinggi khususnya pada lereng 
curam menyebabkan air tanah jenuh, dan berdampak pada menurunnya stabilitas tanah. Jenis 
tanah di Kecamatan Bumiaji didominasi oleh andosol (kategori tinggi) terhadap ancaman 
longsor (Wahyudiyanto, 2018). Jenis tanah yang peka erosi tidak didukung oleh keberadaan 
vegetasi pengikat tanah yang baik. Kejadian longsor di Kecamatan Bumiaji umumnya terjadi 
pada tebing dengan beberapa kejadian tidak memiliki vegetasi pencegah erosi (BPBD 
Provinsi Jawa Timur, 2021). Kerentanan didefinisikan sebagai total kerusakan yang 
ditimbulkan oleh bencana terhadap suatu objek tertentu. Kerentanan dibagi menjadi empat 
jenis, yakni kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (BNPB, 2012). Kecamatan 
Bumiaji memiliki kerentanan tinggi khususnya pada sector ekonomi. Sektor produktif 
berupa pariwisata dan pertanian menjadi penopang utama kegiatan perekonomian 
masyarakat Kota Batu, sehingga kerusakan akibat longsor akan menimbulkan dampak 
kerugian pendapat yang signifikan terhadap masyarakat sekitar (BPBD Kota Batu, 2018).  
Terdapat 4 kejadian bencana longsor sepanjang tahun 2016-2021 yang berdampak pada 
rusaknya lahan pertanian (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021).  Luas lahan pertanian yang 
berpotensi tinggi terdampak longsor yakni seluas 4107.81 ha. Lahan produktif lainnya yang 
berpotensi terdampak adalah sector pariwisata. Objek wisata terletak pada zona potensi 
sedang-tinggi bencana longsor, berpotensi menimbulkan kerugian akibat kerentanan 
ekonomi dikarenakan mayoritas penduduk bekerja pada aktivitas wisata (BPBD Kota Batu, 
2018).  
Kerangka aksi Sendai 2015-2030 mengamanatkan kajian risiko bencana sebagai 
dasar dalam melakukan pembangunan. Pengurangan risiko bencana merupakan pendekatan 
efektif dalam mitigasi bencana alam serta mengurangi dampak akibat longsor (Liu & Miao, 
2018). Salah satu wujud pengurangan risiko bencana adalah melalui penataan ruang. 
Pengarusutamaan kajian risiko bencana dalam perumusan rencana tata ruang menjadi fokus 
utama dalam penanggulangan bencana saat ini. RTRW Kota Batu 2010-2030 mengarahkan 
penaggulangan bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, peraturan zonasi 
yang tercantum dalam RTRW Kota Batu masih bersifat umum dan belum mengakomodasi 
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ketentuan zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 22/2007 tentang Pedoman 
Penataan Kawasan Longsor. Arahan Pola Ruang pada RTRW Kota Batu 2010-2030 masih 
mendefinisikan bencana sebatas aspek fisik/kerawanan, belum mengakomodasi analisis 
risiko bencana. Hal tersebut yang mendasari penelitian kali ini. Peraturan zonasi adalah 
dokumen yang memuat ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang pada setiap blok/zona 
(Peraturan Menteri ATR/BPN No 16 Tahun 2018). Peraturan zonasi yang terdapat dalam 
RTRW Kota Batu masih belum mampu mengidentifikasi pengaturan zonasi secara spesifik 
berdasarkan tingkat risiko bencana berdasarkan Permen PU 22/2007. Peraturan zonasi yang 
sudah ada akan dievaluasi berdasarkan standar ketentuan zonasi berbasis bencana longsor 
yang terdapat pada ketentuan Permen PU 22/2007. Penelitian iPengendalian pemanfaatan 
ruang dalam wujud arahan zonasi diperlukan guna membatasi kegiatan budidaya yang dapat 
menyebabkan resiko tinggi bencana. Penentuan arahan zonasi longsor diharapkan 
mengurangi dampak bencana tanah longsor, sehingga kerugian dapat diminimalisir. 
 
1.2 Identifikasi masalah 
 Permasalahan terkait dengan bencana tanah longsor di Kecamatan Batu Kota Batu 
antara lain sebagai berikut:  
1. Kecamatan Bumiaji ditetapkan sebagai salah satu kawasan rawan bencana longsor, 
dengan potensi tinggi berada di Desa Giripurno, Gunungsari, Punten, Sumber 
Brantas, Sumber Gondo, dan Tulungrejo. (BPBD Kota Batu, 2018). 
2. Terdapat 35 kejadian longsor di Kecamatan Bumiaji sepanjang tahun 2016-2021. 
Longsor tersebut menyebabkan tertimbunnya rumah milik warga, kerusakan lahan 
produktif, serta tertutupnya jaringan jalan, drainase, dan listrik (BPBD Provinsi Jawa 
Timur, 2021). 
3. Adanya konversi lahan hutan menjadi kawasan budidaya. Konversi lahan resapan 
menyebabkan terjadinya bencana longsor di Kecamatan Bumiaji (BPBD Kota Batu, 
2018). 
4. Potensi kerugian pada lahan produktif. Sektor produktif berupa pariwisata dan 
pertanian menjadi penopang utama kegiatan perekonomian masyarakat Kota Batu, 
sehingga kerusakan akibat longsor akan menimbulkan dampak kerugian pendapat 
yang signifikan terhadap masyarakat sekitar (BPBD Kota Batu, 2018).  Terdapat 4 
kejadian bencana longsor sepanjang tahun 2016-2021 yang berdampak pada 
rusaknya lahan pertanian (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021).  Luas lahan pertanian 
yang berpotensi tinggi terdampak longsor yakni seluas 4107.81 ha. Lahan produktif 
4 
lainnya yang berpotensi terdampak adalah sector pariwisata. Objek wisata terletak 
pada zona potensi sedang-tinggi bencana longsor, berpotensi menimbulkan kerugian 
akibat kerentanan ekonomi dikarenakan mayoritas penduduk bekerja pada aktivitas 
wisata (BPBD Kota Batu, 2018).  
5. Kecamatan Bumiaji didominasi oleh kelerengan >30% sebesar 7411 ha (.61%). 
Kelerengan ini berada pada klasifikasi sedang-tinggi dalam penentuan tingkat 
ancaman longsor. Jenis tanah di Kecamatan Bumiaji adalah Andosol, Kambisol, dan 
Litosol yang memiliki potensi bahaya tinggi dalam penentuan tingkat ancaman 
longsor (Sunarta, I.N. et al, 2018). Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya 
vegetasi yang dapat mengikat tanah dengan baik pada tebing, sehingga terjadi 
bencana longsor (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021).   
 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Tingkat Risiko Bencana Longsor di Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 
2. Bagaimana arahan zonasi longsor dalam upaya pengurangan risiko longsor di 
Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 
 
1.4 Tujuan Dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
1. Menyusun peta risiko bencana tanah longsor Kecamatan Bumiaji dengan analisis 
risiko bencana.  
2. Menentukan rekomendasi arahan peraturan zonasi berdasarkan hasil kesesuaian 
terhadap zonasi risiko longsor. 
1.4.2 Manfaat 
1. Bagi Pemerintah, penelitian diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam 
penyusunan dokumen rencana penataan ruang berdasarkan risiko bencana longsor. 
Mengurangi risiko bencana melalui perencanaan ruang diharapkan mampu 
meminimalisir dampak kerugian yang terjadi akibat bencana tanah longsor. 
2. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat menjadi arahan dan menambahkan 
wawasan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan yang berdasarkan aspek 
pengurangan risiko bencana.  
3. Akademisi, bertambahnya pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana melalui 
perencanaan zonasi.  
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4. Swasta/Investor, menjadi pedoman dalam melakukan pembangunan kawasan 
permukiman dan kawasan pariwisata di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
1.5.1 Ruang Lingkup Materi 
1. Risiko Bencana Longsor Kecamatan Bumiaji. Variabel dalam menentukan tingkat 
risiko adalah ancaman dan kerentanan. Ancaman bencana didefinisikan sebagai 
karakteristik fisik suatu tempat yang rentan/berpotensi menimbulkan bencana. 
Kerentanan longsor digunakan untuk menjelaskan keadaan fisik, ekonomi, sosial, 
dan ekonomi yang menyebabkan masyarakat rentan terkena bencana longsor.  
2. Penelitian ini tidak menggunakan variable kapasitas dalam menentukan risiko 
bencana longsor karena adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan penelitian tidak 
dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam teknis survei 
membutuhkan interaksi langsung dengan responden yang merupakan warga 
setempat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan survei primer dalam masa 
pembatasan sosial selama Pandemi COVID-19. 
3. Pengurangan risiko bencana melalui arahan peraturan zonasi. Peraturan zonasi 
adalah dokumen yang berisi tentang ketentuan pengendalian ruang pada setiap 
blok/zona yang telah ditetapkan, mengacu pada Permen PU 22/2007. Peraturan 
zonasi disusun dengan membagi beberapa zona sesuai dengan karakteristik risiko 
bencana. 
 
1.5.2 Ruang Lingkup Kawasan 
Ruang lingkup kawasan penelitian adalah 9 (sembilan) desa di Kecamatan Bumiaji 
Kota Batu. Kecamatan Bumiaji terletak pada lereng Gunung Arjuno-Gunung Welirang yang 
memiliki tingkat kerawanan terhadap longsor. Penentuan deliniasi kawasan didasarkan atas 
tingkat kerawanan bencana longsor kategori sedang-rendah yang bersumber dari Rencana 
Strategis BPBD Kota Batu 2017-2022 serta data kejadian bencana. Luas kawasan deliniasi 
adalah 12 hektare (Gambar 1.1). 
 
1.6 Sistematika Pembahasan 
BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan, dan manfaat penelitian bencana tanah longsor di Kecamatan Bumiaji. 
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Pendahuluan juga berisi mengenai ruang lingkup kawasan dan materi, sistematika 
pembahasan, dan kerangka pemikiran.  
BAB II Tinjauan Pustaka, terkait tinjauan teori dan konsep dasar dalam menentukan 
tingkat risiko dan arahan zonasi longsor di Kecamatan Bumiaji. Tinjauan pustaka juga berisi 
kerangka teori dan studi terdahulu. Studi terdahulu digunakan untuk menentukan variabel 
dan parameter dalam penyusunan zonasi longsor. 
BAB III Metode Penelitian, terkait pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis yang digunakan, serta desain survei. Pengumpulan data dilakukan dengan survei 
sekunder berupa kajian literatur. Teknik analisis yang digunakan analisis risiko bencana dan 
kesesuaian lahan terhadap ketentuan zonasi Permen PU 22/2007 dan RTRW Kota Batu. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan, terkait dengan data, analisis, hingga arahan zonasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang dilakukan 
adalah analisis risiko bencana yang didasarkan atas kajian ancaman dan kerentanan. Hasil 
analisis risiko bencana dibagi menjadi 3 zona berdasarkan topografi, kemudian di-overlay 
dengan guna lahan eksisting, Permen PU 22/2007, dan RTRW Kota Batu untukk 
menentukan kesesuaian dan arahan peraturan zonasi. Peraturan zonasi memuat ketentuan 
peruntukan ruang, aktivitas, hingga ketentuan teknis zonasi.  
BAB V, merupakan kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan berisi 
tentang ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran berisi tentang rekomendasi 
bagi pemerintah terkait pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi serta 
keterbatasan penelitian yang dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. 
 
1.7 Kerangka Pemikiran 
 Kerangka pemikiran pada Gambar 1.2 merupakan skema ilustrasi proses 
penelitian, yang berisi tentang latar belakang beserta permasalahan, rumusan masalah, 
tujuan, hingga proses dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan. Permasalahan dalam 
penelitian dijawab melalui serangkaian analisis dan proses pengolahan data. Analisis yang 
digunakan adalah analisis risiko bencana yang didasarkan atas variabel ancaman dan 
kerentanan. Hasil pengkajian analisis kemudian menjadi dasar dalam penentuan peraturan 
zonasi berbasis mitigasi bencana longsor di Kecamatan Bumiaji.  
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Gambar 1. 1  Peta Deliniasi Kawasan Studi
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      Bencana adalah serangkaian kejadian yang dapat membahayakan kehidupan 
manusia, berasal dari faktor alam atau akibat ulah manusia dan dapat menimbulkan kerugian 
berupa korban jiwa, rusaknya lingkungan, hilangnya harta benda, serta dampak terhadap 
psikologi manusia (UU No 24 Tahun 2007). Klasifikasi bencana berdasarkan UU No 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terbagi menjadi 3, yakni bencana alam, 
bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam disebabkan oleh faktor alam, antara 
lain tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan, dan gempa bumi. Bencana non 
alam adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian non alam, seperti gagal teknologi, 
wabah penyakit atau epidemi. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh 
aktivitas sosial manusia, antara lain konflik sosial masyarakat. 
Penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya yang terdiri dari penyusunan 
dokumen pembangunan, pencegahan, tanggap darurat, serta rehabilitasi (BNPB, 2012). 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban bagi daerah yang 
diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007. Alur penanggulangan bencana terdiri dari 
tahapan pra bencana, tanggap darurat, serta pemulihan (Gambar 2.1). Penelitian ini berada 
pada tahap ketiga, yakni pada saat situasi terjadinya potensi bencana. 
 
Gambar 2. 1 Alur Penanggulangan Bencana 




2.2 Tanah Longsor  
Tanah longsor adalah bencana alam yang terjadi akibat adanya gerakan material 
pembentuk lereng berupa batuan tanah atau material campuran, yang bergerak ke bawah atau 
keluar lereng dengan sedikit deformasi (US Geological Survey, 2008). Tanah longsor adalah 
bencana alam geologis yang sering terjadi pada daerah dengan kelerengan tinggi. Kejadian 
longsor dipengaruhi oleh faktor penyebab dan pemicu.  Faktor penyebab terjadinya longsor 
antara lain kondisi morfologi, kegiatan manusia, dan kondisi geologi. Faktor pemicu 
terjadinya longsor meliputi gempa bumi, curah hujan yang tinggi, ataupun aktivitas vulkanik 
(Muntohar, 2015). Berdasarkan tipenya, tanah longsor dibagi menjadi 5 (empat) jenis, yakni 
longsoran, longsoran lateral, reruntuhan batuan, jatuhan, dan aliran. 
 
Tabel 2. 1 Tipe Tanah Longsor 
Tipe Tanah 
Longsor 












Terjadi ketika terdapat gerakan material sepanjang bidang 
permukaan (Surya, 2019).  Hal tersebut disebabkan oleh adanya 
perbedaan antar jenis kestabilan lapisan tanah (Muntohar, 2015). 






Terjadi ketika terdapat gerakan material sepanjang bidang 
permukaan (Surya, 2019).  Hal tersebut disebabkan oleh adanya 
perbedaan antar jenis kestabilan lapisan tanah (Muntohar, 2015). 









Terjadi ketika terdapat material yang jatuh dengan kecepatan 
tinggi terlepas dari lereng yang curam (Surya, 2019). Tipe 
gerakan tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 








Terjadi akibat jatuhnya batuan akibat pengaruh gaya tarik bumi 
(Muntohar, 2015). Gerakan ini disebabkan oleh adanya gangguan 













Terjadi ketika batuan kohesif atau massa tanah menyebar secara 
horizontal diatas massa deformasi bahan dasar yang lebih lunak. 
(Surya, 2019). Longsoran lateral biasanya terjadi pada topografi 







Terbentuk dari material batuan, udara, tanah, dan bahan organic 
yang tercampur dengan air yang berasal dari aliran run off dengan 





Terjadi pada material yang telah mengalami rombakan. Material 







Memiliki karakteristik yang cenderung mirip dengan aliran debris. 
Perbedaannya adalah material pada aliran tanah cenderung halus 
dan seragam. Aliran tanah dapat terjadi pada lereng rendah, 
diakibatkan oleh kondisi lapisan tanah yang mengalami kejenuhan 
air. Aliran tanah dapat bergerak cepat apabila material 





Terjadi ketika material berupa bebatuan dan tanah bergerak, 
diakibatkan oleh adanya perubahan formasi batuan secara tetap. 
Pergerakan aliran ini terjadi secara perlahan dan singkat. 
Sumber: Muntohar, 2015 
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Bencana longsor di Kecamatan Bumiaji umumnya didominasi oleh longsoran pada 
tebing akibat curah hujan tinggi dan tidak adanya struktur penahan yang memadai. Kejadian 
longsor menyebabkan kerugian fisik berupa rusaknya bangunan dan infrastruktur serta 
kerugian ekonomi berupa kerusakan lahan peternakan (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021). 
Kecamatan Bumiaji didominasi oleh kelerengan >15% sehingga potensi terjadinya 
longsoran cukup tinggi. 
 
2.3 Risiko Bencana 
Risiko bencana dapat diartikan sebagai ancaman kerugian bencana pada waktu dan 
kawasan tertentu, yang berupa kematian, luka, sakit, hilangnya jiwa, hilangnya rasa aman, 
mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat (BNPB, 
2012). Pengkajian risiko bencana menjadi hal dilakukan sebelum dilakukan penanggulangan 
bencana. Risiko bencana merupakan pendekatan yang efektif dalam mitigasi bencana alam 
serta mengurangi dampak akibat longsor (Liu & Miao, 2018).  
2.3.1 Ancaman 
Ancaman bencana didefinisikan sebagai karakteristik fisik suatu tempat yang 
rentan/berpotensi menimbulkan suatu bencana (Rahman, 2010). Ancaman merupakan 
variabel terikat dalam menentukan risiko bencana. Faktor yang mempengaruhi tingkat 
ancaman longsor adalah kelerengan, kelas batuan, umur batuan, jarak terhadap patahan, 
curah hujan, serta percepatan batuan dasar/Peak Ground Acceleration (PGA) (Liu & Miao, 
2018). Tabel 2.2 menjelaskan mengenai perbandingan variable penentu tingkat ancaman 
pada penelitian terdahulu. Viona Pramita et al. (2014) menyatakan bahwa jenis batuan, curah 
hujan, jenis tanah, kelerengan, serta penggunaan lahan menjadi komponen penting dalam 
menentukan tingkat kerawanan longsor. Sunarta.et al. (2018) menyatakan ancaman longsor 
dipengarhi oleh jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan tutupan lahan. Widiastutik 
& Buchori (2018) melakukan pengkajian ancaman berdasarkan kemiringan lereng, jenis 
batuan, kedalam tanah, dan curah hujan. Hamida & Widyasamratri (2019) menentukan 
tingkat ancaman didasarkan atas kelerengan, curah hujan, jenis batuan, dan jenis tanah. 
Tabel 2. 2 Perbandingan Variabel Ancaman Penelitian Terdahulu 
Peneliti Variabel Ancaman 
Viona Pramita et al. (2014) • Jenis batuan 
• Curah hujan  
• Jenis tanah, 
• Kelerengan 
• Penggunaan lahan 
Sunarta.et al. (2018) • Jenis Tanah 
• Kemiringan Lereng 
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Peneliti Variabel Ancaman 
• Curah Hujan 
• Tutupan Lahan 
Widiastutik & Buchori (2018) • Kemiringan lereng 
• Jenis Batuan 
• Jenis Tanah 
• Kedalaman Tanah 
• Curah Hujan 
Hamida & Widyasamratri, (2019) • Kelerengan 
• Curah Hujan 
• Penggunaan Lahan 
• Jenis Batuan 
• Jenis Tanah 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu (Tabel 2.2), terdapat kesamaan dalam penentuan 
parameter ancaman longsor, antara lain pada curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan jenis 
tutupan lahan. Ancaman digambarkan dalam bentuk skor, spasial berupa peta, serta kurva 
(Hamida & Widyasamratri, 2019). Output yang dihasilkan adalah peta ancaman longsor, 
menjadi dasar dalam penentuan zonasi longsor. Setiap variabel diberikan bobot sesuai 
dengan dampaknya terhadap bencana longsor, kemudian dioverlay. Hasil akhir peta berupa 
pembagian kelas ancaman, mulai dari ancaman tinggi, sedang, dan rendah. 
2.3.2 Kerentanan 
Kerentanan (Vulnerability) adalah salah satu konsep penting dalam menilai risiko 
suatu bencana. Kerentanan didefinisikan sebagai total kerusakan yang ditimbulkan oleh 
bencana terhadap suatu objek tertentu. Kerentanan longsor merupakan istilah yang 
digunakan untuk menjelaskan keadaan fisik, ekonomi, sosial, dan ekonomi yang 
menyebabkan masyarakat rentan terkena bencana longsor (Abdulwahid & Pradhan, 2017). 
Kerentanan secara umum dibagi menjadi 4 jenis, yakni kerentanan fisik, sosial, ekonomi, 
dan lingkungan (BNPB, 2012).  Kerentanan fisik menyebabkan kerugian infrastruktur dan 
bangunan akibat terjadinya bencana longsor. Parameter yang digunakan dalam menentukan 
kerentanan fisik adalah rasio panjang jalan dan faslitias umum (Abella & Westen, 2007; 
BNPB, 2012).  
Tabel 2. 3 Jenis dan Parameter Kerentanan Fisik 
Jenis Kerentanan Parameter 
Fisik • Rasio Panjang Jalan Jalan (Abella & Westen, 2007) 
• Fasilitas Umum (BNPB, 2012) 
Sosial • Kepadatan Penduduk (Widiastutik & Buchori, 2018), (BNPB, 2012) 
• Rasio Jenis Kelamin (Widiastutik & Buchori, 2018), (BNPB, 2012) 
• Rasio penyandang disabilitas (Widiastutik & Buchori, 2018), (BNPB, 2012) 
• Rasio Penduduk Usia Rentan (Widiastutik & Buchori, 2018), (BNPB, 2012) 
Ekonomi • Rasio Penduduk Miskin (BPBD Kota Batu, 2018) 
• Luas Lahan Produktif (BNPB, 2012), (BPBD Kota Batu, 2018) 
Lingkungan • Luas Hutan lindung (BNPB, 2012) 
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Jenis Kerentanan Parameter 
• Luas Hutan Konservasi (BNPB, 2012) 
• Luas Semak Belukar (BNPB, 2012) 
 
Kerentanan lingkungan dipengaruhi oleh tutupan lahan, yang terdiri dari hutan 
lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa dan semak belukar (BNPB, 2012). 
Kerentanan sosial umumnya dipengaruhi oleh aspek kependudukan, seperti kepadatan 
penduduk, rasio jenis kelamin, rasio penyandang disabilitas dan penduduk usia rentan, serta 
tingkat pendidikan (Widiastutik & Buchori, 2018). Pendapatan per kapita juga menjadi 
faktor yang mempengaruhi kerentanan ekonomi (Abella & Westen, 2007). 
Tabel 2.2 menjelaskan variabel yang mempengaruhi kerentanan pada setiap jenis 
bencana. Kerentanan fisik dipengaruhi oleh rasio panjang jalan dan jumlah fasilitas umum.  
Kerentanan fisik pada bangunan didefinisikan sebagai derajat potensi kerugian yang 
dihasilkan akibat kejadian bencana (Gonçalves & Zêzere, 2018). Kerusakan pada bangunan 
yang digunakan secara luas oleh publik seperti fasilitas umum akan menimbulkan dampak 
signifikan bagi masyarakat setempat. Rasio panjang jalan digunakan dalam penelitian ini 
karena tingginya potrensi bahaya terhadap longsor, khususnya pada koridor Jalan Batu-
Kediri (Wahyudiyanto, 2018). Terdapat 9 kejadian bencana longsor sepanjang tahun 2016-
2021 yang mentuup akses jalan di Kecamatan Bumiaji (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021). 
Dalam menilai kerentanan sosial, aspek proporsi kependudukan menjadi hal penting 
yang harus diperhatikan. Kepadatan penduduk berkaitan dengan rasio jumlah penduduk 
terhadap luas kawasan. Rasio jenis kelamin berkaitan dengan proporsi perbandingan 
penduduk jenis kelamin perempuan terhadap laki-laki. Rasio penyandang disabilitas 
berkaitan dengan jumlah orang cacat terhadap penduduk total. Rasio penduduk usia rentan 
berkaitan dengan perbandingan jumlah usia non produktif (dibawah usia 15 tahun dan >64 
tahun) terhadap jumlah penduduk total. 
Kerentanan ekonomi berkaitan dengan jumlah lahan produktif (BNPB, 2012) dan 
rasio penduduk miskin (BPBD Kota Batu, 2018). Untuk lebih spesifik, lahan produktif yang 
dihitung dalam penelitian kali ini berkaitan dengan guna lahan pariwisata, perkebunan, dan 
pertanian. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk bekerja pada sektor itu, sehingga 
berpotensi mengalami dampak kerugian yang besar jika terjadi bencana longsor (BPBD Kota 
Batu, 2018).  
Kerentanan lingkungan berkaitan dengan rasio penggunaan lahan, khususnya lahan 
tidak terbangun, yakni hutan lindung, hutan konservasi, dan semak belukar. Hutan lindung 
dan konservasi memiliki bobot paling besar dan berpengaruh terhadap 80% penilaian 
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kerentanan (BNPB, 2012). Dalam penelitian kali ini, hutan mangrove tidak dijadikan 
variabel dikarenakan karakteristik geografis Kecamatan Bumiaji yang berada pada dataran 
tinggi dan bukan pada perairan laut.  
 
2.4 Zonasi Bencana Longsor 
Peraturan Menteri ATR/BPN No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, Peraturan zonasi adalah 
dokumen yang berisi tentang ketentuan pengaturan persyaratan pemanfaatan ruang yang 
disusun setiap blok/zona. Konversi tutupan lahan menjadi lahan terbangun menjadi salah 
satu faktor yang dapat meningkatkan terjadinya kejadian longsor (C Promper et.al, 2014). 
Hal tersebut yang menjadi dasar diperlukannya pengendalian melalui peraturan zonasi. 
Penyusunan zoning regulation pada kawasan strategis rawan longsor mengacu pada 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang 
Kawasan Rawan Longsor (Tabel 2.3) dan kajian literatur terkait. Dalam penentuan zona 
rawan longsor, terdapat pembagian zona meliputi: 
 
 
Gambar 2. 2 Tipologi Zona Risiko Longsor 
Sumber: Permen PU No 22 Tahun 2007 
 
1. Zona Tipe A. Zona ini memiliki karakteristik geografis berada pada lereng 
gunung/pegunungan, perbukitan, atau tebing sungai. Memiliki kelerengan tinggi 
yakni >40%. Ketinggian berada diatas 2000 mdpl 
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2. Zona Tipe B. Zona ini memiliki karakteristik berada pada kaki gunung/pegunungan, 
perbukitan, dan tebing sungai. Kelerengan berada pada 21-40%. Ketinggian berkisar 
antara 500-2000 mdpl. 
3. Zona Tipe C. Zona ini memiliki karakteristik berada pada dataran tinggi, dataran 
rendah, lembah sungai, tebing sungai. Kelerengan berada pada 0-20%. Keetinggian 
berkisar antara 0-500 mdpl. 
Tabel 2. 4 Ketentuan Peraturan Zonasi Kawasan Risiko Longsor 
Tipe Zona Tingkat Risiko Acuan Peraturan Zonasi 
A  
Tinggi 
Dilarang untuk kegiatan pembangunan fisik: 
a. Peruntukan utama sebagai hutan lindung 
b. Kegiatan lain yang tidak sesuai syarat dihentikan 
c. Kegiatan pariwisata berbasis alam dan hutan kota diizinkan terbatas 
dng penyesuaian kondisi eksisting lingkungan melalui rekayasa 
Sedang 
• Kegiatan pariwisata diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 
a. Harus melalui kajian lingkungan seperti Amdal 
b. Adanya perlakuan khusus untuk mengurangi besar kelerengan, 
jaringan jalan mengikuti kontur, serta ketersediaan jaringan 
drainase pada lereng 
c. Jenis wisata alam diizinkan terbatas dengan syarat adanya 
penanaman vegetasi yg sesuai 
d. Kegiatan wisata alam yang diperbolehkan yakni pondok, 
pendakian gunung, serta usaha camping 
• Hutan kota diperbolehkan dengan syarat adanya perlakuan khusus, jenis 
tanaman yang memperkuat fungsi resapan, serta diperbolehkan untuk 
kegiatan penelitian 
• Tidak diperbolehkan kegiatan perumahan, industri, pertambangan, 
hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan, dan 
peternakan 
Rendah 
• Tidak diperbolehkan untuk fungsi industri, namun kegiatan lain 
diperbolehkan dengan syarat khusus 
• Diperbolehkan kegiatan pariwisata terbatas dan RTH Kota 
B  
Tinggi 
• Hutan lindung tidak boleh dirubah peruntukannya 
• Kegiatan perumahan, pertambangan, industri, hutan produksi, 
perkebunan, pertanian pangan, perikanan, dan peternakan tidak 
diperbolehkan 
• Hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan pariwisata 
terbatas diizinkan dengan syarat 
a. Menjaga lingkungan 
b. Adanya tanaman dan pola penanaman yang sesuai 
c. Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng, penyediaan sistem 
drainase 
Sedang 
• Tidak diperbolehkan kegiatan industri, hunian, dan pertambangan 
• Kegiatan pariwisata diizinkan dengan ketentuan 
a. Adanya perlakuan teknis 
b. Jenis wisata alam 
c. Kegiatan wisata alam yang diperbolehkan yakni pondok, pendakian 
gunung, serta usaha camping 
• Hutan kota, perkebunan perikanan, peternakan, pertanian, hutan 
produksi diizinkan dengan persyaratan  
a. Adanya perlakuan teknis, sistem terasering, drainase, serta 
penmbangunan mengikuti kontur 
b. Adanya tanaman dan pola penanaman yang sesuai 
c. Diperbolehkan untuk kegiatan penelitian 
Rendah • Kegiatan Industri tidak diperbolehkan 
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Tipe Zona Tingkat Risiko Acuan Peraturan Zonasi 
• Pariwisata alam, hutan kota, perkebunan, pertanian, hutan produksi 
diizinkan dengan syarat 
• Kegiatan pertambangan, hunian/permukiman, dan pariwisata 
diperbolehkan dengan syarat 
a. Tidak boleh melebihi daya dukung dan kewaiban sesuai dengan 
Amdal 
b. Jenis konstruksi bangunan disesuaikan dengan hasil analisis 
kestabilan lereng, daya dukung tanah, jalan mengikuyi kontur, dan 
adanya penyelidikan geoteknik. 
c. Kegiatan ertambangan harus sesuai dengan daya dukung, kestabilan 
lereng, reklamasi lereng, revitalisasi kawasan, dll 
• Adanya perlakuan teknis, jenis tanaman dengan fungsi resapan, dan 
diperbolehkan kegiatan penelitian 
C  
Tinggi 
• Kegiatan industri, hunian, peternakan, serta pertambangan tidak 
diperbolehkan 
• Hutan kota, hutan produksi, perkebunan diperbolehkan dengan syarat: 
1. Adanya perlakuan teknis untuk menjaga kestabilan lereng 
2. Jenis tanaman memimliki fungsi sebagai resapan dan menjaaga 
kelestarian lingkungan 
3. Kegiatan penelitian diperbolehkan 
• Pertanian perikanan, peternakan, diperbolehkan dengan syarat 
a. Rekayasa/perlakuan teknis 
b. Pemilihan tanaman serta teknik kelola khusus 
• Kegiatan pariwisata diizinkan dengan syarat 
a. Adanya perlakuan teknis 
b. Wisata berbasis air 
Sedang 
• Industri tidak diperbolehkan 
• Hutan kota, hutan produksi, perkebunan diperbolehkan dibangun 
dengan syarat 
a. Adanya perlakuan teknis 
b. Jenis tanaman memimliki fungsi sebagai resapan dan menjaaga 
kelestarian lingkungan 
c. Kegiatan penelitian diperbolehkan 
• Pertanian perikanan, peternakan, diperbolehkan dengan syarat 
a. Rekayasa/perlakuan teknis 
b. Pemilihan tanaman serta teknik kelola khusus 
• Pertambangan, hunian, pariwisata diperbolehkan dengan persyaratan 
a. Tidak boleh melebihi daya dukung dan sesuai Amdal 
b. Pemilihan konstruksi khusus dengan memperhatikan 
kemantapan lereng, geologi, serta penyediaan jalan mengikuti 
kontur 
c. Kegiatan pertambangan juga harus melakukan reklamasi lereng 
dan revitalisasi kawasan 
Rendah 
• Kegiatan Industri tidak diperbolehkan 
• Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat 
a. Adanya perlakuan teknis 
b. Wisata berbasis air 
• Kegiatan peternakan diperbolehkan dengan syarat: 
a. Perlakuan teknis 
b. Kelestarian lingkungan dipertahankan 
• Kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat 
a. Melalui serangkaian kajian geologi, kemantapan lereng, jaringan 
jalan mengikuti kontur, wajib reklamasi lereng dan revitalisasi 
kawasan 
b. Kelestarian lingkungan dipertahankan serta mengikuti peraturan 
terkait 
• Kegiatan hunian diperbolehkan dengan syarat: 
a. Adanya perlakuan teknis/tipe rumah panggung 
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Tipe Zona Tingkat Risiko Acuan Peraturan Zonasi 
b. Tipe bangunan rendah-sedang 
c. Kelestarian lingkungan dipertahankan 
• Kegiatan transportasi diperbolehkan dengan syarat: 
a. Perlakuan teknis 
b. Mengikuti konthur 
Sumber: Permen PU No 22 Tahun 2007 
Berdasarkan Tabel 2.3, diketahui bahwa arahan peraturan zonasi pada kawasan 
rawan bencana dilakukan berdasarkan masing-masing karakteristik zona. Semakin tinggi 
tingkat kerawanan, maka pembatasan pengembangan kawasan akan semakin ketat. Dalam 
hal ini, zona yang memiliki kerawanan tinggi akan diperuntukan untuk konservasi. 
Sebaliknya, zona yang memiliki tingkat ancaman rendah dan berada pada topografi rendah 
akan dikembangkan sebagai peruntukan budidaya. Kecamatan Bumiaji secara topografi 
berada pada zona A dan B, dengan ketinggian >500 meter. Pengembangan kegiatan budidaya 
diperbolehkan, namun dengan persyaratan tertentu agar sesuai dengan daya dukung 
lingkunngan. Kegiatan yang diutamakan pada tipe zona A dengan kerawanan tinggi 
diutamakan seagai peruntukan hutan lindung dan tipe B diutamakan peruntukan lindung dan 
pertanian terbatas. Apabila ada pelanggaran pemanfaatan ruang, maka akan dilakukan 
disinsentif. Secara lebih detail, disinsentif yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
a. Pengenaan pajak yang tinggi 
b. Pembatasan dalam penyedian sarana prasarana  
c. Pengetatan dalam pengurusan perizinan 
Selain berfungsi untuk pengendalian, peraturan zonasi juga memiliki mekanisme 
dalam menanggulangi dampak, antara lain penanggulangan terhadap pencemaran 
lingkungan, development impact fees (alat pengendali pembangunan), serta traffic impact 
fees (pengendali dampak lalu lintas) (Korlena et al., 2011). Dalam menyusun arahan zonasi, 
terdapat beberapa teknik pengaturan zonasi guna mempermudah proses pengendalian. 
Adapun jenis-jenis teknik pengaturan zonasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 
sebagai berikut:  
2.4.1 Transfer Development Rights (TDR) 
TDR adalah alat/ teknik yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah konflik 
lahan. Teknik TDR merupakan perangkat implementasi yang mendorong peralihan 
pembangunan kawasan yang akan menjadi kawasan lindung menuju area pengembangan 
(Rochyanto & Dewi, 2019). Prinsip TDR adalah memberikan hak pengembangan suatu 
pemilik lahan kepada pemerintah dengan kompensasi berupa pemindahan hak membangun 
ke tempat lain yang telah disediakan. Dalam kasus ini, seorang pemilik lahan kehilangan hak 
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membangun dikarenakan tidak sesuai dengan program pemerintah. TDR telah berkembang 
sejak dekade 1960 sebagai salah satu solusi konflik dalam melindungi kawasan bersejarah. 
(J.Hou et.al, 2018).  TDR dapat dapat dipraktikan sebagai zona ganda atau tunggal (Johnston 
& Maddison, 2007). Zona ganda adalah yang paling umum untuk mengidentifikasi area 
pengirim dan penerima yang terpisah, biasanya berdasarkan zonasi. Program ini bertujuan 
untuk memperkuat area yang terpisah untuk pertumbuhan dan konservasi (Linkous & 
Chapin, 2014). Zona tunggal memungkinkan untuk melakukan transfer pembangunan dalam 
area perencanaan berdasarkan kebijakan. Biasanya, program zona tunggal menggunakan 
insentif untuk mengarahkan pembangunan dari area asal menuju area tujuan transfer.  
Tabel 2. 5 Fitur Desain TDR 
Komponen TDR Penjelasan 
Daerah pengirim Tanah dimana hak pengembangan dapat ditransfer 
Daerah penerima Tanah dimana hak pengembangan dapat ditransfer untuk 
mendapatkan kepadatan tambahan 
Tingkat Alokasi TDR Besaran luas TDR pada daerah pengiriman yang diizinkan 
untuk dijual, biasanya dinyatakan perhektar 
Bonus kepadatan pada area penerima Kepadatan tambahan diizinkan pada lahan yang dilakukan 
TDR, biasanya dinyatakan sebagai unit tempat tinggal per 
hektar 
Kebutuhan TDR pada daerah penerima Jumlah TDR diperlukan untuk unit hunian tambahan 
Sumber: Walls & McConnell, (2007). 
Tabel 2.4 menunjukkan bagaimana konsep pengembangan TDR yang dapat 
diterapkan pada peraturan zonasi. Walls & Connell (2007) mengidentifikasi dua jenis 
penerapan TDR, melalui tingkat alokasi dan bonus kepadatan. Kedua jenis ini memiliki 
satuan yang sama, yakni unit/hektare. Tingkat alokasi berkaitan dengan luasan lahan yang 
dijual. Sebagai contoh, apabila pada peraturan zonasi mengizinkan satu unit hunian per lima 
hektare untuk dikembangkan, maka pemilik lahan akan mendapatkan satu kredit setiap lima 
hektare lahan yang dilindungi. Bentuk mekanisme TDR lain yakni melalui bonus kepadatan. 
Contoh penerapannya antara lain penambahan rasio lantai dasar (KLB). 
Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana longsor, TDR dapat menjadi alat 
untuk membatasi kepadatan bangunan pada kawasan rawan longsor. Pembatasan kepadatan 
dilakukan agar beban yang dihadapi tanah berkurang. Beban yang diterima oleh lahan lidah 
boleh lebih besar dari kemampuan lahan. Kepadatan yang dianjurkan disesuaikan dengan 
karakteristik kawasan perencanaan. 
2.4.2 Zona Kondisi Khusus (Conditional Uses) 
Zona Kondisi khusus merupakan teknik pengaturan zonasi pada kondisi khusus 
dimana izin pemanfaatan ruang dapat diberikan apabila peruntukan ruang sesuai dengan 
ketentuan berlaku (Rochyanto & Dewi, 2019).  Teknik zonasi ini memungkinkan pemilik 
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lahan diizinkan menempatkan properti pada suatu lahan dengan syarat tertentu. Penerapan 
konsep ini harus mempertimbangkan guna lahan sekitar, dirancang untuk memenuhi batasan 
suatu site, serta tidak melanggar tujuan awal pembangunan. Penerapan zona kondisi khusus 
pada suatu zona juga harus mempertimbangkan dampak negatif apabila ketentuan tersebut 
diterapkan (Robert, 2012). Pelaksanaan conditional uses pada kawasan rawan longsor 
digunakan dalam rangka membatasi pembangunan agar sesuai daya dukung lingkungan. 
Penerapan conditional uses mengacu pada Permen PU 22/2007 yang terdapat pada Tabel 
2.4. 
2.4.3 Zona Bonus (Bonus Zoning/Incentive Zoning) 
Zona Bonus adalah teknik pengaturan zonasi yang digunakan untuk memberikan 
imbalan/bonus (peningkatan intensitas bangunan, percepatan perizinan) kepada suatu 
pengembang dikarenakan telah menyediakan fasilitas publik seperti penyediaan rumah, 
ruang terbuka, ruang bersosialisasi dan lain sebagainya (Homsy, G.C et al., 2015). Teknik 
ini dapat menjadi solusi dalam penyediaan fasilitas publik yang memadai bagi suatu daerah. 
Adapun insentif yang dapat diberikan dalam penataan ruang kawasan rawan longsor dapat 
dijelaskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 22 Tahun 2007):  
a. Kemudahan ekonomi melalui pemberian kompensasi atas biaya peluang yang hilang 
akibat lahan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung 
b. Kemudahan fisik dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. 
Selain zona bonus, untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dapat 
diberikan disinsentif. Ketentuan disinsentif adalah pemberian punishment/sanksi pada setiap 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme disinsentif 
dapat berupa pemberian sanksi, pencabutan izin, hingga pembatasan penyediaan 
infrastruktur. Secara lebih detail, ketentuan disinsentif yang dapat diberlakukan meliputi 
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 22 Tahun 2007): 
a. Pemberian pajak yang tinggi sesuai dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. 
b. Pembatasan pembangunan infrastruktur pendukung 
c. Perizinan yang diperketat dan diberikan dalam jangka waktu tertentu beserta 
monitoring pada penyelenggaraan penataan ruang. Apabila ditemukan pelanggaran, 
maka perizinan dapat dicabut. 
2.4.4 Zona Performa (Performance Zoning) 
Zona performa merupakan ketentuan yang mengatur satu/beberapa peruntukan yang 
didasarkan atas performa tertentu yang telah menjadi ketetapan. Performance didasarkan 
atas standar kinerja yang bersifat terikat. Standar yang ada ditetapkan untuk menjamin 
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kualitas lingkungan. Adapun beberapa standar yang ada meliputi (Rochyanto & Dewi, 
2019): 
a. Rasio ruang terbuka, yang berfungsi mengukur luas ruang terbuka dibanding 
keseluruhan kawasan 
b. Rasio permukaan kedap air, berfungsi mengukur jumlah ruang yang tertutup, trotoar, 
lahan parkir, dan bangunan dibanding seluruh kawasan. 
c. Rasio lantai Bangunan, dengan membandingkan luas lantai seluruh Bangunan 
dengan luas keseluruhan kawasan   
2.4.5 Zona Pertampalan Aturan (Overlay Zoning)  
Overlay Zoning adalah zona khusus yang dibentuk melalui pertampalan antara zona 
eksisting dengan beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan properti (Gravin, 2001). 
Teknik ini memungkinkan sebuah zona yang wajib dilestarikan atau dilindungi (Rochyanto 
& Dewi, 2019). Penggunaan overlay zoning banyak digunakan pada kawasan khusus yang 
memiliki kondisi lingkungan sensitif, misal pada zona rawan banjir, kawasan berlereng 
tinggi, zona akuifer, dan lain sebagainya. Penerapan overlay zoning dapat digabung dengan 
teknik pengaturan zonasi lain, misal conditional uses, contoh teknik pengaturan zonasi pada 
overlay zoning dapat dijelaskan oleh Tabel 2.6.  





Risiko Tinggi Zona A • Jika penggunaan lahan eksisting sesuai dengan Permen PU 
22/2007 serta rencana pola ruang, maka penggunan lahan 
dipertahankan serta diterapkan teknik pengaturan zonasi berupa 
incentive zoning untuk guna lahan yang boleh dibangun serta 
conditional uses bagi guna lahan yang boleh dibangun bersyarat 
sesuai Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW namun tidak sesuai dengan ketentuan 
zonasi, maka diterapkan teknik (TDR), conditional uses, serta 
penerapan performance zoning  
• Jika penggunaan lahan tidak sesuai RTRW dan Permen PU 
22/2007 maka diterapkan performance zonng aau TDR 
Zona B 
Zona C.\ 
Risiko Sedang Zona A 
Zona B 
Zona C.\ 
Risiko Rendah Zona A 
Sumber: Hasil Olahan Permen PU 22/2007 dan Rochyanto & Dewi, 2019 
Dalam pengendalian terhadap longsor, terdapat rekayasa teknis yang digunakan 
untuk membatasi bangunan agar sesuai dengan daya dukung. Secara umum penanganan 
pembangunan pada zona pertampalan (overlay zone) berbasis mitigasi longsor meliputi: 
a. Standar minimal struktur bangunan dan permukaan kedap air berdasarkan kajian 
risiko, termasuk ketentuan perizinan dan penilaian geoteknik 
b. Standar vegetasi (tanaman asli dengan kuat, sistem perakaran yang dalam) 
c. Persyaratan ruang terbuka yang melindungi lereng sensitif 
d. Persyaratan dalam pembukaan real estate 
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e. Manajemen limpasan air permukaan 
f. Tindakan  pemeliharaan untuk mencegah tanah longsor 
g. Building code kawasan bahaya longsor. Contoh building code pada kawasan rawan 
longsor. 
Tabel 2. 7 Contoh Penerapan Building Code Kawasan Rawan Longsor di Oregon, Amerika Serikat 
Kemiringan 
Lereng 
Ketentuan Building Code 
<25% Kepadatan diperbolehkan sesuai ketentuan zonasi kawasan. 
 
25-35% a. Kepadatan perumahan maksimum 2 unit/ha. Untuk tapak yang memiliki luas lahan 
<1,5 ha, rumah tunggal diizinkan untuk dikembangkan. 
b. Area permukaan non vegetasi/bangunan pada satu unit kavling maksimum 50 % 
c. Ketinggian maksimum untuk perumahan 15 kaki dan tidak diperbolehkan memotong 
lereng untuk pengembangan perumahan baru 
>35% Pembangunan dilarang kecuali untuk jalan, fasilitas publik, utilitas, atau perbaikan 
geoteknik. 
Sumber: Sears, Tricia R et al., (2019) 
Tabel 2.7, diketahui bahwa building code minimal memuat persyaratan bangunan, 
meliputi kepadatan bangunan maksimum, ketinggian maksimum, dan koefisien dasar hijau 
(KDH). Building code secara detail dapat mengatur rekayasa geoteknik dan arahan vegetatif. 
Rekayasa teknis pada bangunan dan arahan vegetatif diperlukan guna mengurangi potensi 
longsor, diantaranya penguatan pondasi penguatan lereng, dan lain-lain.  
 
Gambar 2. 3 Desain Konstruksi Berbasis Mitigasi Longsor pada Kawasan Berlereng 
Sumber: NIDM, 2019 
 
Gambar 2.3 menunjukan penerapan konstruksi untuk mencegah rawan longsor 
meliputi rekayasa teknis bangunan dan prasarana pendukung. Pembangunan pada lereng 
tinggi harus disesuaikan dengan kemampuan tanah untuk mencegah terjadinya bencana 
longsor, yang meliputi (NIDM, 2019):  
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a. Desain bangunan menggunakan struktur fleksibel yang menggabungkan desain bata, 
kayu, atau rangka baja. Beban permukaan diusahakan untuk diminimalkan dan 
menggunakan struktur yang ringan.  
b. Seluruh elemen bangunan harus terikat dengan baik. Koneksi antara tiang, balok, 
kolom, rangka dinding ke dinding harus dipastikan. 
c. Sejajar garis kontur. Bangunan harus dibangun sejajar dengan garis kontur dan tidak 
tegak lurus. Kemiringan beton juga harus disesuaikan dengan karakteristik lokasi. 
d. Perkerasan jalan raya dan area parkir menggunakan aspal dan terdapat kerbs tepi 
jalan untuk mencegah aliran masuk pada area berlereng. 
e. Dinding penahan didesain untuk menahan tekanan tanah lateral, termasuk 
penyediaan saluran air untuk mencegah tekanan air berkembang di timbunan lereng. 
f. Pengolaan limbah khusus melalui pipa atau tangki khusus dan tidak meresap ke 
dalam tanah 
g. Limpasan air permukaan diusahakan langsung dialirkan ke sungai melalui saluran 
drainase dan tidak langsung meresap ketanah. Hal tersebut mencegah kejenuhan air 
di dalam tanah. 
h. Pemeliharaan vegetas pada lereng tanah. Pengecualian pada aturan ini jika terdapat 
di lereng bebatuan curam, di mana pohon memiliki sedikit efek untuk meresapkan 
air dan akarnya menimbulkan bahaya tanah longsor.  
Rekayasa vegetatif penting dalam pengurangan risiko longsor. Pola penanaman yang 
sesuai karakteristik kawasan dapat memperkuat lereng dan mencegah erosi. Karakteristik 
vegetasi yang dapat mengendalikan longsor adalah sebagai berikut (ADPC, 2020):  
a. Bagian bawah lereng merupakan tanaman yang memiliki volume tanah yang besar. 
Tanaman harus memiliki perakaran yang kuat di bagian atas lereng. 
b. Bagian tengah lereng merupakan zona geser potensial. Jenis tanaman yang kuat, 
padat, dan memiliki perakaran dalam diperlukan pada bagian ini. 
c. Bagian atas lereng. Vegetasi yang cocok diterapkan adalah tanaman dengan system 
perakaran yang menempati volume tanah dalam yang lebih besar dibanding bagian 
bawah lereng. Tanaman harus memiliki perakaran yang kuat di bagian atas lereng. 
Jenis tanaman yang dapat ditanam dapat dilihat pada Tabel 2.8 
Tabel 2. 8 Jenis Vegetasi pada Kawasan Rawan Longsor 
KKemiringan Lereng Jenis Vegetasi 
0-20% Mahoni 
21-40% Lamtoro, Petai, Senikeling, Mahoni, Kaliandra 
>40% Akasia, Pinus, Mahoni, Johar, Jati, Kemiri, Damar 
 Sumber: Permen PU No 22 Tahun 2007 
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2.4 Peraturan Zonasi RTRW Kota Batu 2010-2030 
Penentuan peraturan zonasi kawasan rawan longsor telah diatur dalam RTRW Kota 
Batu 2010-2030. Pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan atas tipe, ciri, dan tingkat 
ancaman longsor. Secara lebih rinci, ketentuan peruntukan zonasi kawasan rawan longsor 
dalam RTRW Kota Batu antara lain sebagai berikut: 
a. Identifikasi lokasi dan jalur evakuasi bencana longsor; 
b. Menentukan kawasan aktif bergerak, didasarkan atas rekahan ladam atau tapal kuda; 
c. Pendirian bangunan dibatasi; 
d. Menjaga vegetasi pada lereng gunung yang memiliki ketinggian >2000 mdpl dan 
kelerengan >30%; 
e. Pendirian bangunan pengendali erosi tanah dan reruntuhan batu; 
f. Mengatur kontur dan teknik dalam mengolah lahan; 
g. Vegetasi pengendali aliran air dan erosi tanah di sepanjang sempadan sungai; 
h. Perubahan pada bentang alam yang memicu kejadian bencana longsor; 
i. Peningkatan drainase dan membangun bangunan jangkar, pilling, dan penahan erosi 
tanah; 
j. Penanaman vegetasi perakaran kuat dan kerapatan tanaman sesuai dengan bagian 
lereng.   
Penentuan peruntukan zonasi perlu didetailkan kembali berdasarkan tingkat risiko 
bencana. Peraturan zonasi yang terdapat dalam RTRW Kota Batu masih belum mampu 
mengidentifikasi pengaturan zonasi secara spesifik berdasarkan tingkat risiko bencana 
berdasarkan Permen PU 22/2007. Oleh karena itu, peraturan zonasi yang sudah ada akan 
dievaluasi berdasarkan standar ketentuan zonasi berbasis bencana longsor yang terdapat 
pada ketentuan Permen PU 22/2007.  
 
2.5 Studi Terdahulu 
Penelitian terdahulu (Tabel 2.8) menjadi dasar dalam penyusunan variabel dan 
teknik analisis. Studi terdahulu berisi tentang variabel, teknik analisis yang digunakan, hasil 
penelitian, serta kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis risiko bencana dan analisis kesesuaian 
lahan. Hasil analisis risiko bencana kemudian menjadi dasar dalam menentukan peraturan 
zonasi. Pengkajian peraturan zonasi didasarkan atas Permen PU Nomor 22/2007 dan 
beberapa literatur lainnya.  
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2.6 Kerangka Teori 
Kerangka Teori (Gambar 2.5), analisis dalam penelitian ini adalah analisis tingkat 
risiko longsor, didasarkan parameter ancaman dan kerentanan. Kapasitas dalam penelitian 
ini tidak digunakan dikarenakan keterbatasan survei lapangan dalam kondisi pandemic 
COVID-19. Variabel ancaman dan kerentanan kemudian di-overlay untuk mencapai tingkat 
risiko bencana longsor. Secara lebih rinci teori pembangun dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penentuan tingkat ancaman bencana longsor Kecamatan Bumiaji didasarkan atas 
beberapa parameter berkaitan dengan kondisi fisik dasar dan binaan yang 
mempengaruhi kejadian longsor. Viona Pramita et al. (2014) menyatakan bahwa jenis 
batuan, curah hujan, jenis tanah, kelerengan, serta penggunaan lahan menjadi komponen 
penting dalam menentukan tingkat kerawanan longsor. Sunarta.et al. (2018) 
menyatakan ancaman longsor dipengarhi oleh jenis tanah, kemiringan lereng, curah 
hujan, dan tutupan lahan. Widiastutik & Buchori (2018) melakukan pengkajian 
ancaman berdasarkan kemiringan lereng, jenis batuan, kedalam tanah, dan curah hujan. 
Hamida & Widyasamratri (2019) menentukan tingkat ancaman didasarkan atas 
kelerengan, curah hujan, jenis batuan, dan jenis tanah. Parameter diberi nilai dan bobot 
sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap ancaman. Hasil perkalian skor dan bobot 
kemudian di-overlay untuk menentukan peta ancaman longsor.  
2. Pengkajian kerentanan longsor Kecamatan Bumiaji dibagi menjadi empat jenis, yakni 
kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (BNPB, 2012). Kerentanan 
berbanding lurus dengan tingkat risiko bencana. Kerentanan fisik yang digunakan dalam 
menentukan tingkat risiko longsor di Kecamatan Bumiaji menggunakan parameter rasio 
panjang jalan dan jumlah fasilitas umum (BNPB, 2012; Abella & Westen, 2007). 
Kerentanan sosial menggunakan parameter kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, 
rasio penduduk usia rentan, dan rasio penyandnag disabilitas (Perka BNPB No 2 2012; 
Widiastutik & Buchori, 2018). Kerentanan ekonomi ditentukan berdasarkan luas lahan 
produktif dan rasio penduduk miskin (BPBD Kota Batu, 2018; BNPB, 2012). 
Kerentanan lingkungan didasarkan atas parameter tutupan lahan vegetasi, yang meliputi 
luas hutan dan semak belukar (BPBD Kota Batu, 2018; BNPB, 2012). 
3. Peraturan Zonasi pada kawasan rawan longsor didasarkan atas karakteristik ancaman 
dan topografi yang mengacu pada Permen PU 22/2007 tentang Pedoman Penataan 
Ruang Kawasan Rawan Longsor dan RTRW Kota Batu 2011-2031. Terdapat 3 zona, 
meliputi zona A, zona B, dan Zona C. Zona Tipe A. Zona ini memiliki karakteristik 
geografis berada pada lereng gunung/pegunungan, perbukitan, atau tebing sungai. 
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Memiliki kelerengan tinggi yakni >40%. Ketinggian berada diatas 2000 mdpl. Zona 
Tipe B. Zona ini memiliki karakteristik berada pada kaki gunung/pegunungan, 
perbukitan, dan tebing sungai. Kelerengan berada pada 21-40%. Ketinggian berkisar 
antara 500-2000 mdpl. Zona ini memiliki karakteristik berada pada dataran tinggi, 
dataran rendah, lembah sungai, tebing sungai. Kelerengan berada pada 0-20%. 
Keetinggian berkisar antara 0-500 mdpl.  
4. Untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang, ketentuan pelaksaanaan peraturan 
zonasi dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain Transfer 
Development Right, Incentive Zoning, Overlay Zoning, dan Conditional Uses. TDR 
adalah alat/ teknik yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah konflik lahan. 
Prinsip TDR adalah memberikan hak pengembangan suatu pemilik lahan kepada 
pemerintah dengan kompensasi berupa pemindahan hak membangun ke tempat lain 
yang telah disediakan. TDR telah berkembang sejak dekade 1960 sebagai salah satu 
solusi konflik dalam melindungi kawasan bersejarah. (J.Hou et.al, 2018). Zona Bonus 
adalah teknik pengaturan zonasi yang digunakan untuk memberikan imbalan/bonus 
(peningkatan intensitas bangunan, percepatan perizinan) kepada suatu pengembang 
dikarenakan telah menyediakan fasilitas publik seperti penyediaan rumah, ruang 
terbuka, ruang bersosialisasi dan lain sebagainya (Homsy, G.C et al., 2015). Ketentuan 
pelaksanaan dapat diterapkan dalam pemberian insentif berupa penghargaan dan 
disinsetif berupa sanksi (Permen PU 22/2007). Overlay Zoning adalah zona khusus yang 
dibentuk melalui pertampalan antara zona eksisting dengan beberapa ketentuan lain 
yang berkaitan dengan properti (Gravin, 2001). Conditional Uses merupakan teknik 
pengaturan zonasi pada kondisi khusus dimana izin pemanfaatan ruang dapat diberikan 
apabila peruntukan ruang sesuai dengan ketentuan berlaku. Pemberian conditional use 
pada suatu zona juga harus mempertimbangkan dampak negatif apabila ketentuan 













3.1 Definisi Operasional 
Penelitian ini membahas mengenai penyusunan arahan zonasi yang didasarkan atas 
kajian risiko bencana. Peraturan zonasi disusun berdasarkan Permen PU 22/2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Bencana Longsor. Istilah yang 
akan dibahas dalam penelitian kali ini meliputi: 
1. Pengkajian risiko longsor Kecamatan Bumiaji dilakukan dengan mempertimbangkan 
2 variabel, yakni ancaman dan kerentanan. Kapasitas dalam penelitian ini tidak 
dilakukan dikarenakan keterbatasan dalam melakukan survei primer akibat Pandemi 
COVID-19. Pengkajian risiko bencana menjadi dasar dalam menentukan arahan 
zonasi berbasis mitigasi bencana. 
2. Ancaman bencana didefinisikan sebagai karakteristik fisik suatu tempat yang 
rentan/berpotensi menimbulkan suatu bencana (Rahman, 2010). Ancaman bencana 
menjadi variabel terikat dalam menentukan tingkat risiko bencana. Penentuan tingkat 
ancaman bencana longsor Kecamatan Bumiaji didasarkan atas beberapa parameter 
meliputi kelerengan, intensitas curah hujan, jenis tanah, dan tutupan lahan (Sunarta, 
I.N. et al, 2018). Parameter diberi nilai dan bobot sesuai tingkat pengaruhnya 
terhadap ancaman. Hasil perkalian skor dan bobot kemudian di-overlay untuk 
menentukan tingkat ancaman longsor 
3. Pengkajian kerentanan longsor Kecamatan Bumiaji dibagi empat jenis, yakni fisik, 
sosial, ekonomi, dan lingkungan (BNPB, 2012). Kerentanan fisik didasarkan atas  
parameter rasio panjang jalan dan jumlah fasilitas umum (BNPB, 2012; Abella & 
Westen, 2007). Kerentanan sosial didasarkan atas kepadatan penduduk, rasio jenis 
kelamin, rasio usia rentan, dan rasio penyandang disabilitas (Perka BNPB No 2 2012; 
Widiastutik & Buchori, 2018). Kerentanan ekonomi ditentukan berdasarkan rasio 
lahan produktif dan rasio penduduk miskin (BPBD Kota Batu, 2018; BNPB, 2012). 
Kerentanan lingkungan didasarkan atas luas hutan dan semak belukar (BPBD Kota 
Batu, 2018; BNPB, 2012).
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4. Peraturan Zonasi pada kawasan rawan longsor didasarkan atas risiko bencana yang 
mengacu pada Permen PU 22/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan 
Longsor. Ketentuan penataan ruang kemudian dibandingkan dengan penggunaan 
lahan eksisting untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk 
mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang, disusun pengendalian berupa peraturan 
zonasi dilengkapi dengan ketentuan pelaksaanaan menggunakan beberapa teknik, 
antara lain Transfer Development Right, Incentive Zoning, Overlay Zoning, dan 
Conditional Uses.  
Analisis risiko bencana didapatkan dari overlay antara variable ancaman dan 
kerentanan. Hasil analisis risiko kemudian menjadi dasar dalam menentukan arahan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan zonasi dalam upaya mitigasi bencana longsor di 
Kecamatan Bumiaji. 
 
3.1 Metode Penelitian 
Dalam menentukan risiko bencana dan arahan zonasi, penelitian yang dilakukan 
bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengukuran data 
bersifat kuantitatif dan berupa statistik menggunakan pengukuran secara saintifik (Panji, 
2011). Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk menyusun tingkat risiko 
longsor Kecamatan Bumiaji, melalui scoring dan pembobotan masing masing parameter, 
kemudian dilakukan pertampalan (Overlay). Penentuan arahan peraturan zonasi ditentukan 
melalui pertampalan (overlay) peta ancaman dengan kriteria zona rawan longsor berdasarkan 
Permen PU 22/2007. 
 
3.2 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian disusun guna menjawab tujuan penelitian yang telah dibuat. 
Penentuan variabel didasarkan atas studi literatur yang terdiri dari penelitian terdahulu dan 
peraturan terkait. Variabel dalam risiko bencana terdiri dari ancaman dan kerentanan, 
sedangkan untuk kesesuaian lahan didasarkan atas scenario hasil overlay pada tingkat risiko. 
Masing-masing variabel kemudian dijabarkan kembali menjadi sub variabel dan parameter 
(Tabel 3.3) 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data Sekunder  
Survei sekunder dilakukan secara tidak langsung dari pemberi ke pengumpul data, 
seperti melalui perantara orang lain ataupun dokumen (Sugiyono, 2015). Survei sekunder 
33 
dalam penelitian ini melalui studi literatur terkait data data pendukung melalui instansi yang 
berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang didapatkan di analisis dengan 
menggunakan bantuan software ArcGIS untuk melakukan pemetaan risiko longsor dan 
kesesuaian zonasi. 
Tabel 3. 1 Kebutuhan Data Sekunder Penelitian   
No Sumber Data Data yang dibutuhkan 
1. Google Satellite • Citra Satellite Kecamatan Bumiaji 
2.  Badan Informasi Geospasial • Rupa Bumi Kecamatan Bumiaji skala 1:25.000 
• DEM Nasional 
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kota Batu 
• Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Kota 
Batu 
• Data kejadian serta daerah terdampak longsor 
Kecamatan Bumiaji 
4. Badan Pusat Statistik • Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2020 
5. Kementrian Pertanian • Jenis Tanah Kecamatan Bumiaji 
6. Climate Hazard Group InfrarRed 
Precipitation 
• Curah Hujan Tahunan Kecamatan Bumiaji  
 
Tabel 3.1 menjelaskan mengenai kebutuhan data pendukung dalam penelitian ini. 
Rencana strategis penanggulangan bencana, data kejadian, dan daerah terdampak langsor 
digunakan untuk mengidentifikasi lokasi penelitian. Tutupan lahan diidientiifkasi melalui 
digitasi citra satelit yang bersumber dari Google Satellite tahun 2020 dan SHP Rupa Bumi 
berskala 1:25.000 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial. Kondisi topografi 
Kecamatan Bumiaji diidentifikasi menggunakan olahan GIS dari data Digital Elevation 
Model (DEM) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial. 
Data kependudukan meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jenis kelamin, 
penyandang disabilitas, penduduk usia rentan, serta data fasilitas umum didapatkan dari 
Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2020, yang digunakan untuk mejadi input kerentanan 
bencana longsor. Data jenis tanah  didapatkan dari Kementrian Pertanian dan digunakan 
sebagai pendukung dalam menentukan tingkat ancaman. Peta curah hujan tahunan 
Kecamatan Bumiaji didapatkan dari Climate Hazard Group InfrarRed Precipitation tahun 
2019 yang menjadi data dasar dalam menentukan tingkat ancaman. 
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Tabel 3. 2 Variabel Penelitian 
No Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Sumber 
1.  
Menyusun peta risiko bencana 
tanah longsor Kecamatan 
Bumiaji dengan analisis risiko 
bencana. 
Ancaman • Peta Rawan 
Bencana 
• Kemiringan lereng 
• Jenis Tanah 
• Curah Hujan 
• Penggunaan Lahan 
• Viona Pramita et al., 2014 
• Liu & Miao, 2018 
• Widiastutik & Buchori, 2018 
• Sunarta, I.N. et al, 2018 
Kerentanan 
 
• Fisik • Jumlah Fasilitas Umum 
• Kepadatan Jalan 
• Widiastutik & Buchori, 2018 
• Abella & Westen, 2007  
• Perka BNPB No 2 Tahun 2012 • Sosial • Kepadatan Penduduk 
• Rasio Jenis Kelamin 
• Rasio Kelompok cacat 
• Rasio Kelompok Umur Rentan 
• Ekonomi • Rasio Penduduk Miskin 
• Luas lahan produktif (Perkebunan, Pertanian, 
Pariwisata) 
• Lingkungan • Luas Hutan  
• Luas Semak Belukar 
2.  
Menentukan arahan peraturan 





Zona A • Jika penggunaan lahan eksisting sesuai dengan 
Permen PU 22/2007 serta rencana pola ruang, 
maka penggunan lahan dipertahankan serta 
diterapkan teknik pengaturan zonasi berupa 
incentive zoning untuk guna lahan yang boleh 
dibangun serta conditional uses bagi guna 
lahan yang boleh dibangun bersyarat sesuai 
Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW namun tidak sesuai 
dengan ketentuan zonasi, maka diterapkan 
teknik (TDR), conditional uses, serta 
penerapan performance zoning  
• Jika penggunaan lahan tidak sesuai RTRW dan 
Permen PU 22/2007 maka diterapkan 
performance zonng aau TDR 
Permen PU No 22 Tahun 2007 






Zona A • Jika penggunaan lahan eksisting sesuai dengan 
Permen PU 22/2007 serta rencana pola ruang, 
maka penggunan lahan dipertahankan serta 
diterapkan teknik pengaturan zonasi berupa 




No Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Sumber 
dibangun serta conditional uses bagi guna 
lahan yang boleh dibangun bersyarat sesuai 
Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW namun tidak sesuai 
dengan ketentuan zonasi, maka diterapkan 
teknik (TDR), conditional uses, serta 
penerapan performance zoning  
• Jika penggunaan lahan tidak sesuai RTRW dan 
Permen PU 22/2007 maka diterapkan 
performance zonng aau TDR 
Risiko 
Rendah 
Zona A • Jika penggunaan lahan eksisting sesuai dengan 
Permen PU 22/2007 serta rencana pola ruang, 
maka penggunan lahan dipertahankan serta 
diterapkan teknik pengaturan zonasi berupa 
incentive zoning untuk guna lahan yang boleh 
dibangun serta conditional uses bagi guna 
lahan yang boleh dibangun bersyarat sesuai 
Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW namun tidak sesuai 
dengan ketentuan zonasi, maka diterapkan 
teknik (TDR), conditional uses, serta 
penerapan performance zoning  
• Jika penggunaan lahan tidak sesuai RTRW dan 
Permen PU 22/2007 maka diterapkan 




3.4 Teknik Analisis Data 
3.4.1 Analisis Risiko Bencana 
Analisis Risiko bencana digunakan guna mengidentifikasi potensi kerugian dari 
suatu kejadian bencana. Analisis risiko bencana menjadi salah satu kajian yang wajib 
dilakukan dalam penyusunan dokumen penanggulangan bencana. Penentuan tingkat risiko 
bencana didasarkan atas pertampalan ancaman-kerentanan (Tabel 3.4). 
Risiko= 𝐴𝑛𝑐𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 𝐾𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛        (3-1) 
Tabel 3.3 Matriks Risiko Bencana 
Kerentanan Ancaman 
Tinggi Sedang Rendah 
Rendah Sedang Rendah Rendah 
Sedang Tinggi Sedang Rendah 
Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 
Sudibyaktono & Pramono (2016) dengan Modifikasi 
 
 
Gambar 3. 1 Proses Penyusunan  Peta Risiko Bencana 
 
A. Ancaman 
Penentuan ancaman dilakukan dengan menggunakan 4 parameter. Data dari masing-
masing variabel dihitung skornya dan dilakukan pertampalan. Penyusunan variabel ancaman 
dilakukan berdasarkan kajian longsor terdahulu, dengan modifikasi sesuai dengan 
karakteristik Kecamatan Bumiaji. Bobot masing-masing variabel dapat dijelaskan oleh 
Tabel 3.4.  
Tabel 3. 4 Variabel beserta Bobot Ancaman Longsor  
Parameter Kelas Bobot Skor 
Jenis Tanah Inceptisol, Mollisol 13% 5 
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Parameter Kelas Bobot Skor 
Andosol coklat kekuningan, Glei Humus, Litosol 4 
Association of Grey & Greyish Brown Alluvial 1 
Kemiringan Lereng • >45% 
31% 
5 
• 30-45% 4 
• 15-30% 3 
• 8-15% 2 
• <8% 1 
Tutupan Lahan 
• Rumput, tegalan, tanah kosong 
25% 
5 
• Semak belukar, perkebunan 4 
• Bangunan, Permukiman 3 
• Sawah non irigasi 2 
• Hutan, Sawah Irigasi 1 
Curah Hujan • >2400 mm/tahun 
31% 
5 
• 2100-2400 mm/tahun 4 
• 1800-2.100 mm/tahun  3 
• 1500-1800 mm/tahun 2 
• <1500 mm/tahun 1 
Sumber: Sunarta, I.N. et al., (2018) & Wahydiyanto, (2018) dengan modifikasi 
 
 Kemiringan lereng dan curah hujan menjadi parameter dengan bobot tertinggi (Tabel 
3.4). Bencana tanah longsor akan timbul dalam bentang alam lereng bukit, pegunungan, 
sempadan sungai, atau rangkaian struktur bangunan berupa timbunan (Muntohar, 2015). 
Kejadian bencana tanah longsor dipengaruhi adanya faktor pemicu (trigger). Intensitas curah 
hujan yang tinggi menjadi pemicu utama kejadian longsor. Infiltrasi air hujan akan 
mengganggu stabilitas lereng dan meningkatkan tekanan pada pori tanah (Hidalgo et al., 
2018).  Proses infiltrasi akan meningkatkan jumlah air dalam tanah dan menyebabkan 
penurunan kuat geser tanah. Tingginya infiltrasi air yang masuk akan mengurangi 
keteterikatan antar butir tanah dan menyebabkan percepatan gerakan tanah (Muntohar, 2015) 
 Parameter lain yang berpengaruh terhadap tingkat ancaman longsor adalah 
tutupan/penggunaan lahan (Hamida & Widyasamratri, 2019; Sunarta.et al., 2018; Viona 
Pramita et al, 2014). Jenis tutupan lahan berpengaruh terhadap kestabilan tanah. Tutupan 
lahan yang tidak memiliki perakaran kuat seperti tegalan akan kesulitan mengikat tanah. Hal 
ini dapat menyebabkan material tanah mudah bergerak (Hapsoro & Buchori, 2015). 
Sebaliknya, tutupan lahan seperti hutan memiliki perakaran yang kuat sehingga dapat 
mengikat tanah dengan baik.  
 Jenis tanah menjadi faktor penyebab (causes) ketidakstabilan struktur pada lereng. 
Jenis tanah yang memiliki kadar lempung tinggi akan memiliki tingkat keresapan tinggi dan 
mudah kehilangan kerekatan. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kestabilan lereng 
(Muntohar, 2015). Klasifikasi jenis tanah dalam penelitian ini disesuaikan dengan 
karakteristik tanah lokal sepanjang koridor Kota Batu-Kabupaten Kediri, yang meliputi 
Inceptisol, Mollisol Andosol coklat kekuningan, Glei Humus, Litosol, dan asosiasi aluvial 
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abu dan coklat keabu-abuan (Wahyudiyanto, 2018). Tanah kambisol berada pada ordo 
inceptisol memiliki tingkat kepekaan terhadap longsor paling tinggi. Tanah aluvial 
merupakan tanah dengan kelembaman aquic dan memiliki kemampuan peresapan air yang 
rendah (Mulyono et al., 2019). Kemampuan resapan air yang rendah menjadikan tanah 
aluvial relatif stabil terhadap ancaman gerakan tanah. 
B. Kerentanan 
Kerentanan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam kajian risiko 
bencana. Kerentanan merupakan derajat kerusakan yang dapat diterima oleh suatu kawasan, 
yang dibentuk dari kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan berkaitan juga 
dengan tingkat keterpaparan elemen yang berisiko, respon kemampuan sosial dalam 
mengantisipasi, dan memulihkan dampak bencana yang ditimbulkan (Hufschmidt, 2011). 
Kriteria parameter masing masing jenis kerentanan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kerentanan Fisik 
Pengkajian aspek fisik dalam kebencanaan penting dalam kaitan penyediaan 
infrastruktur tangguh bencana. Kerentanan fisik merupakan fungsi hubungan antara proses 
magnitude, dampak dari elemen struktur, dan nilai keterpaparan dari suatu kejadian bencana. 
Penilaian kerentanan fisik didasarkan atas dua parameter, yakni ketersediaan fasilitas umum 
dan kondisi sarana transportasi (Tabel 3.5). Kerentanan fisik pada bangunan didefinisikan 
sebagai derajat potensi kerugian yang dihasilkan akibat kejadian bencana (Gonçalves & 
Zêzere, 2018). Kerusakan pada bangunan yang digunakan secara luas oleh publik seperti 
fasilitas umum akan menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat setempat. 
Parameter lain yang digunakan dalam mengkaji kerentanan fisik adalah kondisi 
prasarana transportasi. Prasarana transportasi dihitung melalui perbandingan antara jumlah 
panjang jalan dan luas kawasan (Abella & Westen, 2007). Koridor Jalan Kota Batu memiliki 
tingkat potensi bahaya dan kerugian yang tinggi terhadap longsor di Provinsi Jawa Timur 
(Wahyudiyanto, 2018). Kerusakan jalan akibat kejadian longsor pada jalan akan 
mengganggu alur distribusi manusia dan barang, serta menghambat proses evakuasi 
bencana. 
Tabel 3.5 Parameter dan Pembobotan Kerentanan Fisik 
Parameter Kelas Bobot 
Jumlah Fasilitas Umum (Nilai tertinggi-terendah)/(jumlah kelas) 50% 
Rasio Panjang Jalan (km/km2) (Nilai tertinggi-terendah)/(jumlah kelas) 50% 
Sumber: Perka BNPB No 2 2012, Abella & Westen, (2007) dengan modifikasi 
2. Kerentanan Sosial 
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Kerentanan sosial berkaitan dengan potensi kerugian bencana longsor ditinjau dari 
komposisi penduduk, baik jumlah penduduk terpapar maupun dalam proses evakuasi (BPBD 
Kota Batu, 2018). Kerentanan social berkaitan dengan ketahanan system social untuk 
bersiap, mengabsorbsi, dan beradaptasi terhadap risiko yang ditimbulkan akibat terjadi suatu 
bencana (Hagenloacher et al., 2018). Kriteria dan pembobotan masing masing parameter 
kerentanan sosial dapat dijelaskan oleh Tabel 3.6.  Parameter yang digunakan meliputi 
kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin perempuan, rasio disabilitas, dan  rasio kelompok 
umur rentan.  Kepadatan penduduk menjadi parameter berkaitan dengan tingkat 
keterpaparan penduduk. Tingginya  kepadatan penduduk pada suatu kawasan menunjukan 
tingginya kemungkinan penduduk untuk terpapar saat terjadi bencana (BPBD Kota Batu, 
2018). 
Parameter lain yang digunakan dalam penilaian kerentanan social adalah rasio jenis 
kelamin perempuan. Perempuan mengalami keterbatasan dalam melakukan pergerakan 
dibanding lak-laki. Hal ini juga berlaku pada penyandang disabilitas dan penduduk usia 
rentan yang mengalami keterbatasan fisik dalam melakukan pergerakan saat terjadi bencana, 
Hal ini dapat meningkatkan kesulitan dalam beradaptasi dan melakukan proses evakuasi 
bencana (BPBD Kota Batu, 2018).  
Tabel 3.6 Parameter dan Pembobotan Kerentanan Sosial 
Parameter Kelas Bobot 
Rasio Kepadatan penduduk  • 158-860 jiwa/km2  
• 861-1562 jiwa/km2  
• 1563-2264 jiwa/km2 
 60% 
Rasio Jenis Kelamin Perempuan • 48.8%-49.3%  
• 49.31-49.7%  
• 49.71-50.2% 
10% 
Rasio penyandang disabilitas • 0.13-0.29%  
• 0.30-0.46%  
• 0.47-0.63% 
15% 
Rasio kelompok umur rentan • 16.95-18.18%  
• 18.19-19.40%  
• 19.41-20.63% 
15% 
Sumber: Perka BNPB No 2 2012, Widiastutik & Buchori (2018), Renstra BPBD Kota Batu 2017-2022 dengan 
modifikasi 
  
3. Kerentanan Ekonomi 
Kerentanan ekonomi berkaitan dengan potensi kerugian finansial dari bencana 
longsor. Kerentanan ekonomi dihitung dengan mempertimbangkan beberapa parameter, 
antara lain rasio lahan produktif dan penduduk miskin (Tabel 3.7). Lahan produktif yang 
menjadi pertimbangan dalam menentukan kerentanan ekonomi meliputi peruntukan 
pariwisata, perkebunan, dan pertanian. Sektor produktif menjadi penopang utama kegiatan 
perekonomian masyarakat Kota Batu, sehingga kerusakan akibat longsor akan menimbulkan 
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dampak kerugian pendapat yang signifikan terhadap masyarakat sekitar (BPBD Kota Batu, 
2018). Kerentanan ekonomi juga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan penduduk. 
Penduduk miskin sangat rentan terdampak perekonomiannya apabila terjadi suatu bencana. 
Penduduk miskin memiliki akses yang terbatas terhadap diversifikasi ekonomi dan tidak 
memiliki tabungan finansial yang stabil yang menyebabkan mereka sangat rentan ketika 
terjadi bencana alam (Hallegate et al., 2020).  
Tabel 3.7 Parameter dan Pembobotan Kerentanan Ekonomi 
Parameter Kelas Bobot 
Rasio Luas Lahan Produktif  (Nilai tertinggi-terendah)/(jumlah kelas) 50% 
Rasio Penduduk Miskin (Nilai tertinggi-terendah)/(jumlah kelas) 50% 
 Sumber: Perka BNPB No 2 2012, Renstra BPBD Kota Batu 2017-2022  
4. Kerentanan Lingkungan 
Kerentanan dari aspek lingkungan menggunakan  parameter Perka BNPB 2/2012, 
dengan modifikasi sesuai dengan karakteristik kawasan studi (Tabel 3.8). Kecamatan 
Bumiaji berada pada dataran tinggi sehingga hutan mangrove tidak dimasukan dalam kajian. 
Kecamatan Bumiaji berada pada lereng Gunung Arjuno-Gunung Welirang sehingga tutupan 
lahan didominasi oleh hutan khususnya pada kelerengan tinggi. Hutan memiliki kemampuan 
dalam menjaga kestabilan ekosistem. Kerusakan pada hutan akibat bencana longsor akan 
mengganggu sistem lingkungan. Parameter lain yang digunakan berdasarkan Perka BNPB 
2/2012 adalah semak belukar. Semak belukar memiliki sistem perakaran yang lemah 
sehingga rentan mengalami kejadian longsor (Fadilah et al., 2019).  
Tabel 3.8 Parameter dan Pembobotan Kerentanan Lingkungan 
Parameter Kelas Bobot 
Hutan Lindung • (Nilai tertinggi-terendah)/(jumlah kelas) 50% 
Semak Belukar • (Nilai tertinggi-terendah)/(jumlah kelas) 50% 
Sumber: Perka BNPB No 2 2012 dengan modifikasi 
 
5. Kerentanan Kawasan 
Kerentanan kawasan merupakan hasil pertampalan dari kerentanan fisik, ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Rincian masing-masing bobot dapat dijelaskan oleh Tabel 3.9.  Skor 
dan bobot ditentukan berdasarkan Perka BNPB 2/2012. Kerentanan sosial memiliki bobot 
tertinggi dalam menentukan kerentanan kawasan. Kejadian longsor akan berdampak 
langsung terhadap populasi, menyebabkan kerusakan, luka-luka, dan kematian (Gonçalves 
& Zêzere, 2018). Semakin tinggi penduduk yang berpotensi terpapar dan kesulitan 
beradaptasi maka semakin tinggi pula kerentanan sosial, yang kemudian menyebabkan 
semakin tinggi tingkat kerentanan suatu kawasan. 
Tabel 3. 9 Skor Kerentanan Kawasan 
Parameter Bobot 
Skor Kerentanan Fisik 25% 
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Parameter Bobot 
Skor Kerentanan Sosial 40% 
Skor Kerentanan Ekonomi 25% 
Skor Kerentanan Lingkungan 10% 
Sumber: Perka BNPB No 2 2012  
3.4.2 Analisis Kesesuaian Lahan (Land Use Suitability Analysis) 
Analisis kesesuaian penggunaan lahan (Land-Use Suitability Analysis) bertujuan 
untuk mengidentifikasi bentuk spasial paling sesuai untuk guna lahan (Ryngnga, 2015). 
Dalam penelitian ini, analisis kesesuaian lahan bertujuan untuk membandingkan penggunaan 
lahan eksisting dengan hasil analisis risiko bencana longsor. Hasil analisis kesesuaian 
menjadi ditentukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk peraturan zonasi. 
Penjelasan ketentuan guna lahan dijelaskan pada Tabel 3.10 
Tabel 3. 10 Kesesuaian Zonasi Risiko Longsor  











Pariwisata    
Perkebunan    
Pertanian Musim    
Industri    
Permukiman    
Sedang 
Pariwisata    
Perkebunan    
Pertanian Musim    
Industri    
Permukiman    
Rendah 
Pariwisata    
Perkebunan    
Pertanian Musim    
Industri    
Permukiman    
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 dengan modifikasi 
Keterangan:  
 Tidak diperbolehkan dibangun  
 Dapat dibangun bersyarat 
 Dapat dibangun  
 
 Tabel 3.10 menunjukan arahan peruntukan ruang pada masing-masing tingkat risiko 
berbeda. Tingkat risiko tinggi memiliki pengendalian paling ketat, dimana penggunaan lahan 
yang boleh dilakukan pembangunan adalah pariwisata khususnya pada zona A dengan ciri 
morfologi berbukit dan kemiringan lereng >40%. Hutan lindung pada risiko tinggi menjadi 
guna lahan yang wajib dipertahankan. Kegiatan budidaya selain pariwisata pada zona ini 
tidak boleh dibangun. Penggunaan lahan pada risiko sedang yang diperbolehkan dibangun 
antara lain pariwisata, perkebunan, dan pertanian musim, dengan syarat adanya rekayasa 
teknis serta pemilihan jenis vegetasi dan jenis wisata alam/Permukiman dan industry pada 
seluruh zona di tingkat risiko sedang dilarang dibangun. Untuk risiko rendah, kegiatan yang 
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diperbolehkan yakni pariwisata. Kawasan permukiman pada kawasan ini diperbolehkan 
dibangun dengan syarat seperti penyelidikan geoteknik, pengkajian kestabilan lereng, hingga 
perizinan lingkungan. Penggunaan budidaya lainnya yang diperbolehkan bersyarat antara 
lain pertanian musim dan perkebunan dengan ketentuan harus dengan pola penanaman 
khusus sesuai karakteristik topografi. Kegiatan industri pada seluruh zona tidak 
diperbolehkan dibangun. 
Dalam menentukan efektivitas pengendalian ruang, maka perlu diterapkan teknik 
pengaturan zonasi. Teknik pengaturan zonasi memiliki fungsi dalam memberikan 
fleksibelitas terkait  implementasi ketentuan,  khususnya dalam memberikan beberapa 
pilihan penanganan sesuai dengan karakteristik lokasi (Rochyanto & Dewi, 2019). 
Ketentuan zonasi pada Permen PU 22/2007 dioverlay dengan rencana polar uang RTRW 
Kota Batu untuk menentukan kesesuaian terhadap peraturan terkait. Hal ini menjadi penting 
dalam mewujudkan integrasi antara kajian risiko bencana, rencana pola ruang dalam upaya 
melakukan pengendalian intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan  pemanfaatan lahan 
eksisting. Skema diagram pemilihan teknik zonasi dijelaskan pada Gambar 3.2 
 
Gambar 3. 2 Skema Pemilihan Teknik Pengaturan Zonasi berdasarkan Kesesuaian Lahan 
Sumber: Hasil Olahan Permen PU 22/2007 dan Rochyanto & Dewi, 2019 
Kesesuaian dihasilkan dari overlay 3 layer meliputi peta guna lahan eksisting, tipologi 
zona risiko berdasarkan Permen PU 22/2007, serta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Batu. 
Hasil analisis kesesuaian dihasilkan beberapa alternatif hasil, antara lain (Gambar 3.2 dan 
Tabel 3.11):  
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Arahan Teknik Zonasi Kriteria  Pertimbangan 
Sesuai Sesuai Dipertahankan  • Kawasan Lindung 
• Telah selaras dengan tingkat risiko dan 
rencana pola ruang 
Sesuai 
(Bersyarat) 
Sesuai Zona Kondisi Khusus dan 
diberikan Insentif 
• Zona Bonus digunakan untuk memberikan 
imbalan/bonus kepada suatu pengembang 
dikarenakan telah menyediakan fasilitas yang 
mendukung pembangunan(Homsy, G.C et al., 
2015) 
• Kondisi khusus (Conditional uses) diterapkan 
pada kawasan budidaya terbatas mengacu pada 
ketentuan zonasi ketentuan Permen PU 




Sesuai Performance Zoning dan 
TDR 
Zona Performa 
• Penerapan performance zoning diperlukan bagi 
peruntukan  permyang sudah terlanjur 
membangun sesuai dengan ketentuan Pola 
Ruang yg ditetapkan, dengan kewajiban 
tambahan untuk menyediakan RTH dan 
membatasi rasio lantai bangunan untuk 
menegah terjadinya gerakan tanah.  
• Penerapan performance zoning diperlukan pada 
peruntukan permukiman yang sulit dilakukan 
penggusuran. 
TDR 
• TDR diperlukan bagi penggunaan lahan 
eksisting sudah ada namun keberadaanya 
menyebabkan tingginya risiko bencana   
• Penerapan pada pertanian dan perkebunan yang 
masih memungkinkan untuk ditransfer..  
Sesuai Tidak 
Sesuai 
Zona Kondisi Khusus 
(Conditional Uses) 
Conditional Uses diterapkan pada kawasan 
budidaya mengacu pada ketentuan zonasi 
ketentuan Permen PU 22/2007  dan ketentuan 





Jika dibangun sebelum 
RTR Berlaku, maka 
diterapkan Performance 
Zoning 
Performance zoning menjadi alat untuk 
fleksibilitas pada guna lahan yang sudah terlanjur 
ada sebelum ketentuan RTR dan Permen PU 
22/2007 berlaku, untuk menjaga kualitas 
lingkungan pada kawasan yang tidak 
memungkinkan dilakukan penggusuran.  
Jika dibangun setelah RTR 
Berlaku, maka direlokasi 
dengan menerapkan TDR 
serta diberikan disinsentif 
berupa pajak tinggi dan 
pencabutan izin usaha 
Melanggar kedua ketentuan sehingga tidak 
memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut 
Sumber: Hasil Olahan Permen PU 22/2007;  Rochyanto & Dewi, 2019; Homsy et al., 2015 
 
a. Jika penggunaan lahan eksisting sesuai dengan zona risiko serta rencana pola ruang, 
maka penggunan lahan dipertahankan serta diterapkan teknik pengaturan zonasi 
berupa incentive zoning untuk guna lahan yang boleh dibangun serta conditional uses 
bagi guna lahan yang boleh dibangun sesuai Tabel 3.10 
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b. Jika penggunaan lahan eksisting sesuai dengan RTRW namun tidak sesuai dengan 
ketentuan zonasi, maka diterapkan teknik berupa Transfer Developments Rights 
(TDR) pada lahan produktif risiko tinggi, penerapan conditional uses berupa 
kewajiban rekayasa teknis, serta penerapan performance zoning berupa pembatasan 
rasio lantai Bangunan dan kewajiban penyediaan rasio ruang terbuka bagi kawasan 
permukiman 
c. Jika penggunaan lahan eksisting tidak sesuai dengan  RTRW namun diperbolehkan 
dalam Permen PU 22/2007, maka diterapkan Conditional Uses berupa persyaratan 
pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku 
d. Jika penggunaan lahan tidak sesuai RTRW dan Permen PU 22/2007 
1) Jika bangunan/pemanfaatan lahan sudah ada sebelum ketentuan RTR berlaku, 
maka diberikan teknik pengaturan zonasi berupa performance zoning dan 
pemberian disinsentif berupa pembatasan untuk pengembagan izin baru 
2) Jika bangunan/pemanfaatan ada setelah RTR berlaku dan tidak memiliki izin, 
maka diberikan disinsentif berupa pencabutan izin atau pemberian teknik 
pengaturan zonasi melalui TDR.  
 
3.5 Kerangka Analisis 
Kerangka analisis menunjukan seraingkaian proses analisis mulai dari pengumpulan 
data hingga proses analisis, hingga penyusunan arahan peraturan zonasi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan studi data sekunder yang menjadi input dalam menentukan analisis 
(Gambar 3.3). Secara sistematis proses analisis pada penelitian ini meliputi:  
a. Pengkajian ancaman dilakukan dengan melakukan scoring, pembobotan dan overlay 
peta jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan tutupan lahan. Hasil overlay 
adalah peta ancaman dengan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Pengkajian 
kerentanan dilakukan dengan melakukan scoring, pembobotan, dan overlay aspek 
fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan fisik ditentukan dengan parameter 
rasio panjang jalan dan fasilitas umum. Kerentanan sosial ditentukan dengan parameter 
kepadatan penduduk, rasio disabilitas, rasio jenis kelamin perempuan,  dan rasio usia 
rentan. Kerentanan ekonomi ditentukan dengan parameter luas lahan produktif serta 
rasio penduduk miskin. Kerentanan lingkungan didapatkan dengan melakukan scoring 
dan pembobotan luas hutan dan semak belukar.  Peta risiko bencana disusun dengan 
melakukan pertampalan peta ancaman dan kerentanan kemudian dibagi menjadi 3 
kelas, meliputi tinggi, sedang dan rendah.  
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b. Hasil analisis risiko bencana kemudian dibagi menjadi 3 zona pada masing-masing 
tingkat risiko meliputi: 
1. Zona A Risiko Tinggi: Kelerengan >40% pada risiko tinggi; 
2. Zona B Risiko Tinggi: Kelerengan 20-40% pada risiko tinggi; 
3. Zona C Risiko Tinggi: Kelerengan 0-20% pada risiko tinggi; 
4. Zona A Risiko Sedang: Kelerengan >40% pada risiko sedang; 
5. Zona B Risiko Sednag: Kelerengan 20-40% pada risiko sedang; 
6. Zona C Risiko Rendah: Kelerengan 0-20% pada risiko sedang; 
7. Zona A Risiko Rendah: Kelerengan >40% pada risiko rendah; 
8. Zona B Risiko Rendah: Kelerengan 20-40% pada risiko rendah; 
9. Zona C Risiko Rendah: Kelerengan 0-20% pada risiko rendah. 
c. Hasil analisis kesesuaian lahan menjadi dasar dalam menentukan pengendalian tata 
ruang melalui peraturan zonasi. Rencana Pola Ruang dibandingkan dengan 
penggunaan lahan eksisting dan ketentuan zonasi Permen PU 22/2007 untuk 
menetapkan arahan peraturan zonasi. Evaluasi ini dibutuhkan sebagai langkah integrasi 
pembangunan dengan kajian risiko bencana. Jika sesuai dengan ketentuan Permen PU, 
maka dipertahankan dan diterapkan insentif/bonus zoning. Jika tidak sesuai, maka 
terdapat beberapa alternatif teknik mulai dari Conditional Uses, Performance Zoning, 




Gambar 3. 3 Kerangka Analisis Penelitian 
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3.6 Desain Survei 
Tabel 3. 12 Desain Survei 
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• Kemiringan lereng 
• Jenis Tanah 
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• Fisik • Jumlah Fasilitas Umum 













• Sosial • Kepadatan Penduduk 
• Rasio Jenis Kelamin 
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• Rasio disabilitas 







• Ekonomi • Rasio Penduduk Miskin 
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Zona A Tinggi • Jika penggunaan lahan 
eksisting sesuai dengan 
Permen PU 22/2007 serta 




pengaturan zonasi berupa 
incentive zoning untuk 
guna lahan yang boleh 
dibangun serta conditional 
uses bagi guna lahan yang 
boleh dibangun bersyarat 
sesuai Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW 
namun tidak sesuai 
dengan ketentuan zonasi, 
maka diterapkan teknik 
(TDR), conditional uses, 
serta penerapan 
performance zoning  
• Jika penggunaan lahan 
tidak sesuai RTRW dan 
Permen PU 22/2007 maka 
diterapkan performance 


























Zona B Tinggi • Jika penggunaan lahan 
eksisting sesuai dengan 
Permen PU 22/2007 serta 
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dibangun serta conditional 
uses bagi guna lahan yang 
boleh dibangun bersyarat 
sesuai Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW 
namun tidak sesuai 
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Permen PU 22/2007 serta 




pengaturan zonasi berupa 
incentive zoning untuk 
guna lahan yang boleh 
dibangun serta conditional 
uses bagi guna lahan yang 
boleh dibangun bersyarat 
sesuai Tabel 3.10 
• Jika sesuai dengan RTRW 
namun tidak sesuai 
dengan ketentuan zonasi, 
maka diterapkan teknik 















performance zoning  
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tidak sesuai RTRW dan 
Permen PU 22/2007 maka 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kawasan Penelitian 
4.1.1 Geografis 
Kecamatan Bumiaji terletak pada utara Kota Batu, terdiri dari 9 (sembilan) desa, 
antara lain Desa Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, Sumber 
Brantas, Sumbergondo, dan Desa Tulungrejo. Total luas kawasan sebesar 12.256, 56 
hektare, dengan luas terbesar berada pada Desa Tulungrejo. Batas administrasi Kecamatan 
Bumiaji antara lain (Gambar 1.1):  
• Sebelah Utara: Kabupaten Mojokerto. 
• Sebelah Timur: Kabupaten Malang. 
• Sebelah Barat: Kabupaten Malang. 
• Sebelah Selatan: Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. 
4.1.2 Topografi 
Kecamatan Bumiaji terletak di lereng Pegunungan Arjuno-Welirang. Kondisi 
kelerengan cenderung curam dengan morfologi berupa perbukitan (Gambar 4.1). Kondisi 
tersebut menyebabkan kawasan ini rawan longsor. Kelerengan menjadi indicator dalam 
menentukan ancaman longsor. Persebaran kelerengan di Kecamatan Bumiaji didominasi 
oleh kelerengan 15-30% yang terdapat pada seluruh desa. Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui 
kelerengan 15-30% memiliki luasan sebesar 4277.59 hektare (35%). Desa dengan 
kemiringan >15% adalah Desa Sumbergondo, Sumber Brantas, Tulungrejo, Gunungsari, dan 
Desa Bulukerto. Desa Pandanrejo merupakan desa yang memiliki kelerengan paling landai, 
dimana 88% luas kawasan memiliki kelerengan <15%. Kelerengan berpengaruh terhadap 
kejadian longsor, semakin tinggi tingkat kelerengan maka semakin besar pula potensi 
kejadian longsor.
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Tabel 4. 1 Persebaran Kelerengan per Desa  
Desa 
Kelas Kelerengan 
0-8% 8-15% 15-30% 30-45% >45% Total (Ha) 
Bulukerto 205.84 249.69 295.74 177.65 11.10 940.02 
Bumiaji 305.58 439.83 297.54 96.06 4.53 1143.54 
Giripurno 230.50 160.07 52.20 5.20 0.21 448.18 
Gunungsari 110.05 98.32 259.67 150.91 15.64 634.60 
Pandanrejo 178.00 163.81 44.67 3.20 0.02 389.69 
Punten 66.00 65.96 95.77 28.01 1.17 256.91 
Sumber Brantas 240.43 629.68 1285.92 714.21 140.48 3010.72 
Sumbergondo 172.66 360.53 563.34 303.27 43.14 1442.94 
Tulungrejo 427.55 750.00 1382.74 1166.09 266.58 3992.96 
 Total (Ha) 1936.60 2917.90 4277.59 2644.61 482.87 12259.56 
Persentase 16% 24% 35% 22% 4% 100% 
Sumber: DEM Nasional Badan Inforasi Geospasial, 2020 
4.1.3 Geologi 
Parameter geologi pada penelitian ini adalah geologi permukaan/jenis tanah. Jenis 
tanah merupakan salah satu variabel penentu tingkat ancaman longsor. Jenis tanah di 
Kecamatan Bumiaji meliputi Andosol, Kambisol, dan Litosol (Gambar 4.2). Tabel 4.2 
menunjukan bahwa andosol memiliki luas terbesar dibanding jenis tanah lainnya. Andosol 
terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan karakteristik warna cenderung homogen dan 
gembur (Subardja et al., 2016). Jenis tanah ini relatif subur, sangat cocok untuk pertanian. 
Andosol memiliki kepekaan erosi yang tinggi dikarenakan mudah kehilangan kerekatan 
sehingga menimbulkan pergerakan material tanah jika terdapat pemicu seperti curah hujan 
tinggi. Dalam penentuan tingkat ancaman, andosol berada pada kategori tinggi 
(Wahyudiyanto, 2018).  




Andosol Kambisol Litosol 
Bulukerto 369.64 570.69 - 940.33 
Bumiaji 206.03 939.21 - 1145.24 
Giripurno - 448.90 - 448.90 
Gunungsari - 635.36 - 635.36 
Pandanrejo - 390.41 - 390.41 
Punten 40.82 216.32 - 257.14 
Sumber Brantas 2947.73 61.27 3.34 3012.33 
Sumbergondo 899.09 544.14 - 1443.23 
Tulungrejo 2697.79 1296.74 - 3994.54 
Total 7161.10 5103.04 3.34 12267.48 
Persentase 58.37% 41.60% 0.03% 100% 
Sumber: Kementerian Pertanian, 2020
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Gambar 4. 1  Kemiringan Lereng Kecamatan Bumiaji
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Gambar 4. 2 Jenis Tanah Kecamatan Bumiaji
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4.1.4 Klimatologi 
Curah hujan menjadi indicator dalam menentukan ancaman longsor. Tingginya 
intensitas  curah hujan menyebabkan tingkat bahaya longsor semakin tinggi. Curah hujan di 
Kecamatan Bumiaji berkisar antara 1900-2500 mm/tahun, atau berada pada kategori sedang-
tinggi. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat variasi curah hujan dalam kurun waktu 
setahun. Curah hujan tahunan rendah (2100-2200 mm/tahun) merupakan klasifikasi dengan 
persentase luas yang besar. Curah hujan tertinggi berada di Desa Bulukerto, Bumiaji, 
Sumber Brantas, Sumber Gondo, dan Desa Tulungrejo. Dalam penentuan tingkat ancaman 
longsor, Curah Hujan di Kecamatan Bumiaji berada pada klasifikasi sedang-tinggi. Desa 
dengan curah hujan sangat tinggi (>2400 mm/tahun) berada pada Desa Bulukerto, Desa 
Bumiaji, Desa Sumber Brantas, dan Desa Sumbergondo. Sementara itu, Desa Giripurno, 
Desa Pandanrejo, dan Desa Punten memiliki curah hujan sedang (Gambar 4.3) 
Tabel 4. 3 Curah Hujan Kecamatan Bumiaji 
Desa 
1900 - 2000 
mm/th 
2000 - 2100 
mm/th 
2100 - 2200 
mm/th 
2200 - 2300 
mm/th 




Bulukerto 221.3 378.8 157.1 82.5 100.6 940.3 
Bumiaji 509.4 478.0 77.7 68.3 11.9 1145.2 
Giripurno 448.9 - - - - 448.9 
Gunungsar
i 
555.9 79.4 - - - 635.4 
Pandanrejo 357.0 33.4 - - - 390.4 
Punten 17.9 239.2 - - - 257.1 
Sumber 
Brantas 
-  1329.0 1615.2 68.2 3012.3 
Sumbergon
do 
- 569.4 386.7 160.2 327.0 1443.2 
Tulungrejo 260.0 2289.8 1088.6 189.6 166.6 3994.5 
Total 2370.5 4067.9 3039.0 2115.7 674.3 12267.5 
Persentese 19% 33% 25% 17% 5% 100% 
Sumber: Climate Hazard Group InfrarRed Precipitation, 2019 
 
4.1.5 Penggunaan Lahan 
Penggunaan lahan mempengaruhi tingkat bahaya bencana longsor. Jenis tutupan 
dengan kerapatan tinggi seperti hutan dapat mengurangi bahaya longsor, sebaliknya, 
kawasan dengan kerapatan vegetasi rendah seperti tanah terbuka dan tegalan memiliki nilai 
bahaya yang tinggi. Kecamatan Bumiaji memiliki beragam jenis tutupan lahan, antara lain 
hutan, perkebunan, semak belukar, tegalan/ladang, hingga tanah terbuka (Gambar 4.5). 
Tutupan lahan di Kecamatan Bumiaji didominasi oleh hutan lindung (50%). Kawasan hutan 
tersebar di Desa Bulukerto, Bumiaji, Sumber Brantas, dan Desa Tulungrejo. Luas terbesar 
terdapat di Desa Sumber Brantas seluas 2383.31 ha. Hutan merupakan tutupan lahan yang 
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memiliki pengaruh paling rendah terhadap ancaman longsor (Sunarta, I.N. et al, 2018). 
Keberadaan hutan pada kelerengan tinggi dapat mencegah terjadinya longsor. Tutupan lahan 
seperti tegalan, tanah terbuka, dan rerumputan memiliki nilai yang tinggi dalam penentuan 
ancaman longsor (Sunarta, I.N. et al, 2018). Keberadaan tegalan juga berpengaruh terhadap 
tingkat kerentanan ekonomi karena merupakan lahan produktif. Tegalan memiliki persentase 
luas terbesar kedua (30%), dengan jumlah luas tertinggi berada pada Desa Tulungrejo (Tabel 
4.4 dan Gambar 4.4).  
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Sumber: Google Satellite, 2020 
Kawasan permukiman memiliki luas total 796.47 ha (6.5%). Luas permukiman 
tertinggi berada pada Desa Tulungrejo yakni 163.21 ha (20%). Desa Tulungrejo memiliki 
banyak destinasi wisata, antara lain Taman Rekreasi Selecta dan Coban Talun, yang 
menyebabkan persebaran bangunan yang tinggi baik untuk kegiatan hunian maupun sarana 
penunjang kegiatan wisata. Desa Sumbegondo memiliki luas permukiman paling rendah 
(40.62 ha/5%). Desa ini berada pada lereng Gunung Arjuno, dengan tingkat kelerengan yang 






Gambar 4. 3 Peta Curah Hujan Kecamatan Bumiaji
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Gambar 4. 4 Peta Tutupan Lahan Kecamatan Bumiaji
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4.1.6 Rencana Pola Ruang RTRW Kota Batu 
Kecamatan Bumiaji berada pada BWK III dengan pusat pelayanan berada pada Desa 
Punten (RTRW Kota Batu 2010-2030). Kawasan ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan 
agropolitan, wisata dengan tema alam, dan wisata berbasis pertanian. Rencana pola ruang 
yang dikembangkan terdiri dari peruntukan hutan lindung, hutan produksi, pertanian, 
perdagangan dan jasa, kawasan sempadan sungai, ruang terbuka hijau, pertanian, dan 
perumahan (Tabel 4.4 dan Gambar 4.5).  





























0.0 283.2 4.3 85.0 240.3 463.2 750.0 
Industri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 
Pelayanan 
Umum 
2.6 15.2 1.4 1.6 0.3 3.1 0.5 2.3 2.9 
Perdagangan 
dan Jasa 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 








114.0 216.9 55.7 60.0 32.5 39.4 118.4 
RTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
Sempadan 
Sungai 





0.0 0.0 0.0 0.0 2361.4 511.0 1628.3 
Sumber: RTRW Kota Batu 2011-2031 
 Tabel 4.4 menunjukan bahwa luasan peruntukan lahan terbesar adalah kawasan 
lindung berupa Taman Hutan Raya (Tahura) R.Suryo, tersebar di Desa Bulukerto, Bumiaji, 
Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Tulungrejo. Kawasan Tahura ini berada dalam 
pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai 
kawasan konservasi penyangga yang tidak dapat dirubah peruntukannya. Tahura R.Suryo 
juga dapat difungsikan sebagai penunjang pengetahuan dan pariwisata berbasis alam. 
Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat obyek wisata alam Pemandian Air Panas Cangar 
yang memanfaatkan Kawasan Tahura sebagai daya tarik wisata. 
Arahan peruntukan budidaya terluas adalah pertanian sebesar 2552 ha yang tersebar 
di seluruh desa (Gambar 4.5). Kecamatan Bumiaji ditetapkan sebagai pusat agropolitan 
dengan komoditas berupa tanaman hias, sayuran, dan buah buahan. Berdasarkan kondisi 
eksisting, kawasan pertanian dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian masyarakat 
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melalui penjualan komoditas dan pemanfaatan sebagai agrowisata. Kawasan lindung lainnya 
yang terdapat di Kecamatan Bumiaji meliputi hutan lindung, sempadan sungai, dan ruang 
terbuka hijau. Hutan lindung, tersebar di Desa Sumberbrantas dan Tulunrejo (Gunung 
Anjasmoro, Kembar, Rawung, Jeruk, dan Gunung Kerubung), Sumber Gondo (Gunung 
Arjuno, Kerubung, dan Gunung Preteng), Punten, Gunungsari, Bulukerto, dan Desa 
Giripurno (Gambar 4.5). Kawasan sempadan Sempadan terletak di Desa Bulukerto, 
Bumiaji, Giripurno, Pandanrejo, Punten Gunungsari, Tulungrejo, dan Sumbergondo 
(Gambar 4.5). Peruntukan ini berupa ruang hijau yang melindungi badan Sungai Brantas. 
Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) terletak di Desa Tulungrejo dan dimanfaatkan sebagai 
pemakaman. 
Arahan rencana peruntukan kawasan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Bumiaji 
meliputi wisata alam, budaya, dan buatan. Rencana peruntukan pariwisata tersebar di 
Bumiaji, Giripurno, Pandanrejo, dan Desa Tulungrejo (Gambar 4.5). Wisata alam berbasis 
meliputi Pemandian Air Panas Cangar, Gunung Banyak, dan Coban Talun. Wisata buatan 
meliputi Taman Rekreasi Selecta. Wisata budaya meliputi Goa Jepang yang terdapat dalam 
Kawasan Pemandian Air Panas Cangar.  
Kawasan terbangun di Kecamatan Bumiaji meliputi perumahan, perdagangan dan 
jasa, pelayanan umum, dan industri (Gambar 4.5). Rencana peruntukan perumahan tersebar 
di seluruh desa, dengan peruntukan terluas berada pada Desa Gunungsari sebesar 216 ha. 
Peruntukan perumahan di Kecamatan Bumiaji dibatasi hanya 40-60%, dengan persyaratan 
khusus berupa rekayasa teknis untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Arahan 
peruntukan perdagangan dan jasa terletak pada Desa Tulungrejo seluas 8 ha. dengan rencana 
difungsikan sebagai sebagai pasar tradisional. Kawasan peruntukan pelayanan umum 
tersebar di seluruh desa seluas 29.7 ha, dengan kondisi eksisting dimanfaatkan sebagai 
aktivitas peribadatan, perkantoran, dan pendidikan (Gambar 4.5 dan Gambar 4.8).  
Rencana kawasan industri tersebar di Desa Tulungrejo dengan peruntukan sebagai 
agroindustri sebagai penunjang kegiatan pertanian disekitarnya. 
Rencana Pola Ruang dibandingkan dengan penggunaan lahan eksisting dan 
ketentuan zonasi Permen PU 22/2007 untuk menetapkan arahan peraturan zonasi. Evaluasi 
ini dibutuhkan sebagai langkah integrasi pembangunan dengan kajian risiko bencana. Jika 
sesuai dengan ketentuan Permen PU, maka diterapkan insentif/bonus zoning. Jika tidak 
sesuai, maka terdapat beberapa alternatif teknik mulai dari Conditional Uses, Performance 




Gambar 4. 5 Peta Rencana Pola Ruang RTRW BWK III Kecamatan Bumiaji 
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4.1.7 Karakteristik Perekonomian 
Perekonomian di Kecamatan Bumiaji utamanya ditunjang dari sektor perkebunan, 
pariwisata, dan pertanian. Mayoritas penduduk bekerja pada ketiga sektor tersebut, sehingga 
keberadaan lahan produktif sangat penting dalam menunjang pendapatan masyarakat 
setempat. Keberadaan lahan produktif berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi 
suatu kawasan. Kerentanan ekonomi berkaitan dengan potensi kerugian perekonomian. 
Kerusakan lahan produktif akibat bencana longsor akan berdampak besar bagi perekonomian 
masyarakat terdampak. Tabel 4.5 menunjukan bahwa lahan produktif di Kecamatan Bumiaji 
sebesar 422.06 hektare yang tersebar di seluruh desa (Gambar 4.6). Tegalan memiliki luas 
lahan produktif terbesar yakni 3795.87 hektare (90%). Tegalan di Kecamatan Bumiaji 
dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dengan jenis berupa tanaman obat-obatan, tanaman 
hias, dan sayur-sayuran, dengan kopi memiliki lahan tertinggi sebesar 76.5 hektare (BPS 
Kota Batu, 2020).  
Tabel 4. 6 Lahan Produktif di Kecamatan Bumiaji 
Desa 
Luas Lahan Produktif (ha) 
Perkebunan Pariwisata Tegalan Total 
Bulukerto 0.27 0.00 339.65 339.93 
Bumiaji 4.00 1.02 619.23 624.25 
Giripurno 0.00 0.00 308.17 308.17 
Gunungsari 151.84 0.64 403.94 556.42 
Pandanrejo 0.00 6.80 307.87 314.67 
Punten 80.92 0.00 85.57 166.49 
Sumber Brantas 30.31 5.03 520.37 555.71 
Sumbergondo 0.00 0.00 277.62 277.62 
Tulungrejo 116.10 33.24 933.45 1082.80 
Total 383.46 46.73 3795.87 4226.06 
Sumber: Google Sattelite, 2020 
Desa Tulungrejo memiliki persentase lahan produktif tertinggi di Kecamatan 
Bumiaji yakni sebesar 1082.90 hektare (26%) (Gambar 4.6). Lahan produktif di Desa 
Tulungrejo dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata, dengan komoditas berupa apel, jamur, 
bunga krisan, dan sayur-sayuran. Desa Tulungrejo juga telah ditetapkan sebagai desa wisata, 
dimana terdapat tiga destinasi wisata alam yang memiliki ancaman terhadap longsor antara 
lain Taman Rekreasi Selecta, Coban Talun, dan Goa Jepang. Total terdapat 9 destinasi 
pariwisata yang berpotensi terdampak longsor di Kecamatan Bumiaji. (Tabel 4.7 dan 
Gambar 4.7).  
Tabel 4. 7 Destinasi Wisata di Kecamatan Bumiaji 
Destinasi Pariwisata  Desa 
Taman Rekreasi Selecta Tulungrejo 
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Destinasi Pariwisata  Desa 
Coban Talun Tulungrejo 
Pemandian Alam Cangar Sumberbrantas 
Kampoeng Kidz Bumiaji 
Pemandian Sumur Dadapan Pandanrejo 
Kampung LA Batu Gunungsari 
Gunung Banyak Gunungsari 
Goa Pinus Gunungsari 
Kampung Wisata Kungkuk Punten 
Wisata Agro Bumiaji Bumiaji 
Kaliwatu Rafting Bumiaji 
Batu Agro Apel Punten 
Kampung Wisata Kungkuk Punten 
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu, (2020); Google Sattellite, (2020) 
Parameter perekonomian yang berpengaruh terhadap kerentanan adalah keberadaan 
penduduk miskin. Tabel 4.8 menjelaskan persebaran penduduk miskin di Kecamatan 
Bumiaji Rasio kemiskinan tertinggi berada di Desa Tulungrejo (4.65%).  Penduduk miskin 
akan sangat rentan terdampak finansial, dikarenakan keterbatasan akses terhadap sumber 
daya dan tabungan alternatif. Kejadian bencana akan menyebabkan penambahan jumlah 
kemiskinan penduduk (Farid et al., 2019). Dalam penilaian kerentanan di Kota Batu, rasio 
kemiskinan menjadi indicator ekonomi dikarenakan penduduk miskin kesulitan memulihkan 
diri dan akan semakin menderita jika terjadi bencana (BPBD Kota Batu, 2018). 
Tabel 4. 8 Persentase Penduduk Miskin Kecamatan Bumiaji 
Desa Total Penduduk (Jiwa) Rasio Penduduk Miskin 
Bulukerto 5903 2.94% 
Bumiaji 6450 3.15% 
Giripurno 10148 4.91% 
Gunungsari 6906 3.37% 
Pandanrejo 5862 2.88% 
Punten 5330 2.61% 
Sumber Brantas 4758 2.29% 
Sumbergondo 3941 1.93% 
Tulungrejo 9759 4.65% 




Gambar 4. 6 Peta Sebaran Lahan Produktif Kecamatan Bumiaji
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Gambar 4. 7 Peta Persebaran Potensi Wisata Kecamatan Bumiaji
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4.1.8 Persebaran Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana menjadi penunjang permukiman penduduk. Kerusakan pada 
bangunan yang digunakan secara luas oleh publik seperti fasilitas umum akan menimbulkan 
dampak signifikan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Fasilitas umum yang rentan terdiri 
dari sarana pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Panjang jalan juga berpengaruh terhadap 
tingkat kerentanan fisik. Koridor Jalan Kota Batu memiliki tingkat potensi bahaya dan 
kerugian yang tinggi terhadap longsor (Wahyudiyanto, 2018). Kerusakan jalan akibat 
kejadian longsor pada jalan akan mengganggu alur distribusi manusia dan barang serta 
menghambat proses evakuasi bencana.  
Tabel 4.9 menunjukan bahwa Desa Tulungrejo memiliki panjang jalan terpanjang 
dibanding desa lainnya. Keberadaan berbagai macam destinasi wisata seperti Coban Talun 
dan Selecta menyebabkan pergerakan dari dan menuju Desa Tulungrejo cukup tinggi. 
Tingginya pergerakan menuntut penyediaan infrastruktur jalan yang memadai. Desa 
Tulungrejo dilalui oleh Jalan Raya Arjuno yang berhirarki kolektor sekunder, jalan lokal, 
dan jalan lingkungan sepanjang 55.65 km. Desa Sumbergondo memiliki panjang jalan 
terpendek. Keberadaan pusat aktivitas yang menjadi bangkitan dan tarikan pergerakan 
rendah serta didominasi oleh lahan tidak terbangun sehingga panjang jalan minim.  
Tabel 4. 9 Panjang Jalan di Kecamatan Bumiaji 
Desa 
Kelas Jalan (km) 
Kolektor Sekunder Lingkungan Lokal Sekunder Total 
Bulukerto 0.00 16.52 13.10 29.62 
Bumiaji 4.00 23.54 13.73 41.27 
Giripurno 4.00 19.60 6.78 30.38 
Gunungsari 0.00 20.44 6.79 27.23 
Pandanrejo 4.00 14.51 3.26 21.77 
Punten 15.73 12.10 15.12 42.95 
Sumber Brantas 15.73 15.17 1.50 32.40 
Sumbergondo 0.00 13.80 7.46 21.27 
Tulungrejo 15.73 33.41 6.51 55.65 
Total 59.19 169.09 74.26 302.54 
Sumber: Google Sattelite, 2020 
Tabel 4.10 menunjukan persebaran sarana pendidikan di Kecamatan Bumiaji 
(Gambar 4.7). Keberadaan sarana pendidikan penting sebagai upaya pendidikan bencana 
Desa Tulungrejo memiliki jumlah sekolah terbanyak di Kecamatan Bumiaji. Desa dengan 
jumlah sarana pendidian sedikit adalah Desa Punten dan Sumberbrantas dengan jumlah 
hanya 4 unit.  
 
Tabel 4. 10 Fasilitas Umum Pendidikan 
Desa TK/RA SD SMP SMA Total 
Bulukerto 3 3 0 1 7 
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Desa TK/RA SD SMP SMA Total 
Bumiaji 3 4 2 1 10 
Giripurno 4 3 2 1 10 
Gunungsari 5 4 1 0 10 
Pandanrejo 2 2 1 0 5 
Punten 2 2 0 0 4 
Sumberbrantas 2 1 1 0 4 
Sumbergondo 2 2 0 1 5 
Tulungrejo 6 4 2 0 12 
Total 29 25 9 4 67 
Sumber: BPS Kota Batu, (2020) 
Tabel 4.11 menunjukan persebaran fasilitas peribadatan peribadatan di Kecamatan 
Bumiaji (Gambar 4.8). Jumlah sarana peribadatan terbanyak berada di Desa Giripurno 
yakni 59 unit, dan paling sedikit berada pada Desa Sumberbrantas dengan 22 unit. Jenis 
sarana yang mendominasi adalah Musholla dengan total 187 unit. Sarana peribadatan dapat 
menjadi tempat evakuasi sementara ketika terjadi bencana longsor.  
Tabel 4. 11 Fasilitas Umum Peribadatan 
Desa Masjid Musholla Gereja Pura Total Total 
Bulukerto 4 17 0 0 21 28 
Bumiaji 7 27 0 0 34 44 
Giripurno 4 45 0 0 49 59 
Gunungsari 12 23 0 0 35 45 
Pandanrejo 5 13 0 0 18 23 
Punten 9 10 0 0 19 23 
Sumberbrantas 1 16 1 0 18 22 
Sumbergondo 3 16   1 20 25 
Tulungrejo 11 20 1 3 35 47 
Total 56 187 2 4 249 316 
Sumber: BPS Kota Batu, (2020) 
Tabel 4.12 menunjukan persebaran fasilitas Kesehatan, yang diidentifikasi menjadi 
rumah sakit, puskesmas, dan apotek.  Jumlah terbanyak berada pada Desa Pandanrejo dan 
Desa Punten sebanyak 2 unit (Gambar 4.8). Sarana kesehatan merupakan fasilitas yang 
harus tersedia untuk digunakan sebagai tempat evakuasi korban bencana longsor. Satu-
satunya rumah sakit berada di Desa Punten dengan tipe kelas D.  
Tabel 4. 12 Fasilitas Umum Kesehatan 
Desa Rumah Sakit Puskesmas Apotek Total 
Bulukerto 1 0 0 1 
Bumiaji 0 0 0 0 
Giripurno 0 0 1 1 
Gunungsari 0 0 0 0 
Pandanrejo 0 1 1 2 
Punten 0 0 2 2 
Sumberbrantas 0 0 0 0 
Sumbergondo 0 0 0 0 
Tulungrejo 0 0 0 0 
Total 1 1 4 6 
Sumber: BPS Kota Batu, (2020)  
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Gambar 4. 8 Peta Titik Persebaran Fasilitas Umum Kecamatan Bumiaji
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4.1.9 Kependudukan 
Jumlah penduduk Kecamatan Bumiaji  2019 sebanyak 59.057 jiwa, dengan rincian 
29.583 laki-laki dan 29.167 perempuan (Tabel 4.13). Aspek kependudukan sangat penting 
dimasukan dalam kajian risiko bencana. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan potensi 
keterpaparan masyarakat semakin tinggi. Aspek kependudukan yang mempengaruhi 
kerentanan sosial terhadap longsor adalah rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, rasio 
penduduk berumur rentan, dan rasio disabilitas. Tabel 4.13 menunjukan bahwa rata-rata 
rasio jenis kelamin perempuan adalah 49%. Jenis kelamin perempuan memiliki tingkat 
potensi keterpaparan yang tinggi dibanding laki-laki. Perempuan memiliki keterbatasan fisik 
dibanding laki-laki. Semakin tinggi rasio jenis kelamin perempuan, maka semakin tinggi 
tingkat kesulitan dalam beradaptasi dan melakukan evakuasi ketika terjadi bencana (BPBD 
Kota Batu, 2018). 
Tabel 4. 13 Komposisi Penduduk per Jenis Kelamin di Kecamatan Bumiaji 




Bulukerto 2953 2.909 49% 5.862 
Bumiaji 3.236 3.214 50% 6.450 
Giripurno 2.999 2.904 50% 5.903 
Gunungsari 3.484 3.422 50% 6.906 
Pandanrejo 2.711 2.619 50% 5.330 
Punten 4.887 4.872 49% 9.759 
Sumber Brantas 1.964 1.977 49% 3.941 
Sumbergondo 5.082 5.066 50% 10.148 
Tulungrejo 2.435 2.323 50% 4.758 
Total 29.751 29.306 50% 59.057 
Sumber: Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2020 
Tabel 4.14 menunjukan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Bumiaji. 
Kepadatan penduduk total adalah 470 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Desa Punten 
sebesar 3762 jiwa/km2 dan terendah adalah Desa Tulungrejo sebesar 118 jiwa/km2. 
Tingginya kepadatan penduduk menunjukan tingginya potensi keterpaparan penduduk 
ketika terjadi bencana. Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukan semakin banyak 
potensi penduduk yang akan terdampak bencana longsor (BPBD Kota Batu, 2018). 
Tabel 4. 14 Kepadatan Penduduk per desa Kecamatan Bumiaji 2019 






Bulukerto 5.862 940.02 624 
Bumiaji 6.450 1143.54 56 
Giripurno 5.903 448.18 1317 
Gunungsari 6.906 634.60 1088 
Pandanrejo 5.330 389.69 137 






Sumbergondo 10.148 1442.94 703 
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Tulungrejo 4.758 3992.96 119 
Total 59.057 12259.56 482 
Sumber: Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2020 
Tabel 4.15 menunjukan rasio penyandang cacat. Rasio penyandang cacat tertinggi 
berada di Desa Bulukerto yang mencapai 1% dari populasi penduduk. Jumlah penyandang 
disabilitas terendah berada di Desa Sumber Brantas sebesar 5 jiwa dan rasio 0.1%.  
Penyandang disabilitas memiliki kemampuan fisik yang terbatas. Keterbatasan gerak bagi 
penyandang disabilitas menyebabkan kaum ini mengalami kesulitan beradaptasi dan 
dievakuasi ketika terjadi bencana. 
Tabel 4. 15 Rasio Penyandang Cacat Kecamatan Bumiaji 2019 






Bulukerto 57 5.862 1.0% 
Bumiaji 41 6.450 0.6% 
Giripurno 27 5.903 0.5% 
Gunungsari 35 6.906 0.5% 
Pandanrejo 27 5.330 0.5% 
Punten 37 9.759 0.4% 
Sumber Brantas 5 3.941 0.1% 
Sumbergondo 74 10.148 0.7% 
Tulungrejo 23 4.758 0.5% 
Total 326 59.057 0.6% 
Sumber: Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2020 
 
4.1.10 Sejarah Kejadian Bencana 
Kecamatan Bumiaji ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana longsor. Sepanjang 
tahun 2016-2021, tercatat terdapat 35 bencana longsor (Tabel 4.16). Infiltrasi air hujan pada 
lereng curam menyebabkan penurunan kelekatan tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya 
pengikisan dan jatuhnya material tanah. Kejadian tanah longsor menyebabkan tertimbunnya 
rumah, lahan pertanian dan lahan peternakan milik warga. Longsor pada tebing juga 
menyebabkan tertutupnya jalan penghubung, saluran drainase, hingga mengganggu sistem 
kelistrikan. 
 






Dusun Durek Desa 
Giripurno 
Curah hujan tinggi dan ketidakmampuan vegetasi mengikat 
tanah yang menyebabkan gangguan konstruksi tanah dan n 
tertutupnya saluran irigasi 
5 Februari 
2016 
Desa Sumberbrantas Curah hujan tinggi dan ketidakmampuan vegetasi mengikat 








RT 1 Dusun Ngebruk, Desa 
Gunungsari 
Curah hujan tinggi menyebabkan 4 titik longsor yang 
menimpa rumah warga dan menutup jalan dusun. Bencana 
ini menyebabkan 3 warga luka-luka. 
14-Nov-16 Jalan Melati RT 2 RW 05 
Dusun Kungkung, Desa 
Punten 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor dan menimpa 




Jalan Cempaka Dusun 
Talangrejo Desa 
Gunungsari 
Curah hujan tinggi menyebabkan kerusakan pohon bambu 




Rumah warga RT 3 RW 6 
Dusun Jurang Kuali Desa 
Sumberbrantas 
Curah Hujan tinggi menyebabkan longsor pada tebing dan 
menyebabkan tertimpanya rumah warga. 
28 Mei 
2017 
Jalan Besta RT 2 RW 16 Curah hujan tinggi menyebabkan runtuhnya plengsengan 
dan menimpa 1 rumah warga dan lahan perkebunan. 
20 Februari 
2017 
Jalan Sumberdampul, Desa 
Tulungrejo 








Jalan Melati RT 1 RW 3 
Dusun Kapru Desa 
Gunungsari 
Luapan Sungai Brantas akibat curah hujan tinggi 
menyebabkan longsornya plengsengan dan bahu jalan 
dengan dimensi 15x1.5x7 meter. Hal ini juga berdampak 
pada tumbangnya 9 pohon. 
5 Maret 
2018 
RT 05 RW 16 Desa 
Tulungrejo 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor seluas 5.5x7 meter 




RT 03 RW 16 Kampung 
Basta, Dusun Junggo Desa 
Tulungrejo 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor di lahan belakang 




Jalan Abdul Rohman RT 03 
RW 01 Dusun 
Pagergunung, Desa 
Gunungsari 





Belakang SDN Bulukerto, 
Dusun Keliran, RT 03 RW 
02, Desa Bulukerto 
Curah hujan tinggi selama 2-3 hari menyebabkan kerusakan 
plengsengan dan menutup jalan.  
5 April 
2019 
RT.02 RW.06 Dusun 
Kungkung Desa Punten 
Tingginya intensitas hujan menyebabkan longsoran pada 




Jalan Raya Bumbung Desa 
Gunungsari 




Jln Wiryo Utomo RT.02 
RW 05 Dsn Banaran,   
Desa Bumiaji 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor pada plengsengan 
sebesar 27x0.3x1.5m. Berdampak pada tertutupnya saluran 




Dusun Sawahan, Desa 
Giripurno 
Tingginya hujan dan ketidakmampuan drainase menampung 
air menyebabkan peningkatan limpasan air dan tanah 




RT 6 RW 5 Dusun 
Jurangkuali, Desa 
Sumberbrantas 
Curah hujan tinggi dan tidak adanya dinding penahan tebing 




RT 59 RW 7 Dusun 
Sabrang Bendo Desa 
Giripurno 
Curah hujan tinggi menyebabkan peningkatan debit aliran 
dan menyebabkan kerusakan dinding drainase sebesar 




Jalan Raya Sumberbrantas 
Desa Tulungrejo 
Curah hujan tinggi dan labilnya tanah menyebabkan longsor 
pada plengsengan dan menyebabkan tertutupnya drainase. 
2 Maret 
2020 
RT 4 RW 4 Dusun 
Gintung, Desa Bulukerto 







Jalan Mbah Singo Dusun 
Claket Desa Gunungsari 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor pada plengsengan 
dan menyebabkan tertutupya irigasi pertanian. 
10 April 
2020 
RT 1 RW 9 Dusun Jantur 
Desa Gunungsari 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor. Hal ini 
berdampak tumbangnya pohon bamboo yang merusak lahan 
pertanian dan jaringan listrik. 
8 Mei 2020 RT 02/ RW 02 Dsn Lemah 
Putih, Desa Sumberbrantas 
Curah hujan tinggi dan labilnya tanah menyebabkan longsor 




Jalan Raya Pandanrejo 
Desa Pandanrejo 
Luapan air di sawah menyebabkan plengsengan tergerus, 
berdampak tertutupnya akses jalan, saluran irigasi, dan 




Jalan Panderman Dusun 
Kekep Desa Tulungrejo 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor plengsengan yang 




Jalan Sakura RT 31 RW 5 
Dusun Krajan, Desa 
Giripurno 
Curah hujan tinggi menyebabkan erosi pada lereng seluas 




Jalan Mbah Singo RT 1 
RW 9 Dusun Claket, Desa 
Gunungsari 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor pada tebing 
dimensi 8x8x6m. Hal ini berdampak pada tertimpanya lahan 
peternakan milik warga 
11 Januari 
2021 
Jalan Kelud RT 2 RW 6 
Dusun Kungkung Desa 
Punten 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsornya tebing dan 
menimbun rumah dan jalan 
12 Januari 
2021 
RT 5 RW 1 Dusun 
Pagersari Desa Gunungsari 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor pada plengsengan 
sepanjang 20m tinggi 20m, berdampak tertutupnya lahan 
pertanian warga dan irigasi oleh material longsor. 
24 Januari 
2021 
Jalan Raya Sumberbrantas 
RT 5 RW 6 Dusun 
Jurangkali Ds 
Sumberbrantas 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor pada plengsengan 
teknis dengan dimensi 3x3x4 m dan berdampak pada 
tertimpanya rumah warga. 
25 Januari 
2021 
Jalan Pura Luhur Giri 
Arjuno RT3 RW 11 Desa 
Tulungrejo 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor pada tebing dan 
menutup saluran drainase dan akses jalan. Dimensi saluran 
longsor adalah 15x4x12 m. 
2 Februari 
2021 
Dusun Brau RT 2 RW 10 
Desa Sumberbrantas 
Curah hujan tinggi dan tanah retak menyebabkan longsor di 
tiga tebing dengan dimensi tinggi 33 meter dan panjang 13 
meter. Berdampak tertutupnya jalan penghubung Dusun 
Brau dan Dusun Juntur dan tertimpanya 2 rumah warga.  
3 Februari 
2021 
Dusun Krajan RT 1 RW 4 
Desa Sumberbrantas 
Curah hujan tinggi menyebabkan longsor 15x12x4 m. 
Longsor menyebabkan tertimpanya 1 rumah warga  
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021 
Tabel 4.16 menunjukan kejadian longsor sepanjang tahun 2016-2021 terjadi di 8 
desa, antara lain Desa Bulukerto, Bumiaji, Giripurmo. Gunungsari, Pandanrejo, Punten, 
Sumberbrantas, dan Desa Tulungrejo (Gambar 4.9). Berdasarkan Peta Titik Kejadian 
Longsor (Gambar 4.11), bencana longsor seringkali terjadi di Desa Gunungsari dan Desa 
Tulungrejo. Kejadian longsor di Desa Gunungsari dan Desa Tulungrejo umumnya 
disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada tingkat kelerengan yang terjal. Limpasan air 
hujan masuk ke tanah dan mengganggu kestabilan pada penahan tebing. Material tanah jatuh 
kemudian berdampak pada tertimbunnya rumah, lahan pertanian, hingga menutup akses 
jalan.  Kejadian longsor terendah terjadi pada Desa Pandanrejo dan Desa Bumiaji (Gambar 
4.8). Bencana Longsor di Desa Bumiaji disebabkan oleh longsor pada tebing yang 
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menyebabkan tertutupnya saluran irigasi dan merusak rumah warga. Bencana longsor di 
Desa Pandanrejo disebabkan oleh limpasan air dari sawah yang menyebabkan erosi tebing. 
Kejadian longsor menyebabkan tertutupnya akses jalan penghubung desa dan menghambat 
saluran irigasi.  
 
 
Gambar 4. 9 Jumlah Kejadian Longsor Menurut Desa 2016-2021 
Sumber: Smart PB BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021 
 
Gambar 4.10 menunjukan distribusi titik lokasi terdampak longsor di Kecamatan 
Bumiaji. Kejadian longsor menyebabkan kerugian fisik, sosial dan perekonomian. Kerugian 
sosial berkaitan dengan korban luka-luka. Kerugian fisik bencana longsor di Kecamatan 
Bumiaji meliputi rusaknya struktur bangunan dan infrastruktur, seperti rumah, jalan, 
jaringan listrik, irigasi, dan saluran drainase. Bencana longsor paling banyak menimpa 
rumah sebanyak 17 kejadian (42%) dan menutup akses jalan sebanyak 13 kejadian (24%). 
Kerugian yang ditimbulkan juga berkaitan dengan sektor produktif, 7% kejadian berdampak 
rusaknya lahan pertanian.  
 
Gambar 4. 10 Persebaran Titik Terdampak Longsor Kacamatan Bumiaji 2016-2021 
















































Gambar 4. 11  Peta Titik Kejadian Bencana Longsor Kecamatan Bumiaji
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4.2 Analisis Risiko Bencana 
4.2.1 Pengkajian Ancaman 
Pengkajian sncaman bencana longsor di Kecamatan Bumiaji didasarkan 4 parameter 
meliputi jenis tanah, kemiringan lereng, tutupan lahan, serta curah hujan. Penentuan kelas 
ancaman dilakukan dengan memberikan scoring sesuai dengan karakteristik fisik di lokasi 
studi. Hasil penilaian pada masing-masing parameter dibobotkan sesuai dengan pengaruh 
terhadap gerakan tanah kemudian dioverlay untuk menghasikan peta ancaman.  
Gambar 4.12 menjelaskan proses penyusunan peta ancaman longsor, yang dimulai 
dari memberikan nilai dan bobot pada masing-masing parameter. Penilaian pada masing-
masing kelas meliputi: Curah hujan terdiri dari 3 kelas, antara lain sedang, tinggi dan sangat 
tinggi. Kemiringan lereng terbagi menjadi 5 kelas. Tutupan lahan terdiri dari 4 kelas, antara 
lain sangat rendah, sedang, sangat tinggi, hingga tinggi. Jenis Tanah terdiri dari 2 kelas, 
antara lain tinggi dan sangat tinggi (Tabel 4.17). Penentuan bobot pada masing-masing 
parameter ditentukan berdasarkan pengaruhnya terhadap ancaman longsor (Sunarta, I.N. et 
al, 2018).  
Tabel 4. 17 Penilaian Ancaman Longsor 
Parameter Klasifikasi Eksisting Bobot Skor 
Jenis Tanah Inceptisol 
12.5% 
5 
Andosol, Litosol 4 
Kemiringan Lereng • >45% 
31.25% 
5 
• 30-45% 4 
• 15-30% 3 
• 8-15% 2 
• <8% 1 
Tutupan Lahan 
• Rumput, tegalan, tanah kosong 
25% 
5 
• Semak belukar, perkebunan 4 
• Bangunan, Permukiman 3 
• Hutan, Sawah Irigasi 1 
Curah Hujan • >2400 mm/tahun 
31.25% 
5 
• 2.100-2.400 mm/tahun 4 
• 1800-2.100 mm/tahun  3 
 Sumber: Sunarta, I.N. et al., (2018); Wahydiyanto, (2018); dan Hasil Analisis, (2021) 
 
Skor dari masing-masing parameter di-overlay dan menghasilkan Peta Ancaman 
Longsor (Gambar 4.6). Peta ancaman longsor dibagi menjadi tiga kelas (tinggi-sedang-
rendah). Semakin tinggi nilai dari perkalian skor dan bobot maka semakin tinggi potensi 
longsor suatu kawasan. Tingkat ancaman umumnya didominasi oleh kategori sedang 
(ditunjukan dengan legenda berwarna kuning). Tingkat ancaman sedang tersebar di seluruh 




Gambar 4. 12 Proses Pengkajian Ancaman Longsor  
Tabel 4.18 menunjukan persebaran tingkat ancaman longsor di Kecamatan Bumiaji. 
Ancaman tinggi memiliki luas 2169 ha (8%) dari total luas kawasan, tersebar di seluruh desa 
di Kecamatan Bumiaji (Gambar 4.13). Desa Tulungrejo adalah kawasan dengan luasan 
ancaman tinggi 932 hektare. Penyebab tingginya ancaman longsor di Kecamatan Bumiaji 
disebabkan oleh curah hujan, jenis tanah jenis tutupan lahan dan tingkat kelerengan. Curah 
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hujan di Kecamatan Bumiaji berada pada kategori sedang-tinggi (1900-2500 mm/tahun). 
Curah hujan menjadi faktor pemicu terjadinya longsor. Intensitas hujan tinggi khususnya 
pada lereng curam menyebabkan air tanah jenuh, dan berdampak pada menurunnya stabilitas 
tanah. Jenis tanah di Kecamatan Bumiaji didominasi oleh andosol (kategori tinggi) terhadap 
ancaman longsor. Jenis tanah yang peka erosi tidak didukung oleh keberadaan vegetasi 
pengikat tanah yang baik. Tingkat ancaman tinggi umumnya berada pada kelerengan >30% 
dan tutupan lahan berupa tegalan. Tegalan pada lereng yang curam berpotensi tinggi 
mengalami longsor dikarenakan sistem perakaran yang lemah sehingga tidak mampu 
mengikat tanah dengan baik (Erfandi, 2013).  
Tabel 4. 18 Ancaman Longsor Kecamatan Bumiaji 
Desa Rendah (ha) Sedang (ha) Tinggi (ha) Total (ha) 
Bulukerto 233 651 57 940 
Bumiaji 270 732 143 1146 
Giripurno 74 338 37 449 
Gunungsari 33 253 350 635 
Pandanrejo 39 320 31 390 
Punten 32 167 58 257 
Sumber Brantas 445 2138 430 3012 
Sumbergondo 172 1141 130 1443 
Tulungrejo 718 2344 932 3995 
Total 2016 8084 2169 12268 
Sumber: Hasil Analisis, 2021 
Tingkat ancaman rendah dan sedang masing-masing mencakup 16% dan 66% dari 
total luas kawasan. Kategori ini umumnya terletak pada kelerengan yang relatif landai (0-
30%) dengan tutupan lahan berupa hutan. Keberadaan tingkat ancaman rendah dan sedang 
tersebar di seluruh desa (Gambar 4.13). Rasio tingkat ancaman rendah terbesar berada pada 
Desa Bulukerto dan Desa Bumiaji.  Desa Bulukerto dan Desa Bumiaji didominasi oleh 
kawasan hutan dan kelerengan <30% sehingga tingkat ancaman relatif rendah. Keberadaan 
vegetasi dengan kerapatan tinggi berperan penting dalam upaya meminimalisir potensi 





Gambar 4. 13 Peta Ancaman Longsor Kecamatan Bumiaji
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4.2.2 Pengkajian Kerentanan 
Pengkajian Kerentanan dibagi menjadi fisik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tabel 
4.19 menjelaskan klasifikasi jenis kerentanan. Penentuan tingkat kerentanan dilakukan 
dengan menentukan skor pada masing-masing jenis parameter, kemudian dilakukan proses 
pertampalan untuk menentukan skor kerentanan kawasan. Penentuan parameter pada 
masing-masing variabel disesuaikan dengan karakteristik kerentanan di Kecamatan Bumiaji 
dengan membagi kelas kerentanan menjadi tig akelas (tinggi-sedang-rendah). 
Tabel 4. 19 Klasifikasi Jenis Kerentanan  
Kerentanan Parameter 
Klasifikasi 
Rendah Sedang Tinggi 
Kerentanan Fisik 







Jumlah Fasilitas Umum 
(50%) 
22-35 unit 36-47 unit 48-60 unit 
Kerentanan Sosial 








Rasio Perempuan (10%) 48.8%-49.3% 49.31-49.7% 49.71-50.2% 
Rasio Difabel (15%) 0.13-0.29% 0.30-0.46% 0.47-0.63% 
Rasio Penduduk Usia 
Rentan (15%) 
16.95-18.18% 18.19-19.40% 19.41-20.63% 
Kerentanan 
Ekonomi 
Lahan Produktif (50%) 18%-41% 42%-65% 65%-88% 
Rasio Kemiskinan (50%) 1.9%-2.9% 2.91%-3.9% 3.91%-4.9% 
Kerentanan 
Lingkungan 
Luas Hutan (15%) 




Luas Semak Belukar (15%) 
5.42-239.02 239.03-472.62 472.63-706.23 
ha 
 
A. Kerentanan Fisik 
Kerentanan fisik berkaitan dengan potensi kerugian infrastruktur dan bangunan 
ketika terjadi bencana longsor. Parameter dalam menentukan tingkat kerentanan fisik antara 
lain rasio panjang jalan dan jumlah fasilitas umum. Rasio panjang jalan diperoleh dengan 
membagi panjang jalan dengan luas total pada masing-masing area (Abella & Westen, 2007). 
Jumlah fasilitas umum ditentukan berdasarkan persebaran fasilitas pendidikan, peribadatan, 
dan kesehatan.  



















Bulukerto 0.03 29 1 1 1 Rendah 




















Giripurno 0.07 60 2 3 2.5 Tinggi 
Gunungsari 0.04 45 1 2 1.5 Rendah 
Pandanrejo 0.06 25 1 1 1 Rendah 
Punten 0.17 25 3 1 2 Sedang 
Sumber Brantas 0.01 22 1 1 1 Rendah 
Sumbergondo 0.01 25 1 1 1 Rendah 
Tulungrejo 0.01 47 1 2 1.5 Rendah 
 
Tabel 4.20 menunjukan tingkat kerentanan fisik didominasi oleh tingkat kerentanan 
rendah. 7 desa di Kecamatan Bumiaji mempunyai kerentanan fisik rendah, antara lain Desa 
Bulukerto, Bumiaji, Gunungsari, Pandanrejo. Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa 
Tulungrejo. Keberadaan infrastruktur fisik pada kawasan ini memiliki rasio yang rendah, 
sehingga tingkat kerentanan yang dapat ditimbulkan juga rendah.  
Tingkat kerentanan sedang berada pada Desa Punten. Desa Punten memiliki rasio 
panjang jalan tertinggi di Kecamatan Bumiaji (0.06 km/km2). Jalan merupakan infrastruktur 
penting yang menunjang pergerakan manusia dan barang. Berdasarkan sejarah kejadian 
bencana selama 2016-2021, tercatat terdapat 2 kejadian bencana longsor yang berdampak 
pada tertimbunnya infrastruktur jalan, tepatnya pada Jalan Raya Bumbung (5 April 2019) 
dan Jalan Kelud (3 Februari 2021) Material tanah longsor pada tebing sisi jalan 
menyebabkan aksesibilitas jalan terputus dan berdampak pada terhambatnya mobilitas 
masyarakat (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021). 
Tingkat kerentanan fisik tinggi berada di Desa Giripurno. Tingginya kerentanan 
disebabkan oleh tingginya rasio bangunan dan infrastruktur fisik. Kejadian longsor pernah 
berdampak pada rusaknya infrastruktur jalan di Desa Giripurno pada 14 Februari 2020 
(BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021).  Curah hujan tinggi menyebabkan terjadinya longsor 
pada bahu jalan dan menghambat mobilitas masyarakat. Peta kerentanan fisik dapat 




Gambar 4. 14 Peta Kerentanan Fisik Kecamatan Bumiaji
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B. Kerentanan Sosial 
Penentuan tingkat kerentanan sosial didasarkan atas kepadatan penduduk, rasio jenis 
kelamin perempuan, rasio disabilitas, dan rasio usia rentan. Kepadatan penduduk didapatkan 
dengan membagi jumlah penduduk dengan luas kawasan. Semakin tinggi kepadatan 
penduduk suatu kawasan, maka semakin tinggi potensi jiwa yang terdampak bencana. Rasio 
penyandang disabilitas diperoleh dengan membagi jumlah penyandang disabilitas dengan 
jumlah penduduk total. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam fisik sehingga 
rentan terdampak longsor. Rasio penduduk usia rentan ditentukan melalui perbandingan 
penduduk usia rentan (<15 tahun dan >60 tahun) dengan jumlah penduduk total. Penduduk 
usia rentan cenderung memiliki kemampuan fisik yang lemah sehingga juga rentan ketika 
terjadi bencana.  


























Bulukerto 628 49.2 0.46 18.38 1 1 2 2 1.30 Rendah 




































3 1 1 2 2.35 Tinggi 
Sumber 
Brantas 
158 48.8 0.29 16.95 1 1 1 1 1.00 Rendah 
Sumbergond
o 
273 50.2 0.13 17.39 1 3 1 1 1.20 Rendah 
Tulungrejo 244 49.9 0.25 18.30 1 3 1 2 1.35 Rendah 
*Keterangan: 
X1 : Kepadatan Penduduk 
X2 : Rasio Jenis Kelamin 
X3 : Rasio Penyandang Disabilitas 
X4 : Rasio Penduduk Usia Rentan 
 
Kerentanan sosial di Kecamatan Bumiaji didominasi oleh kategori rendah pada 5 
desa yaitu Desa Bulukerto, Bumiaji, Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa Tulungrejo, 
yang disebabkan rendahnya kepadatan penduduk (<860 jiwa/km2) (Tabel 4.21 dan Gambar 
4.15. Desa Sumberbrantas merupakan desa dengan kepadatan penduduk terendah di 
Kecamatan Bumiaji (158 jiwa/km2). Kerentanan sosial tinggi terdapat di Desa Giripurno dan 
Desa Punten yang memiliki kepadatan penduduk tinggi (>1563 jiwa/km2). Tingginya angka 
kepadatan menyebabkan semakin banyak pula potensi penduduk yang terpapar bencana.   
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Gambar 4. 15 Peta Kerentanan Sosial Kecamatan Bumiaji 
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C. Kerentanan Ekonomi 
Parameter yang digunakan dalam menentukan kerentanan ekonomi adalah rasio 
lahan produktif dan rasio penduduk miskin. Lahan produktif yang menjadi pertimbangan 
dalam menentukan kerentanan ekonomi meliputi peruntukan perkebunan, pertanian/tegalan, 
dan pariwisata yang menjadi mata pencaharian utama penduduk sehingga kerusakan akibat 
longsor akan menimbulkan kerugian perekonomian terhadap masyarakat setempat (BPBD 
Kota Batu, 2018). Jumlah penduduk miskin menjadi pertimbangan dikarenakan sangat 
rentan terdampak perekonomiannya apabila terjadi suatu bencana.   


















Bulukerto 36% 2.94% 1 2 1.5 Rendah 
Bumiaji 54% 3.15% 2 2 2 Sedang 
Giripurno 69% 4.91% 3 3 3 Tinggi 
Gunungsari 88% 3.37% 3 2 2.5 Tinggi 
Pandanrejo 81% 2.88% 3 1 2 Sedang 
Punten 65% 2.61% 2 1 1.5 Rendah 
Sumber 
Brantas 
18% 2.29% 1 1 1 Rendah 
Sumbergondo 19% 1.93% 1 1 1 Rendah 
Tulungrejo 27% 4.65% 1 3 2 Sedang 
 
Tabel 4.22 dan Gambar 4.16 menunjukan bahwa tingkat kerentanan ekonomi di 
Kecamatan Bumiaji didominasi oleh kategori rendah pada 4 desa, antara lain Desa 
Bulukerto, Sumbergondo, Punten, dan Desa Brantas.  Rendahnya kerentanan ekonomi di 
Desa Bulukerto dan Desa Sumbergondo dikarenakan rendahnya rasio luas lahan produktif 
(<40% dari luas total desa). Desa Punten dan Desa Sumberbrantas memiliki rasio 
kemiskinan yang rendah (<3%), yang menunjukan bahwa jumlah penduduk rentan 
perekonomiannya saat terjadi bencana juga rendah. 
Kerentanan ekonomi tertinggi berada pada Desa Gunungsari, yang memiliki rasio 
luas lahan produktif tertinggi. Lahan produktif di Desa Gunungsari diperuntukan untuk 
agrowisata, dengan komoditas unggulan berupa tanaman mawar seluas 449 ha (88%). 
(Tabel 4.22). Tercatat telah terjadi 2 kejadian bencana longsor sepanjang tahun 2021 yang 
berdampak pada rusaknya lahan pertanian milik warga (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2021). 
Kerusakan pada lahan produktif akan sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat 
setempat.  
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Ditinjau dari parameter rasio kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Desa 
Giripurno merupakan yang tertinggi (4.91%). Keberadaan penduduk miskin mempengaruhi 
kesiapsiagaan ancaman bencana (Hapsoro & Buchori, 2015). Penduduk miskin memiliki 
akses yang terbatas terhadap diversifikasi ekonomi dan tidak memiliki tabungan finansial 
yang stabil yang menyebabkan mereka sangat rentan ketika terjadi bencana alam (Hallegate 
et al., 2020). Tingginya rasio kemiskinan menunjukan bahwa semakin tinggi penduduk yang 
sangat terdampak perekonomiannya ketika terjadi bencana. Kejadian bencana dapat 




Gambar 4. 16 Peta Kerentanan Ekonomi Kecamatan Bumiaji
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D. Kerentanan Lingkungan 
Kerentanan lingkungan berkaitan dengan potensi kerusakan alam yang ditimbulkan 
ketika terjadi bencana. Kerentanan Lingkungan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan 
tutupan lahan vegetasi (Tabel 4.23). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
luas hutan dan semak belukar. Kecamatan Bumiaji terletak di lereng Gunung Arjuno-
Gunung Welirang sehingga tutupan lahan didominasi oleh hutan khususnya pada kelerengan 
tinggi. Parameter lain yang digunakan adalah semak belukar berdasarkan Perka BNPB 
2/2012. Semak belukar memiliki sistem perakaran yang lemah sehingga rentan mengalami 
kejadian longsor (Fadilah et al., 2019).  













Bulukerto 521.52 5.49 1 1 1 Rendah 
Bumiaji 341.62 78.23 1 1 1 Rendah 
Giripurno 0 28.34 1 1 1 Rendah 
Gunungsari 0 5.42 1 1 1 Rendah 
Pandanrejo 0 32.13 1 1 1 Rendah 
Punten 0 30.79 1 1 1 Rendah 
Sumber 
Brantas 
2383.31 14.26 3 1 2 Sedang 
Sumbergondo 871.56 253.68 2 2 2 Sedang 
Tulungrejo 2067.01 706.23 3 3 3 Tinggi 
 
Kerentanan lingkungan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan tindakan 
pengelolaan lingkungan (Yoo et al., 2014). Kerentanan lingkungan di Kecamatan Bumiaji 
didominasi kategori rendah pada 6 desa, antara lain Desa Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, 
Gunungsari, Pandanrejo, dan Desa Punten. Tingkat kerentanan rendah pada Desa Giripurno, 
Desa Pandanrejo, Desa Gunungsari, dan Desa Punten disebabkan tidak adanya kawasan 
hutan sehingga potensi kerusakan lingkungan rendah.  
Tingkat kerentanan lingkungan tinggi berada pada Desa Tulungrejo. Desa ini 
memiliki hutan lindung khususnya pada kelerengan tinggi. Hutan memiliki fungsi sebagai 
keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan pada kawasan hutan akibat bencana longsor 
dapat mengganggu ekosistem. Luas hutan lindung di Desa Tulungrejo sebesar 2067.75 
hektare yang tersebar pada bagian barat dan timur (Gambar 4.4). Persebaran tingkat 




Gambar 4. 17 Peta Kerentanan Lingkungan  terhadap Longsor di Kecamatan Bumiaji
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E. Kerentanan Kawasan 
Kerentanan kawasan didapatkan dari hasil pertampalan antara kerentanan fisik, 
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Skor pada masing-masing jenis parameter dibobotkan 
berdasarkan Perka BNPB 2/2012 kemudian dioverlay untuk menentukan skor kerentanan 
kawasan. Tingkat kerentanan kawasan akan mempengaruhi tingkat risiko bencana. Semakin 
tinggi tingkat kerentanan maka semakin tinggi tingkat risiko longsor suatu kawasan. 
Penilaian kerentanan kawasan dapat dijelaskan pada Tabel 4.24 



















Bulukerto 1 1.30 1.5 1 1.00 Rendah 
Bumiaji 1.5 1.50 2 1 1.58 Sedang 
Giripurno 2.5 3.00 2 1 2.68 Tinggi 
Gunungsari 1.5 2.15 2 1 1.96 Sedang 
Pandanrejo 1 2.00 1 1 1.65 Sedang 









1.20 1 2 
1.18 Rendah 
Tulungrejo 1.5 1.35 3 3 1.72 Sedang 
 
Tingkat kerentanan kawasan di Kecamatan Bumiaji didominasi oleh kerentanan 
sedang, yang tersebar di 5 desa yaitu Desa Bumiaji, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, dan 
Desa Tulungrejo. Desa Sumbergondo memiliki skor kerentanan kawasan yang paling 
rendah. Kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi di Desa Sumbergondo merupakan yang 
terendah di Kecamatan Bumiaji. Hal ini dikarenakan 60% kawasan berada pada kelerengan 
tinggi (>30%), sehingga aktivitas budidaya yang dapat dilakukan terbatas.  
Desa Giripurno memiliki nilai skor kerentanan kawasan tertinggi di Kecamatan 
Bumiaji. Aspek yang berpengaruh terhadap tingginya tingkat kerentanan kawasan adalah 
skor kerentanan fisik dan lingkungan. Tingginya potensi ekonomi berupa pertanian dan 
pariwisata mendorong penduduk memilih tinggal di Desa Giripurno. Jumlah penduduk yang 
tinggi akan berdampak pada tingginya kebutuhan sarana dan prasarana. Jumlah fasilitas 
umum dan panjang jaringan jalan di Desa Giripurno lebih tinggi dibanding desa lainnya. Hal 
ini menyebabkan potensi kerugian pada aspek sosial dan fisik akan tinggi jika terjadi bencana 
longsor. Peta Kerentanan Kawasan dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Peta Kerentanan Kawasan Kecamatan Bumiaji
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4.2.3 Risiko Bencana Kecamatan Bumiaji 
Risiko bencana longsor pada penelitian ini dapat diartikan sebagai ancaman kerugian 
bencana pada lingkup Kecamatan Bumiaji Penilaian tingkat risiko bencana dilakukan 
dengan membandingkan matriks ancaman-kerentanan. Variabel ancaman dan kerentanan 
dibandingkan berdasarkan kelas tingkatannya. Ancaman dan kerentanan di Kecamatan 
Bumiaji berbanding lurus dengan tingkat risiko. Tingginya  ancaman dan kerentanan akan 
menyebabkan tingkat risiko bencana semakin tinggi.   
 
 
Gambar 4. 19 Proses Penyusunan Peta Risiko Longsor Kecamatan Bumiaji 
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Tabel 4. 25 Tingkat Risiko Longsor Kecamatan Bumiaji 
Desa Rendah (ha) Sedang (ha) Tinggi (ha) Total (ha) 
Bulukerto 883.45 56.82 0.00 940.26 
Bumiaji 270.38 732.15 143.33 1145.87 
Giripurno 0.00 73.57 375.17 448.74 
Gunungsari 32.70 252.54 350.12 635.36 
Pandanrejo 39.19 319.97 31.23 390.39 
Punten 31.52 167.30 58.29 257.12 
Sumber Brantas 2582.37 429.96 0.00 3012.32 
Sumbergondo 1313.50 129.72 0.00 1443.22 
Tulungrejo 718.38 2343.66 932.48 3994.53 
Total 5871.48 4505.69 1890.63 12267.81 
  
Tabel 4.25 menunjukan distribusi tingkat risiko bencana longsor di Kecamatan 
Bumiaji. Secara spasial, persebaran risiko bencana dapat digambarkan pada Peta Risiko 
Bencana Longsor (Gambar 4.20). Risiko longsor didominasi oleh klasifikasi rendah sebesar 
48% dari total luas kawasan, tersebar di 8 desa meliputi Desa Bulukerto, Bumiaji, 
Gunungsari, Pandanrejo, Punten, Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa Tulungrejo. 
Tingkat ancaman dan kerentanan yang rendah menyebabkan risiko yang dihasilkan juga 
rendah. Desa dengan luas tingkat risiko rendah terbesar adalah Desa Sumberbrantas 
(2582.37 ha). Keberadaan hutan lindung pada kawasan ini dapat meminimalisir potensi 
ancaman longsor. Hutan memiliki perakaran yang kuat untuk mengikat horizon tanah 
sehingga mampu menahan gerakan tanah. Tingkat risiko sedang memiliki persentase luasan 
terkecil, hanya mencakup 15% dari total kawasan, tersebar di seluruh desa dengan luasan 
tertinggi berada pada Desa Tulungrejo (2343.66 hektare). 
Tingkat risiko tinggi tersebar pada 6 (enam) desa meliputi Desa Bumiaji, Giripurno, 
Gunungsari, Punten, Pandanrejo dan Desa Tulungrejo, yang mencakup 30% dari luas 
Kecamatan Bumiaji. Risiko longsor tinggi disebabkan oleh tingginya kerentanan dan 
ancaman khususnya pada Desa Gunungsari, Desa Tulungrejo dan Desa Giripurno. Tingginya 
tingkat kerentanan umumnya disebabkan oleh tingginya kerentanan social dan 
perekonomian. Tingginya ancaman disebabkan oleh curah hujan, kelerengan dan tutupan 
lahan. Curah hujan dapat menjadi pemicu terjadinya bencana longsor. Inflitrasi air hujan 
dapat menyebabkan air tanah jenuh, khususnya pada tanah yang peka erosi yakni andosol 
dan kambisol yang menyebabkan kerapatan tanah menurun. Kondisi ini diperparah adanya 
kerusakan vegetasi yang mampu mengikat tanah. Keberadaan tegalan pada lereng curam 
menyebabkan tingginya potensi kejadian longsor.  Sistem tegalan memiliki perakaran yang 
lemah dalam mengikat tanah, sehingga dapat memicu terjadinya bencana longsor.
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Gambar 4. 20 Peta Risiko Tanah Longsor Kecamatan Bumiaji
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4.3 Peraturan Zonasi 
Peraturan zonasi pada penelitian ini digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan 
ruang spesifik terhadap bencana longsor. Hasil analisis risiko longsor dibandingkan dengan 
kondisi eksisting untuk menentukan pengendalian pada masing-masing tingkat risiko 
bencana (Tabel 4.21-4.23 dan Gambar 4.22- 4.24). Pembagian zona longsor didasarkan 
karakteristik topografi suatu kawasan dan dibandingkan tingkat risiko bencana longsor 
sesuai dengan Permen PU No 22/2007, kemudian secara spesifik masing-masing tingkat 
risiko dibagi menjadi 3 zona antara lain zona A (kelerengan >40%), zona B (21-40%), dan 
zona C (0-20%). Pengendalian pemanfataan ruang pada masing-masing zona bergantung 
pada tingkat risiko dan zona. Semakin tinggi risiko dan kelerangan maka semakin terbatas 
penggunaan lahan yang dapat dibangun. Persebaran zona pada berbagai tingkat risiko dapat 
digambarkan pada Gambar 4.21.   Penjelasan pada masing masing zona antara lain: 
• Zona A Risiko Tinggi: Kelerengan >40% pada risiko tinggi, tersebar di Desa Bumiaji, 
Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, dan Desa Tulungrejo; 
• Zona B Risiko Tinggi: Kelerengan 20-40% pada risiko tinggi, tersebar di Desa 
Bumiaji, Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, dan Desa Punten; 
• Zona C Risiko Tinggi: Kelerengan 0-20% pada risiko tinggi, tersebar di Desa Bumiaji, 
Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, dan Desa Tulungrejo; 
• Zona A Risiko Sedang: Kelerengan >40% pada Risiko Sedang, tersebar di Desa 
Bulukerto, Bumiaji, Gunungsari, Punten, Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa 
Tulungrejo; 
• Zona B Risiko Sedang: Kelerengan 20-40% pada risiko sedang, tersebar di seluruh 
desa; 
• Zona C Risiko Sedang: Kelerengan 0-20% pada risiko sedang, tersebar di Desa 
Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Punten, Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa 
Tulungrejo; 
• Zona A Risiko Rendah: Kelerengan >40% pada risiko rendah, tersebar di Desa 
Bulukerto, Bumiaji, Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa Tulungrejo; 
• Zona B Risiko Rendah: Kelerengan 20-40% pada risiko rendah, tersebar di Desa 
Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Punten, Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Desa 
Tulungrejo; 
• Zona C Risiko Rendah: Kelerengan 0-20% pada risiko rendah, tersebar di seluruh desa. 
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Gambar 4. 21 Peta Pembagian Zonasi Bencana Longsor Kecamatan Bumiaji
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4.3.1 Arahan Zonasi  pada Tingkat Risiko Tinggi  
A. Kesesuaian antara Guna Lahan Eksisting dengan Permen PU 22/2007 dan 
RTRW Kota Batu 
Luas kawasan dengan risiko tinggi terhadap longsor sebesar 1890.63 ha, yang terbagi 
menjadi zona A sebesar 111.35 ha, Zona B sebesar 868.12 ha, dan zona C sebesar 910. 23 
ha (Gambar 4.21). Penggunaan lahan eksisting pada zona risiko tinggi meliputi 
permukiman, hutan lindung, perkebunan, pariwisata, belukar, tanah terbuka, dan tegalan. 
Tabel 4.26 menunjukan kesesuaian guna lahan eksisting terhadap Permen PU No 22/2007 
dan RTRW Kota Batu pada tingkat risiko tinggi, antara lain: 
1. Zona A pada risiko tinggi: Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung. Terdapat 7.1 ha peruntukan lahan yang sesuai dan 49.03 ha 
yang tidak sesuai ketentuan zonasi (Gambar 4.22 dan Tabel 4.26). Guna lahan 
eksisting yang sesuai meliputi hutan lindung, dan yang tidak sesuai meliputi 
perkebunan, pertanian musim/tegalan, serta semak belukar. Namun, terdapat 
perbedaan terhadap ketentuan Pola Ruang RTRW Kota Batu, dimana peruntukan 
berupa pertanian masih diperbolehkan. 
2. Zona B pada risiko tinggi: Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung dan kawasan budidaya secara terbatas meliputi perkebunan, 
tegalan, dan pariwisata (Tabel 3.10).  Penggunaan lahan eksisting yang sesuai antara 
lain hutan lindung, perkebunan, tegalan, dan pariwisata seluas 867.7 ha (Tabel 4.26 
dan Gambar 4.22). Penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan Permen PU adalah 
permukiman seluas 0.5 hektare. Terdapat perbedaan ketentuan terhadap Pola Ruang 
RTRW Kota Batu, dimana peruntukan permukiman masih diperbolehkan untuk 
dibangun di zona ini. 
3. Zona C pada risiko tinggi: Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung dan kawasan budidaya secara terbatas meliputi perkebunan, 
tegalan, perkebunan dan pariwisata/ Guna lahan yang sesuai antara lain hutan lindung, 
perkebunan, tegalan, dan pariwisata seluas 8777.8 ha. Guna lahan yang tidak sesuai 
adalah  permukiman seluas 32.47 hektare (Tabel 4.27 dan Gambar 4.22). Terdapat 
perbedaan ketentuan dengan Pola Ruang RTRW Kota Batu, dimana peruntukan 













Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 
(ha) 
Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 
S TS S TS S TS S TS S TS S TS 
Bumiaji 














































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0 
Semak Belukar 0 1.4 11.5 0 2.1 0 2.7 1.4 69.2 0.0 8.4 0 
Tegalan 0 0 27.9 0 100.3 0 




Permukiman 0 0 0 0.2 0 31.73  0.0 0.0 0.2 0.4 664.2 0 
Perkebunan 0 0 0 0 0.1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 
Semak Belukar 0 0.5 13.6 0 20.7 0 0.5 1.1 95.1 0.0 269.2 0 
Tegalan 0 0 10.8 0 297 0 0.0 0.0 108.0 10.8 5641 0 
Gunungsari 
Permukiman 0 0 0 0.1 0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 





600.0 218.3 0.0 
0 
Pariwisata 0 0 0.1 0 0.3 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0 
Semak Belukar 0 4.4 0.8 0 0.1 0 4.4 4.4 1.7 0.0 0.1 0 
Tegalan 0 9 203.9 0 53.5 0 






Semak Belukar 0 0.1 2.5 0 0 0 0.0 0.1 5.0 2.5 0.0 0 
Tegalan 0 0.1 3.9 0 24.6 0 0.0 0.0 27.3 7.8 295.7 0 
Punten 
Permukiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perkebunan 0 3.4 15.9 0 0 0 3.4 13.4 95.6 31.9 0.0 0 
Semak Belukar 0 0.1 2.7 0 0.1 0 0.0 0.1 10.9 2.7 0.1 0 
Tegalan 0 0.8 22 0 13.1 0 0.8 5.3 264.0 154.0 157.7 0 
Tulungrejo 
Permukiman 0 0 0 0.2 0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 2.1 0 
Hutan Lindung 7.1 0 0 0 0 0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 










Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 
(ha) 
Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 













0 6040.7 0.0 262.7 
0 
Tanah Terbuka 0 0 0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 
Tegalan 0 11.2 243 0 341.8 0 



















S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
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Gambar 4. 22 Peta Kesesuaian Guna Lahan terhadap Zonasi Permen PU 22/2007  pada Tingkat Risiko Tinggi  
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B. Kesesuaian Rencana Pola Ruang RTRW terhadap Permen PU 22/2007 
Sub bahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi rencana pola ruang dengan ketentuan 
longsor yang terdapat pada Permen PU 22/2007. Berdasarkan sub bahasan sebelumnya 
(Tabel 4.26), terdapat ketidaksesuaian antara kedua peraturan tersebut. Tabel 4.27 secara 
rinci menjabarkan kesesuaian  pada masing masing zona, antara lain: 
1. Zona A Risiko Tinggi: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung dan pariwisata terbatas. Terdapat ketidaksesuaian pada 
peruntukan budidaya meliputi hutan produksi, pertanian, dan perumahan.  
2. Zona B Risiko Tinggi: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindun, pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Permukiman 
dilarang pada tingkat risiko ini. Terdapat ketidaksesuaian dengan rencana pola ruang 
dimana terdapat arahan perumahan serta sarana penunjang permukiman lainnya 
seperti pelayanan umum. 
3. Zona C Risiko Tinggi: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindun, pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Zona ini telah 
sesuai dengan arahan yang terdapat pada RTRW Kota Batu. 
Tabel 4. 27 Kesesuaian Pola Ruang RTRW dengan Permen PU 22/2007 pada Risiko Tinggi 
Desa Pola Ruang 
A B C 
S TS S TS S TS 
Bumiaji 
Hutan Lindung 1.4 0 34.6 0 4.2 0.0 
Hutan Produksi 0.0 1.4 67.4 0 202.8 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0.0 0.0 27.9 100.3 0.0 
Pariwisata 0.0 0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 
Pertanian 0.0 0.0 123.2 0.0 501.7 0.0 
Perumahan 0.0 0.0 0.0 0.0 401.3 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0.0 55.9 0.0 301.0 0.0 
Taman Hutan Raya 1.4 0.0 11.5 0.0 2.1 0.0 
Giripurno 
Pelayanan Umum 0.0 0.0 0.0 0.0 475.7 0.0 
Pariwisata 0.0 0.0 35.2 0.0 995.3 0.0 
Pertanian 0.0 1.1 119.3 0.0 2689.2 0.0 
Perumahan 0.0 0.0 0.0 11.2 1038.1 0.0 
Sempadan Sungai 0.5 0.0 48.8 0.0 1376.1 0.0 
Gunungsari 
Hutan Lindung 138.3 0.0 1292.0 0.0 267.6 0.0 
Hutan Produksi 0.0 156.4 2160.7 0.0 481.2 0.0 
Kawasan Pelayanan Umum 0.0 0.0 0.0 407.2 106.9 0.0 
Pertanian 0.0 0.0 0.0 0.0 106.9 0.0 
Perumahan 0.0 82.5 0.0 2254.7 641.8 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pandanrejo 
Hutan Produksi 0.0 0.0 3.9 0.0 24.6 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pariwisata 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 0.0 
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Desa Pola Ruang 
A B C 
S TS S TS S TS 
Pertanian 0.0 0.2 20.6 0.0 123.2 0.0 
Perumahan 0.0 0.0 0.0 10.3 49.3 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0.0 7.8 0.0 73.9 0.0 
Punten 
Hutan Lindung 4.1 0.0 40.7 0.0 13.1 0.0 
Hutan Produksi 0.0 11.7 135.2 0.0 13.1 0.0 
Kawasan Pelayanan Umum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pertanian 0.0 6.4 194.7 0.0 78.8 0.0 
Perumahan 0.0 0.8 0.0 188.6 52.7 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
Tulungrejo 
Hutan Lindung 389.8 0.0 3924.3 0.0 2098.4 0.0 
Hutan Produksi 0.0 241.0 3903.8 0.0 4173.0 0.0 
Industri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0.0 0.0 486.0 683.4 0.0 
Perdagangan dan Jasa 0.0 0.0 0.0 0.0 341.7 0.0 
Pertanian 0.0 132.4 2449.8 0.0 2122.8 0.0 
Perumahan 0.0 0.0 0.0 1713.5 3075.3 0.0 
Ruang Terbuka Hijau 0.0 0.0 243.0 0.0 341.9 0.0 
Sempadan Sungai 59.9 0.0 726.3 0.0 389.5 0.0 
Taman Hutan Raya 104.4 0.0 726.3 0.0 707.3 0.0 
Total 699.8 0.00 633.7 16325.0 5099.5 0.00 
 
C. Arahan Peraturan Zonasi pada Tingkat Risiko Tinggi 
Penentuan peraturan zonasi didasarkan atas kesesuaian yang terdapat pada Tabel 
4.26 dan 4.27. Kesimpulan dari hasil analisis antara lain sebagai berikut:  
1. Zona A: Guna lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan lindung. 
Peruntukan pertanian dan permukiman diperbolehkan pada RTRW Kota Batu namun 
dilarang pada Permen PU 22/2007. Arahan peraturan zonasi antara lain (Tabel 4.28): 
a. Hutan Lindung dipertahankan  
b. Permukiman diterapkan performance zoning berupa pembatasan rasio lantai 
bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi penahan gerakan tanah. 
c. Pertanian dibatasi pengembangannya dan diterapkan skema TDR.  
d. Pemberian insentif/bonus berupa dimudahkannya izin dan  perizinan dan 
penurunan pajak bagi pemilik lahan yang sesuai dengan ketentuan. 
2. Zona B: Guna lahan yang sesuai kedua peraturan adalah hutan lindung. Pertanian, 
perkebunan, dan pariwisata diizinkan dengan ketentuan khusus. Peruntukan kawasan 
permukiman diperbolehkan pada RTRW Kota Batu namun dilarang pada Permen PU 
22/2007. Aahan peraturan zonasi antara lain (Tabel 4.28): : 
a. Hutan lindung dipertahankan. 
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b. Pertanian dan perkebunan diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Menjaga lingkungan 
2) Adanya vegetasi dan pola penanaman yang sesuai kontur 
3) Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng dan dilengkapi sistem drainase 
c. Pariwisata diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Jenis wisata air 
2) Rekayasa teknis yang dapat menjaga kestabilan lereng 
e. Permukiman eksisting diterapkan performance zoning berupa pembatasan rasio 
lantai bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi yang dapat menahan 
gerakan tanah.  
f. Pemberian insentif/bonus berupa dimudahkannya izin dan penurunan pajak bagi 
pemilik lahan yang menyesuaikan ketentuan.  
3. Zona C: Guna lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan lindung. 
Pertanian, perkebunan, dan pariwisata diizinkan dengan ketentuan tertentu. 
Peruntukan permukiman diperbolehkan pada RTRW Kota Batu namun dilarang pada 
Permen PU 22/2007. Arahan peraturan zonasi yakni (Tabel 4.28): 
a. Hutan lindung dipertahankan 
b. Pertanian dan perkebunan diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Menjaga lingkungan 
2) Vegetasi dan pola penanaman yang sesuai kontur 
3) Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng dan dilengkapi sistem drainase 
c. Pariwisata diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Jenis wisata air 
2) Rekayasa teknis yang dapat menjaga kestabilan lereng 
d. Permukiman eksisting diterapkan performance zoning berupa pembatasan rasio 
lantai bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi yang dapat menahan 
gerakan tanah.  
e. Pemberian insentif/bonus bagi pemilik lahan yang sesuai dengan ketentuan 
zonasi 
Tabel 4. 28 Arahan Peraturan Zonasi berdasarkan hasil Analisis Kesesuaian Lahan 
Zona  Guna Lahan 
Eksisting 
Ketentuan menurut 
Permen PU 22/2007 
Ketentuan 
RTRW 
Arahan Peraturan Zonasi 
A 




Tidak Sesuai Sesuai Diterapkan TDR 
Permukiman Tidak Sesuai Sesuai Performance Zoning 
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Zona  Guna Lahan 
Eksisting 
Ketentuan menurut 
Permen PU 22/2007 
Ketentuan 
RTRW 
Arahan Peraturan Zonasi 
B 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses 
dan insentive/bonus zoning 
Pariwisata Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses 
Permukiman Tidak Sesuai Sesuai Performance Zoning 
C 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses 
dan insentive/bonus zoning 
Pariwisata Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses 
dan insentif/bonus zoning 
Permukiman Tidak Sesuai Sesuai Performance Zoning 
 
4.3.2 Arahan Zonasi pada Tingkat Risiko Sedang 
A. Kesesuaian antara Guna Lahan Eksisting dengan Permen PU 22/2007 dan 
RTRW Kota Batu 
Tabel 4.27 menunjukan kesesuaian zonasi dan arahan peraturan zonasi pada tingkat 
risiko sedang dengan penjelasan sebagai berikut: 
A. Zona A pada risiko sedang:  Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung dan pariwisata secara terbatas. Terdapat 534 hha guna lahan 
yang sesuai meliputi hutan lindung dan 13 ha tidak sesuai meliputi tegalan/pertanian, 
semak belukar, perkebunan, dan permukiman (Gambar 4.23 dan Tabel 4.29). 
Terdapat ketidaksesuaian ketentuan dengan RTRW dimana peruntukan perumahan, 
pertanian, dan perkebunan diperbolehkan dibangun sedangkan pada Permen PU 
22/2007 dilarang.  
B. Zona B pada risiko sedang:  Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung, perkebunan, tegalan, dan pariwisata. Terdapat 2417.45 
hektare lahan yang sesuai meliputi hutan lindung, pariwisata, perkebunan, dan 
tegalan. Guna lahan eksisting yang tidak sesuai adalah industri pengolahan pertanian 
seluas 0.72 hektare terletak di Desa Sumberbrantas (Gambar 4.23 dan Tabel 4.29).  
C. Zona C pada risiko sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung, perkebunan, tegalan, dan pariwisata. Terdapat 3057 hektare 
lahan yang sesuai meliputi hutan lindung, pariwisata, permukiman, perkebunan, dan 
tegalan, dan 14.41 hektare yang tidak sesuai meliputi industri (Gambar 4.23 dan 
Tabel 4.29). Terdapat ketidaksesuaian ketentuan dengan RTRW dimana peruntukan 
industri diperbolehkan dibangun sedangkan pada Permen PU 22/2007 dilarang.   
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Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 
S TS S TS S TS S TS S TS S TS 
Bulukerto 


















































7.09 0 0 0 0 0 7.1 0 0.0 0 0.0 0 
Perkebunan 0 0 0.01 0 0.28 0 0 0 0.0 0 0.6 0 
Semak Belukar 0 0 0.04 0 0.11 0 0 0 0.0 0 0.1 0 
Tegalan/Ladang 0 0.05 13.62 0 35.62 0 0.1 0 95.3 0 463.0 0 
Bumiaji 







0 12.64 0 
66 0 552.0 0.0 37.9 0.0 
Industri 0 0 0 0 0 0.65 0 0 0.0 0.0 0.6 0.0 
Perkebunan 0 0 0.5 0 3.51 0 0 0 1.0 0.0 14.0 0.0 
Semak Belukar 0 0 14.71 0 48.15 0 0 0 103.0 0.0 626.0 0.0 
Tanah Terbuka 0 0 0 0 1.73 0 0 0 0.0 0.0 6.9 0.0 








Permukiman 0 0 0 0 70.25 0 0 0 0.0 0.0 1967.0 0.0 
Perkebunan 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Semak Belukar 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0.0 0.0 0.5 0.0 
Tegalan/Ladang 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 
Gunungsari 
  









Perkebunan 0 0.01 43.19 0 30.65 0 0.04 0 734.20 0.00 490.44 0.0 
Pariwisata 0 0 0 0 0.51 0 0 0 0.00 0.00 1.54 0.0 
Rumput 0 0 0.04 0 0.24 0 0 0 0.04 0.00 0.72 0.0 















Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 














0 0 0 0.15 8.67 0 0 0 0.5 0.0 43.3 0.0 
Pariwisata 0 0 0.14 0 2.09 0 0 0 0.1 0.0 2.1 0.0 
Semak Belukar 0 0 8.05 0 21.47 0 0 0 48.3 0.0 171.8 0.0 




0 0 0.1 0.0 6134.9 0.0 
Punten 
Permukiman 0 0.03 0 0 25.57 0 0.1 0 69.9 0.0 688.9 0.0 
Perkebunan 0 0 24.17 0 37.47 0 
0 0 362.5 0.0 599.6 0.0 
Semak Belukar 0 0 13.81 0 13.14 0 0 0 69.1 0.0 105.1 0.0 
Tanah Terbuka 0 0 0 0 0.05 0 
0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 
Tegalan/Ladang 0 0 0.02 0 47.38 0 0 0 0.1 0.0 1135.8 0.0 
Sumber 
Brantas 
Permukiman 0 0 0 0.09 0.03 0 
0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0 
Hutan Lindung 9.11 0 0.01 0 0 0 9.1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Perkebunan 0 9.4 11.07 0 2.37 0 
18.8 0 33.1 0.0 7.1 0.0 
Semak Belukar 0 1.96 5.73 0 1.88 0 3.9 0 11.5 0.0 3.8 0.0 




7.2 0 782.1 0.0 5247.4 0.0 
Sumbergond
o 
Permukiman 0 0 0 0 0.01 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hutan Lindung 34.3 0 0.04 0 0 0 34.2 0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Semak Belukar 0 0.06 13.15 0 7.98 0 0.2 0 52.6 0.0 16.0 0.0 
Tegalan/Ladang 0 0.03 15.54 0 58.67 0 0.1 0 155.4 0.0 704.0 0.0 









Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 















0.0 1497.0 0.0 
Industri 0 0 0 0.26 0 
14.4
1 
0.0 0 0.5 0.0 57.7 28.8 
Perkebunan 0 0 22.2 0 46.8 0 0.0 0 222.0 0.0 561.6 0.0 
Pariwisata 1.05 0 10.34 0 14.72 0 5.3 0 124.0 0.0 161.9 0.0 
Rumput 0 0 0 0 0.17 0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 







0.0 0 5263.6 0.0 6097.9 0.0 
Tanah Terbuka 0 0 0 0 4 0 0.0 0 0.0 0.0 20.0 0.0 





























S : Sesuai 




Gambar 4. 23 Peta Kesesuaian Zonasi pada Tingkat Risiko Sedang 
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B. Kesesuaian Rencana Pola Ruang RTRW terhadap Permen PU 22/2007 
Sub bahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi rencana pola ruang dengan ketentuan 
longsor yang terdapat pada Permen PU 22/2007. Berdasarkan sub bahasan sebelumnya 
(Tabel 4.26), terdapat ketidaksesuaian antara kedua peraturan tersebut. Tabel 4.28 secara 
rinci menjabarkan kesesuaian  pada masing masing zona, antara lain: 
1. Zona A Risiko Sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung dan  pariwisata. Terdapat ketidaksesuaian dimana 
peruntukan pertanian, perumahan dan hutan produksi diperbolehkan dalam RTRW 
namu  dilarang dalam Permen PU 22/2007. 
2. Zona B Risiko Sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan permukiman. 
Permukiman dilarang pada tingkat risiko ini. Terdapat ketidaksesuaian dengan 
rencana pola ruang dimana terdapat arahan perumahan serta sarana penunjang 
permukiman lainnya seperti pelayanan umum. Terdapat ketidaksesuaian dimana 
peruntukan permukiman berupa perumahan dan pelayanan umum diperbolehkan 
dalam RTRW namun  dilarang dalam Permen PU 22/2007. 
3. Zona C Risiko Sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan permukiman. 
Terdapat ketidaksesuaian dimana peruntukan industry diperbolehkan dalam RTRW 
namun  dilarang dalam Permen PU 22/2007. 
Tabel 4. 30 Kesesuaian Pola Ruang RTRW dengan Permen PU 22/2007 
Desa Pola Ruang 
A B  C  
S TS S TS S TS 
Bulukerto 
Hutan Produksi 0 0 13.6 0.0 35.6 0 
Pertanian 0.0 0.1 54.5 0.0 213.7 0 
Perumahan 0 0 13.7 0.0 142.9 0 
Sempadan Sungai 0 0 13.6 0.0 71.5 0 
Taman Hutan Raya 7.1 0 0.0 0.0 0.0 0 
Bumiaji 
Hutan Lindung 22.0 0 360.6 0.0 157.1 0 
Hutan Produksi 0.0 22.0 125.1 0.0 1630.5 0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 0.0 
3586.7 
Pariwisata 0.0 0 14.7 0.0 1054.1 0 
Pertanian 0.0 0 30.7 0.0 4668.4 0 
Perumahan 0.0 0  0.3 0.0 3613.2 
Sempadan Sungai 0.0 0 15.2 0.0 2528.3 0 
Taman Hutan Raya 22.0 0 110.4 0.0 60.8 0 
Giripurno 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 0.00 632.3 
Pariwisata 0.0 0 0.0 0.0 210.8 0 
Pertanian 0.0 0 0.6 0.0 424.3 0 
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Desa Pola Ruang 
A B  C  
S TS S TS S TS 
Perumahan 0.0 0 0.0 0.0 0.00 421.5 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.0 0.0 281.2 0 
Gunungsari 
Hutan Lindung 0.1 0 272.7 0.0 1054.6 0 
Hutan Produksi 0.0 0.2 343.0 0.0 1495.1 0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0 13.5 0.00 977.9 
Pertanian 0.0 0 0.0 0.0 437.8 0 
Perumahan 0.0 0 0 281.0 0.00 3888.3 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.0 0.0 137.9 0 
Pandanrejo 
Hutan Produksi 0.0 0 8.0 0.0 300.3 0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 0.00 8.7 
Pariwisata 0.0 0 0.0 0.0 836.6 0 
Pertanian 0.0 0 24.5 0.0 2872.4 0 
Perumahan 0.0 0 0.0 8.4 0.00 1175.7 
Sempadan Sungai 0.0 0 8.1 0.0 1158.4 0 
Punten 
Hutan Lindung 0.0 0 38.0 0.0 97.9 0 
Hutan Produksi 0.0 
0.000
2 128.4 0.0 296.3 0 
Pelayanan Umum 0.0 0   0.0 0,00 243.9 
Pertanian 0.0 0.1 167.6 0.0 698.2 0 
Perumahan 0.0 0.05 0 167.6 0.00 1193.2 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.2 0.0 1.4 0 
Sumber 
Brantas 
Hutan Lindung 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 
Hutan Produksi 0.0 14.2 251.4 0.0 930.3 0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 0 617.3 
Pertanian 0.0 14.2 407.8 0.0 1856.4 0 
Perumahan 0.0 0 0 78.2 0 1543.4 
Taman Hutan Raya 10.5 0 89.2 0.0 311.0 0 
Sumbergond
o 
Hutan Lindung 0.1 0 44.2 0.0 125.3 0 
Hutan Produksi 0.0 0.1 44.3 0.0 125.3 0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 
Pertanian 0.0 0.1 88.4 0.0 234.7 0.00 
Perumahan 0 0 0 15.5 0.00 176.0 
Sempadan Sungai 0 0 15.5 0.0 58.7 0 




7 0 9321.6 0.0 5011.2 0 
Hutan Produksi 0 
1382.
7 4207.5 0.0 5324.3 0 
Industri 0.0 0 0.0 0.0 0 79.0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0 9.2 0 2568.6 
Perdagangan dan Jasa 0.0 0 0.0 0.0 0 386.2 
Pariwisata 1.05 0 10.3 0.0 14.7 0 
Pertanian 0.0 
463.7
0 2412.7 0.0 3692.8 0 
Perumahan 0.00 0 0 66.0 0.00 5268.9 
Ruang Terbuka Hijau 0.00 0 0.0 0.0 340.0 0 
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Desa Pola Ruang 
A B  C  
S TS S TS S TS 
Sempadan Sungai 0.00 0 1246.2 0.0 907.5 0 
Taman Hutan Raya 
921.0
8 0 2102.5 0.0 853.2 0 





C. Arahan Peraturan Zonasi pada Tingkat Risiko Sedang 
Penentuan peraturan zonasi didasarkan atas kesesuaian yang terdapat pada Tabel 
4.29 dan 4.30. Kesimpulan dari hasil analisis antara lain sebagai berikut  
1. Zona A: Penggunaan lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan 
lindung. Peruntukan pertanian dan perumahan diperbolehkan pada RTRW Kota Batu 
namun dilarang pada Permen PU 22/2007. Berdasarkan kondisi tersebut arahan 
peraturan zonasi pada zona ini antara lain (Tabel 4.31): 
a. Hutan Lindung dipertahankan  
b. Pertanian dan perkebunan diterapkan TDR pada zona dengan risiko lebih rendah. 
c. Permukiman diterapkan performance zoning berupa pembatasan rasio lantai 
bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi yang dapat menahan gerakan 
tanah.  
2. Zona B: Penggunaan lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan 
lindung. Pertanian, perkebunan, dan pariwisata diizinkan bersyarat. Peruntukan 
perumahan diperbolehkan pada RTRW Kota Batu namun dilarang pada Permen PU 
22/2007. Berdasarkan kondisi tersebut arahan peraturan zonasi antara lain (Tabel 
4.31): : 
a. Hutan lindung dipertahankan 
b. Pertanian dan perkebunan diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Menjaga lingkungan 
2) Adanya tanaman dan pola penanaman yang sesuai kontur 
3) Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng dan dilengkapi sistem drainase 
c. Pariwisata diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Jenis wisata air 
2) Rekayasa teknis yang dapat menjaga kestabilan lereng 
d. Permukiman diterapkan performance zoning berupa pembatasan rasio lantai 
bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi yang dapat menahan gerakan 
tanah.  
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e. Industri yang dibangun sebelum RTR berlaku diterapkan  pembatasan berupa 
performance zoning, jika dibangun setelah ditetapkannya RTR direlokasi dengan 
skema TDR dan diterapkan disinsentif berupa pembatasan pembangunan, pajak 
tinggi, serta pencabutan izin usaha. 
f. Pemberian insentif bagi pemilik lahan yang sesuai dengan ketentuan zonasi 
3. Zona C: Penggunaan lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan 
lindung Pertanian, perkebunan, dan pariwisata diizinkan bersyarat. Peruntukan 
perumahan diperbolehkan pada RTRW Kota Batu namun dilarang pada Permen PU 
22/2007. Berdasarkan kondisi tersebut arahan peraturan zonasi pada zona ini antara 
lain (Tabel 4.31): 
a. Hutan lindung dipertahankan 
b. Pertanian dan perkebunan diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Menjaga lingkungan 
2) Adanya tanaman dan pola penanaman yang sesuai kontur 
3) Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng dan dilengkapi sistem drainase 
c. Pariwisata diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Jenis wisata air 
2) Rekayasa teknis yang dapat menjaga kestabilan lereng 
d. Permukiman dan industry diterapkan performance zoning berupa pembatasan 
rasio lantai bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi yang dapat menahan 
gerakan tanah.  
e. Pemberian insentif bagi pemilik lahan yang sesuai dengan ketentuan zonasi 
 
Tabel 4. 31 Arahan Peraturan Zonasi berdasarkan hasil Analisis Kesesuaian Lahan 







Arahan Peraturan Zonasi 
A 




Tidak Sesuai Sesuai TDR 
Permukiman Tidak Sesuai Sesuai Performance Zoning 
B 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Conditional Uses dan insentive/bonus 
zoning 
Pariwisata Sesuai(bersyarat) Sesuai Conditional Uses dan insentive 
Permukiman Tidak Sesuai Sesuai Performance Zoning 
Industri Tidak Sesuai Tidak 
Sesuai 
Performance Zoning (jika dibangun 
sebelum peraturan) dan TDR (jika 
dibangun setelah peraturan berlaku) serta 
pemberian disinsentif berupa pembatasan 
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Arahan Peraturan Zonasi 
pembangunan , pajak tinggi dan 
pencabutan izin usaha 
C 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses dan 
insentive/bonus zoning 
Pariwisata Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses dan 
insentive/bonus zoning 
Permukiman Tidak Sesuai Sesuai Performance Zoning 
Industri Tidak sesuai Sesuai Performance Zoning 
 
4.3.3 Arahan Zonasi pada Tingkat Risiko Rendah 
A. Kesesuaian Guna Lahan Eksisting dengan Permen PU 22/2007 dan RTRW 
Kota Batu 
Tingkat risiko rendah memiliki luas 5867.95 ha yang terbagi menjadi zona A sebesar 
379,47 ha, zona B seluas 2418.19 ha, serta zona C seluas 3070.30 ha. Guna lahan  eksisting 
meliputi permukiman, industri, hutan lindung, perkebunan, pariwisata, belukar, tanah 
terbuka, dan tegalan. Tabel 4.32 menunjukan kesesuaian lahan pada tingkat risiko rendah, 
dengan penjelasan sebagai berikut: 
A. Zona A risiko rendah:  Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan hutan 
lindung dan pariwisata. Kondisi eksisting berupa hutan lindung seluas 543.03 hektare 
(Gambar 4.24) yang juga telah sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Batu. 
B. Zona B risiko rendah:  Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung, perkebunan, tegalan, dan pariwisata. Terdapat 2426.7 hektare 
lahan yang sesuai (Gambar 4.24),  meliputi hutan lindung, pariwisata, perkebunan, 
dan tegalan. (Tabel 4.32). Zona ini dalam RTRW  direncanakan sebagai taman hutan 
raya, hutan lindung, hutan produksi, pertanian, pariwisata, dan permukiman. Guna 
yang tidak sesuai ketentuan RTRW dan Permen PU 22/2007 adalah industri di Desa 
Sumbergondo dan Sumberbrantas.  
C. Zona C risiko rendah: Berdasarkan Permen PU 22/2007, zona ini diperuntukan 
sebagai hutan lindung, perkebunan, tegalan, pariwisata, serta permukiman. Terdapat 
24481.62 hektare lahan yang sesuai dan 14.8 ha yang tidak sesuai (Gambar 4.24). 
Penggunaan lahan yang sesuai ketentuan meliputi hutan lindung, permukiman, 
pariwisata, perkebunan, dan tegalan. (Tabel 4.32).  Dalam RTRW Kota Batu terdapat 
peruntukan agroindustri yang terletak di Desa Tulungrejo, namun dilarang dalam 
Permen PU 22/2007. 
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Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 
S TS S TS S TS S TS S TS S TS 





















































0.0 0.0 0.1 0.0 71.8 0.0 0.0 0 0.1 0.0 1857.1 0.0 
Hutan Lindung 37.6 0.0 315.4 0.0 161.4 0.0 187.9 0 2838.5 0.0 1129.9 0.0 
Perkebunan 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2.5 0.0 
Semak Belukar 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10.6 0.0 
Tanah Terbuka 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3.4 0.0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.0 0.0 289.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5207.6 0.0 
Bumiaji Permukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 0.0 0 0 0.0 0.0 1519.7 0.0 
Hutan Lindung 0.0 0.0 34.7 0.0 160.6 0.0 0 0 242.8 0.0 1124.2 0.0 
Industri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0 0 0.0 0.0 0.8 0.0 
Pariwisata 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0 0 0.0 0.0 1.9 0.0 
Gunungsari Permukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0 0 0 0 1413.1 0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 
Pandanrejo Permukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.0 0 0 0 0 185.3 0 
Pariwisata 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0 0 0 0 4.6 0 
Semak Belukar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0 0 0 0.2 0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 3.2 0 
Punten Permukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 0.0 0 0 0 0 747.8 0 
Perkebunan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0 0 0 0.3 0 
Semak Belukar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0 0 0 0 3.7 0 
Tanah Terbuka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0 0 0 0 0.6 0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 









Kesesuaian terhadap Permen PU 22/2007 Kesesuaian terhadap RTRW Kota Batu 
A B C A B C 
S TS S TS S TS S TS S TS S TS 














271.3 0.0 1251.3 0.0 850.0 0.0 1085.2 0 7507.7 0.0 5950.0 0 
Industri 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 10.7 0 0 1.4 0.0 21.4 0 
Perkebunan 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0 0 0.0 0.0 22.5 0 
Pariwisata 0.0 0.0 0.5 0.0 4.6 0.0 0 0 1.0 0.0 9.2 0 
Semak Belukar 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0 0 0.0 0.0 9.4 0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.0 0.0 132.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1584.0 0 
Sumbergondo Permukiman 0.0 0.0 0.4 0.0 40.3 0.0  0.0 0 1.8 0.4 640.7 0 
Hutan Lindung 70.5 0.0 526.5 0.0 239.9 0.0 282.1 0 2632.5 0.0 1199.5 0 
Semak Belukar 0.0 0.0 34.9 0.0 197.6 0.0 0 0 313.2 0.0 1975.7 0 
Tanah Terbuka 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0 0 0.0 0.0 4.2 0 
Tegalan/Ladang 0.0 0.0 0.1 0.0 202.0 0.0 0 0 0.4 0.0 3026.4 0 
Tulungrejo Permukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0 0 0 0.0 0.0 2003.9 0.0 
Hutan Lindung 0.1 0.0 251.3 0.0 354.6 0.0 0.1 0 3267.3 0.0 6027.7 0.0 
Industri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0 0 0.0 0.0 9.9 357.9 
Perkebunan 0.0 0.0 0.8 0.0 36.2 0.0 0 0 1.6 0.0 253.5 0.0 
Pariwisata 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0 0 0.0 0.0 60.1 354.6 
Padang Rumput 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0 0.0 0.0 0.2 3.3 
Semak Belukar 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0 0 0.0 0.0 24.9 0.0 
Total   379.5 0.0 2417.5 0.7 3057.0 14.8 1555.3 0 16815.2 0.4 36716.7 357.9 
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Gambar 4. 24 Peta Kesesuaian Zonasi pada Tingkat Risiko Rendah 
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B. Kesesuaian Rencana Pola Ruang RTRW terhadap Permen PU 22/2007 
Sub bahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi rencana pola ruang dengan ketentuan 
longsor yang terdapat pada Permen PU 22/2007. Berdasarkan sub bahasan sebelumnya 
(Tabel 4.26), terdapat ketidaksesuaian antara kedua peraturan tersebut. Tabel 4.28 secara 
rinci menjabarkan kesesuaian  pada masing masing zona, antara lain (Tabel 4.33): 
4. Zona A Risiko Sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung dan  pariwisata. Seluruh arahan rencana pola ruang telah 
sesuai dengan Permen PU 22/2007. 
5. Zona B Risiko Sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan permukiman. 
Permukiman dilarang pada tingkat risiko ini. Terdapat ketidaksesuaian dengan 
rencana pola ruang dimana terdapat arahan perumahan serta sarana penunjang 
permukiman lainnya seperti pelayanan umum. Seluruh arahan rencana polar uang 
telah sesuai dengan Permen PU 22/2007. 
6. Zona C Risiko Sedang: Berdasarkan Permen PU 22/2007, peruntukan lahan yang 
sesuai adalah hutan lindung, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan permukiman. 
Terdapat ketidaksesuaian dimana peruntukan industry diperbolehkan dalam RTRW 
namun  dilarang dalam Permen PU 22/2007. 
Tabel 4. 33 Kesesuaian antara Rencana Pola Ruang RTRW Kota Batu dengan Permen PU 22/2007 
Desa Rencana Pola Ruang 
A Rendah B Rendah  C Rendah  
S TS S TS S TS 
Bulukerto 
Hutan Lindung 75.2 0 630.8 0.0 322.8 0.0 
Hutan Produksi 75.2 0 946.2 0.0 612.0 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 1581.2 0.0 
Pertanian 0.0 0 630.8 0.0 2712.3 0.0 
Perumahan 0.0 0 0.1 0.0 2170.3 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.002 0.0 651.0 0.0 
Taman Hutan Raya 37.6 0 630.8 0.0 161.4 0.0 
Bumiaji 
Hutan Lindung 0.0 0 138.8 0.0 642.4 0.0 
Hutan Produksi 0.01 0 34.7 0.0 232.9 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 724.0 0.0 
Pariwisata 0.0 0 0.0 0.0 72.3 0.0 
Pertanian 0.0 0 34.7 0.0 524.3 0.0 
Perumahan 0.0 0 0.0 0.0 219.0 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.0 0.0 72.3 0.0 
Taman Hutan Raya 0.0 0 34.7 0.0 160.6 0.0 
Gunungsari 
Hutan Lindung 0.0 0 0.0 0.0 64.2 0.0 
Hutan Produksi 0.0 0 0.0 0.0 64.2 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 449.6 0.0 
117 
Desa Rencana Pola Ruang 
A Rendah B Rendah  C Rendah  
S TS S TS S TS 
Pertanian 0.0 0 0.0 0.0 32.1 0.0 
Perumahan 0.0 0 0.0 0.0 802.9 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.0 0.0 1.1 0.0 
Pandanrejo 
Kawasan Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 61.8 0.0 
Pertanian 0.0 0 0.2 0.0 69.8 0.0 
Perumahan 0.0 0 0.0 0.0 61.8 0.0 
Punten 
Hutan Produksi 0.0 0 0.0 0.0 29.9 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 149.6 0.0 
Pertanian 0.0 0 0.0 0.0 151.6 0.0 
Perumahan 0.0 0 0.0 0.0 421.5 0.0 
Sumber Brantas 
Hutan Lindung 0.0 0 1251.3 0.0 1700.0 0.0 
Hutan Produksi 271.3 0 1252.9 0.0 1219.6 0.0 
Pelayanan Umum   0 0.0 0.0 140.1 0.0 
Pertanian 542.6 0 3756.7 0.0 2527.6 0.0 
Perumahan   0 0.8 0.0 1611.4 0.0 
Taman Hutan Raya 271.3 0 1252.5 0.0 1051.5 0.0 
Sumbergondo 
Hutan Lindung 141.0 0 1088.0 0.0 879.0 0.0 
Hutan Produksi 70.5 0 596.5 0.0 1159.6 0.0 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 562.9 0.0 
Pertanian 0.0 0 631.6 0.0 1764.3 0.0 
Perumahan 0.0 0 35.5 0.0 1602.0 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0 70.0 0.0 638.7 0.0 
Taman Hutan Raya 70.5 0 526.5 0.0 239.9 0.0 
Tulungrejo 
Hutan Lindung 0.1 0 1760.4 0.0 3641.7 0.0 
Hutan Produksi 0.0 0 754.5 0.0 1466.5 0.0 
Industri 0.0 0 0.0 0.0 0.0 357.9 
Pelayanan Umum 0.0 0 0.0 0.0 687.0 0.0 
Perdagangan dan Jasa 0.0 0 0.0 0.0 57.3 0.0 
Pariwisata 0.0 0 0.0 0.0 6.7 0.0 
Pertanian 0.0 0 252.7 0.0 1020.8 0.0 
Perumahan 0.0 0 0.8 0.0 745.3 0.0 
Ruang Terbuka Hijau 0.0 0   0.0 0.0 0.0 
Sempadan Sungai 0.0 0 0.5 0.0 418.5 0.0 
Taman Hutan Raya 0.1 0 502.7 0.0 357.7 0.0 
Total 1555.3 0 16815.6 0.0 36716.7 357.9 
 
C. Arahan Peraturan Zonasi pada Tingkat Risiko Rendah 
Penentuan peraturan zonasi didasarkan atas kesesuaian yang terdapat pada Tabel 
4.32 dan 4.33. Kesimpulan dari hasil analisis antara lain sebagai berikut  
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1. Zona A: Peruntukan lahan berdasarkan Permen PU 22/2007 dan RTRW kota Batu 
adalah Hutan Lindung. Berdasarkan kondisi tersebut arahan peraturan zonasi pada 
zona ini antara lain (Tabel 4.34): 
a. Hutan lindung dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya 
2. Zona B: Penggunaan lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan 
lindung. Untuk penggunaan lahan budidaya seperti pertanian, perkebunan, 
pariwisata, dan perumahan diizinkan secara bersyarat.  Industri tidak diperbolehkan 
baik berdasarkan RTRW maupun Permen PU 22/2007.  Berdasarkan kondisi tersebut 
arahan peraturan zonasi antara lain (Tabel 4.34): : 
a. Hutan lindung dipertahankan 
b. Pertanian dan perkebunan diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Menjaga lingkungan alami eksisting 
2) Adanya tanaman dan pola penanaman yang sesuai kontur 
3) Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng dan dilengkapi sistem drainase 
4) Diperbolehkan untuk kegiatan penelitian 
c. Pariwisata diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat: 
1) Menjaga lingkungan alami eksisting 
2) Adanya rekayasa teknis 
3) Jenis wisata berupa alam 
4) Jenis vegetasi resapan dan mampu menjaga kelestarian lingkungan 
5) Diperbolehkan untuk kegiatan penelitian 
d. Permukiman diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat: 
1) Sesuai dengan daya dukung 
2) Konstruksi bangunan harus sesuai dengan kajian kestabilan lereng dan 
geoteknik 
3) Pembangunan jalan mengikuti kontur 
e. Industri yang dibangun sebelum RTR berlaku diterapkan  pembatasan berupa 
performance zoning, jika dibangun setelah ditetapkannya RTR direlokasi dengan 
skema TDR 
f. Pemberian insentif berupa izin yang dipermudah dan pajak yang diringankan bagi 
pemilik lahan yang sesuai dengan ketentuan. 
3. Zona C: Penggunaan lahan eksisting yang sesuai kedua peraturan adalah hutan 
lindung. Untuk penggunaan lahan budidaya seperti pertanian, perkebunan, pariwisata 
dan perumahan diizinkan secara bersyarat. Peruntukan industri diperbolehkan pada 
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RTRW Kota Batu namun dilarang pada Permen PU 22/2007. Berdasarkan kondisi 
tersebut arahan peraturan zonasi pada zona ini antara lain (Tabel 4.34): 
a. Hutan lindung dipertahankan 
b. Pertanian dan perkebunan diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat:  
1) Menjaga lingkungan alami eksisting 
2) Adanya tanaman dan pola penanaman yang sesuai kontur 
3) Perlakuan teknis untuk kestabilan lereng dan dilengkapi sistem drainase 
4) Diperbolehkan untuk kegiatan penelitian 
c. Pariwisata diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat: 
1) Menjaga lingkungan alami eksisting 
2) Adanya rekayasa teknis 
3) Jenis wisata berupa alam 
4) Jenis vegetasi resapan dan mampu menjaga kelestarian lingkungan 
5) Diperbolehkan untuk kegiatan penelitian 
d. Permukiman diterapkan conditional use, diizinkan dengan syarat: 
1) Sesuai dengan daya dukung 
2) Konstruksi bangunan harus sesuai dengan kajian kestabilan lereng dan 
geoteknik 
3) Pembangunan jalan mengikuti kontur 
e. Industry diterapkan performance zoning berupa pembatasan rasio lantai 
bangunan dan kewajiban menyediakan vegetasi yang dapat menahan gerakan 
tanah. 
f. Pemberian insentif berupa izin yang dipermudah dan pajak yang diringankan bagi 
pemilik lahan yang sesuai dengan ketentuan. 
Tabel 4. 34 Arahan Peraturan Zonasi berdasarkan hasil Analisis Kesesuaian Lahan 







Arahan Peraturan Zonasi 
A Hutan Lindung Sesuai Sesuai Dipertahankan 
B 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses dan 
incentive/bonus 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses dan 
incentive/bonus 
Industri Tidak Sesuai Tidak Sesuai Performance Zoning (jika dibangun 
sebelum peraturan) dan TDR (jika 
dibangun setelah peraturan berlaku) 
C Hutan Lindung Sesuai Sesuai Dipertahankan 
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Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses dan 
incentive/bonus 




Sesuai (bersyarat) Sesuai Diterapkan Conditional Uses dan 
incentive/bonus 





BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
5.1 Kesimpulan 
Untuk mengurangi dampak dari bencana longsor, diperlukan kajian perencanaan tata 
ruang berdasarkan analisis risiko. Implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan 
melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wujud peraturan zonasi.  Kesimpulan 
dari penelitian ini antara lain:  
A. Analisis Risiko bencana Analisis risiko bencana longsor pada penelitian ini 
menggunakan 2 variabel, antara lain ancaman dan kerentanan, dengan kesimpulan 
sebagai berikut: 
• Pengkajian ancaman ditentukan dengan menggunakan 4 parameter, antara lain 
jenis tanah, tutupan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan.  Tingkat Ancaman 
sedang mendominasi sebesar 66% dari total luas kawasan dan tersebar di seluruh 
desa. Tingkat ancaman tinggi memiliki persentase 8% dari total luas kawasan. 
Curah hujan menjadi faktor pemicu terjadinya longsor. Intensitas hujan tinggi 
khususnya pada lereng curam menyebabkan air tanah jenuh, dan berdampak pada 
menurunnya stabilitas tanah. Keberadaan tegalan pada lereng curam 
menyebabkan tingginya potensi kejadian longsor. Tingkat ancaman rendah 
tersebar pada 18% kawasan, dengan rasio terbesar berada pada Desa Bulukerto 
dan Desa Bumiaji. Keberadaan kawasan hutan pada kedua desa ini mampu 
meminimalisir tingkat ancaman, dikarenakan system perakarannya mampu 
mengikat tanah dengan baik. 
• Pengkajian kerentanan didasarkan atas kerentanan fisik, social, ekonomi, dan 
lingkungan. Tingkat kerentanan kawasan di Kecamatan Bumiaji didominasi oleh 
kerentanan rendah, yang tersebar di 3 desa yaitu Desa Bulukerto, Sumberbrantas, 
dan Sumbergondo. Desa Sumbergondo memiliki skor kerentanan kawasan yang 
paling rendah. Desa Giripurno memiliki nilai skor kerentanan kawasan tertinggi 
di Kecamatan Bumiaji. 
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• Risiko longsor didominasi oleh klasifikasi rendah sebesar 48% dari total luas 
Kawasan. Ancaman dan kerentanan kawasan yang rendah menyebabkan risiko 
yang dihasilkan juga rendah.  Tingkat risiko sedang mencakup 15 % kawasan dan 
tersebar di seluruh desa. Tingkat risiko tinggi tersebar pada 6 (enam) desa meliputi 
Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Pandanrejo 
dan Desa Tulungrejo. Tingkat risiko tinggi mencakup 30% dari luas total kawasan. 
Risiko longsor tinggi disebabkan oleh tingginya kerentanan dan ancaman 
khususnya pada Desa Giripurno.  
B. Arahan peraturan zonasi berdasarkan tingkat risiko longsor. Hasil analisis tingkat 
risiko longsor secara spesifik dibagi menjadi 3 zona antara lain zona A (kelerengan 
>40%), zona B (21-40%), dan zona C (0-20%), dengan kesimpulan sebagai berikut:  
• Tingkat risiko tinggi: Hutan lindung dipertahankan. Peruntukan pertanian dan 
perkebunan pada zona A diterapkan TDR. Peruntukan pertanian, perkebunan, 
dan pariwisata pada zona B dan C diterapkan conditional uses. Peruntukan 
permukiman pada seluruh zona diterapkan Performance Zoning. 
• Tingkat risiko sedang: Hutan lindung dipertahankan. Pertanian dan perkebunan 
pada Zona A diterapkan TDR, sedangkan untuk Zona B dan C diizinkan dengan 
ketentuan khusus (Conditional Uses). Peruntukan perumahan diterapkan 
performance zoning pada seluruh zona. Peruntukan industry diterapkan 
performance zoning jika dibangun sebelum ketentuan berlaku dan direlokasi jika 
dibangun setelah berlakunya ketentuan zonasi.  
• Tingkat risiko rendah. Hutan lindung dipertahankan. Pertanian, perkebunan, 
permukiman dan pariwisata pada zona B dan C dizinkan dengan ketentuan 
khusus (Conditional Uses). Peruntukan industry pada zona C diterapkan 
performance zoning jika dibangun sebelum ketentuan berlaku dan direlokasi jika 
dibangun setelah berlakunya ketentuan zonasi.  
 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Penelitian “Peraturan Zonasi Berbasis Mitigasi Bencana Longsor di Kecamatan 
Bumiaji” masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Keterbatasan survei lapangan akibat 
pandemic COVID-19 menjadikan pengkajian risiko bencana longsor hanya didasarkan pada 
aariabel ancaman dan kerentanan. Variabel kapasitas dapat ditambahkan penentu tingkat 
risiko bencana longsor.  
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Pengembangan penelitian juga dapat dilakukan pada arahan peraturan zonasi, 
khususnya pada lingkup perencanaan. Penelitian ini masih dikembangkan dalam lingkup 
perencanaan yang besar, dengan kedetailan peta 1:74.000. Penelitian selanjutnya dapat 
melakukan kajian pada skala yang lebih detail dan melibatkan peran stakeholder lokal. Hal 
ini bertujuan agar arahan aktivitas pemanfaatan ruang dapat diterapkan pada lingkup yang 
lebih detail, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif pada 
masing-masing blok kawasan. 
5.2.2 Saran Bagi Pihak Terkait 
  Penelitian “Peraturan Zonasi Berbasis Mitigasi Bencana Longsor di Kecamatan 
Bumiaji” dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dengan saran sebagai berikut:  
a. Penyusunan rencana pola ruang berbasis mitigasi bencana longsor. Saat ini, RTRW 
yang diterbitkan belum mengakomodasi ketentuan pemanfaatan ruang berdasarkan 
kajian risiko bencana. Untuk kedepannya, diharapkan terdapat dokumen 
perencanaan detail yang kemudian diintegerasikan dengan kajian risiko bencana, 
sehingga pemanfaatan ruang dapat selaras dengan penanggulangan bencana longsor 
di Kecamatan Bumiaji. 
b. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait pemanfaatan lahan. Berdasarkan temuan 
analisis, diketahui terdapat permasalahan pada penggunaan lahan yang tidak sesuai 
dengan kajian risiko bencana. Diperlukan penerapan skema disinsentif dan insentif 
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